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ABSTRAK

Program Pengaliban Hutang untuk Kegiatan Konservasi atan Deby-for-Nature Swap
{DNS) adalsh salah satu mekanisme konverst hutang negara-nogara berkembang
yang dapat menjadi salah satu sumber ufama pendanaan lingkungan hidup. Talun
2008 nilai hutang pemerintab Indonesta Rpl.548 trilfun - dan rasio terhadap
Pendapatan Domestik Bruto sudah mencapat 30 persen. Tahun 2006, pemerintah
Republik Federal Jerman dan pemerintah Indopesia menyepakati program DNS I
senilai EUR12,5 juta (Rp125 miliar) yang akan dilaksanakan selama lima tahun,
unfuk sektor kehutanan dan lingkumgan hidup. Hasit analisis sensitivitas dengan AHP
wmenunjukkan babhwea aspek transparansi merupakan isu kebijakan ysng memiliki
seénsitivitas tertinggi schingga menjadi faktor utarna untuk ‘meningkatkan efektivitas
implementasi. DNS M. Isu-isu dan masalah kebijakan yang penting berikuinya
berturut-turut adalah aspek teknis UMK, kebijakan anggaran dan hartang loar negen,
komitmen negara kreditor, dan kelembagaan. Isu Tranparansi dapat mempengarahi
kinerja program lebih dari 50 persen. Metode analisis kebijakan dan AHP
menyimpulkan bahwa ustuk mengoptimasikan program DNS I, maka prioritas
perbaikan dari pam pengambil kebijakan, harus dilakukan dari isu dan masaleh yang
memiliki tingkat sensitiviias tertinggi termasuk isu ieniang partisipasi publik,
pubiikast dan akses kepada informasi,

Kata kunici:  debt-for nature swap, AHP, analisis sensitivitas, analisis kebijakan,
isu kebijakan, masaigh kebijakan
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ABSTRACT

The debt-for-nature swap (DNS) is one of the debt conversion mechanisms that
could become a major environmental funding sources in the future. Indonesia is one
of the most debtor country with total Rp1.548 billion debt in 2008 or reached over 30
percent to its Gross Domestic Product (GDP) on the same year. Finally, in*2006
Indonesia and Federal Republic of Genmany agreed to implement DNS 111 five years
project’s term for EURIZ.S million debt conversion, Using AHP's andlysis of
sensitivity, the result ot this research shows the main issue. that get most attention
from stakeholders from highest to lowest is Transparancy, Technically Problem of
MSE, Budgeting and External Debt Policy, Creditor's Commitment, and Institution.
Tranparancy could influence rmore than S0 percent to the program performance. Both
policy analysis and AHP method indicates that to optimize program performance,
-policy makers need prioritizing activities from the high sensitivity issue: mciuzias
- public parﬁclpatxon, publication, and access fo program report. - ;

Key words: debt»ﬁamzatm swap, sensﬁmty aaa}}rsxs, AHP, poiwy anaiysxs, ;}Q}zcy
. issues,
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Penelitian ini dilaksanaken sebagai salah safu syarat mendapatkan gelar Magister
Sains dalam Iimu Lingkungan, pada Program Studi Umu Lingkungan dengan bidang
kekhususan Ekologi Manusia, Program Pascasarjand di Universitas Indonesia,

Penulis memilih judul penelitian;

STUDI IMPLEMENTAS] KEBIJAKAN PENGALIHAN HUTANG UNTUK
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DEBT-FOR-NATURE SWAF) DI
INDONESIA (Studi Kasus Kredit Investasi Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil)

 Masalah kebijakan publik merupakan masalah yang menarik karena Kebijakan ini
ikut menentukan peri kehidupan masya:akat banyak, dapat mengarahkan masyarakat
untuk memapai tujuan-tujuan bersama atau sebaliknya, dapat menemul kegagalan
hila d;fanmllaszkaxz d&n diterapkan secara tidak tepat. Pada sisi yang lain, keputusan
pemerintah Indonesia untok melaksanakan skema pengalihan hutang {debr-swap)
melalui mekanisme Deb-for-Nature Swap (DNS), mulai dilaksanakan tahun 2006,
sehingga memeriukan analisis ist dan dampak kebijakan tersebut.

Penulis rﬁéni‘iai kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan DNS
adalsh tema yang menarik karcna beberapa alasan; Pertarea, DNS relatif baru
 diterapksn di Indonesia, yaitu sejak tahua 2006, dan ssmpai penelitian ini selesai
dziaksanalﬁ.an, p;am DNS {1 berupa kredit investasi kngkngm untuk usaha
mikro dan kecil, masih dilaksanakan, Alasan kedua adaiah konsep DINS adalah
konsep yang sangat menadk vaitn membiayai kegiatan konservasi dan {lingkungan
bidup di dalam negeri, denpen cara mengalihkan sebagian hutang luar negeri.
Sumber pendanann ini memberikan dua keuntungan langsung yaitu pengurangan
hutang luar negeri , dan tersedianya dans konservasi dan lingkungan hidup vang
berasal dalam negeri. Alasan berikuinya adalah tema DNS belum pernah diteliti oleh
mahasiswa tingkat magister pada Program Studi Kajian Imu Lingkungan,
Universitas Indonesia

vii
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D. i Ringkssan '<:

Indonesia yang ferbebani hatang luar négeri sangat besar, baru memanfaatkan
DNS (debt for nature swap) tshun 2006 melalul perjanjian bilateral dengan
pemerintah Jerman. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana konservasi sebesar
12,5 jula Eure untuk membiayal kepgiatan konservasi di tiga taman nasional dan
unit kredit investasi lingkuagan untuk usaha kecil dan mikro (Dhewanthi, 2007).
Jumnlah pengalihan ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi DNS dan
kawasan konservasi serta masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia.

Karena besarnya potensi ekopomi UMK sekaligus potensi pencemarannya, seria
masih terdapat kesempatan vang besar untuk melakukan restrukturisasi hutang
luar negeri melalui DNS, dan program kredit bergulir UMK yang khas, maka oleh
peneliti dipandang perdn untuk melakokan studi tentang dana investasi DNS {11

agar didapatkan kebijakan yang efektif di masa yany akan datang,

Berdasarkan definist dan ruang divgkupnya, maka analisis kebijakan publik
ditujukan kepada setiap- kebilakan vang ditctapkan oleh badan-badan dan
lembaga-lembaga pemerintah dalam bidang teértentn.  Pemelitian ini termasuk
dalam ruang lingkup analisis kebijakan publik : menunut - definisi Dye (1980),
karena objek penelitian adalah kebijakan publik restrukturisasi butang melalui
program debt for nature swap yang ditetapkan dan dikelola oleh lembag&«lembaga

pemerintah.

Pendekatan penelitian ini adalah kuasi-kualitatif, dimana dilakukan perbandingan
berpasangan (pairwise comparison) dan dianalisis dengan menggunakan AHP dan
menggunakan analisis sensitivitas untuk menentukan prioritas tap masalsh yang
dianalisis. Berdasarkan unil analisisnya, meka naresumber penelitian ini adalsh
lembaga-lembags vaag terlibat di dalam program DNS I Unit doalisis
ditentukan berdasarkan atas laporan implementasi program DNS, wawancara
mendalam dengan para pamssumber di lembaga pemerintah dan non-pemerintah
yang terlibat program DNS untuk sektor UMK,
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Analisis kebijakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaug meneliti sebab
dan akibat dari kebijakan restrukturisasi butang luar negeri melatui implementasi
program pengalihan hutang untuk konservasi (dedt for nature swap). Sedangkan
jenis pemantausn yang dilakuken dalam penelitian ini adaleh monitoring
eksplanasi {explanation), vaitu pemaniavan yang bertujuan untuk menielaskan
adanya perbedaan antara hasil dengan tjuan kebijakan (Dunn, 1999). Sesumi
klasifikasi Dunn, pendekatan yang dipilih schagai alat untuk melakukan
monitoring adalah pendekatan sintesis riset dan praktik. Pendekatan monitoring
sintesis dan praktik menerapkan kompilasi, perbandingan dsn penpujian
terhadap hagil-hasil implementasi kﬁi}ijaicm DNS di masa sebelumnys atau di
tempat lain.

Hasil penelitiazz menunjukkan, klasifikasi Dunn sesuai dengan pendapat pera
narasumber penelitian yang mendeskripsikan isu-isu kebijukan yang muncul
dalam setiap hirarki struktar DNS III, mulai darni lembaga pemerintab di tingkat
nasional sampai kepada pelaksanaan program di tingkat lokal. yaitu -pard
pengusaha mikro dan kecil. Implementasi kebijakan Debt for Nature Swap untuk
investasi lingkungan bagl usaha mikro dan keeil, termasuk tipe kebijakan rasional
yang disusun dan dikelola oleh iembaga pemermi‘ah yaity Kantor Menteri

Lingkungan Hidup.

Isu-isu kebijakan yang muncul dapat dikelompokkan men}aéi fima isu kehijakm
vaity kelembagaan (LEMBAGA), komitmen negara kreditor (KOMITMEN),
kebijakan angpgaran dan hutang luar negeri (KBIJAKAN), aspek-aspek teknis
usaha mikro dan kecil (TEKNIS) dan wansparanst program (TRSPARAN],
Sedangksn empat kxiteria telah ditetapksn olek pemerintah INdonesia dan
pemerintah  Jerman. yaitu perbaikan minimal satu paremeter lingkungan
{(PFRMETER), nifai kredit macet tidak melebihi 10% (TDKMACET), penyerspan
kredit migimal 80% pada akhir program (DYSERA?} dan lemhsasz mekamsme
dana bergalic (DNBGULIR),

Bobot perbaikan minimal satu parameter lingkungan (PRMETER) terhadap tujean
{GOAL) menunjukkan nilsi 0, 565 atau yang tertinggi dibandingkan tiga kriteria
yang: lain (’I‘E)KMACET DYSERAP, DNBGULIR), vyang. berarfi paramefer
tertinggi merupakan isu kebijakan yang paling penting dan menjadi - lamge

(pengungkit) diibandingkan knieria yang lain. Usdha perbaikan dalem isusisu
PRMETER akan menyebabkan hasil yang relafif lehih signifikan dnbaudmgkan
perbaikan yang dilakukan terhadap tiga kriteria yang lain,

Transparansi Program adalah isu kebijakan yang mempunyat tingkat sensitivites
tertinggi::dibandingkan isu kebijakan lainnya. Isu transparanst proram dapat
menipengarvhi tojuan dan kriteria yang ditetapkan dalam program: DNS sebesar
lebih dari- 56%, sehingpn merupakan pengungkit (Zeverage) bagi poerubahan atau
reformulasi program DNS di mass yang aken datang., Isu-isu kebijakan
berikutnya yang memiliki tingkat sensitivitas terlinggi hingga terendah adalah

xix
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Aspek Teknis UMK, Kebijakan Anggaran dan Hutang Lusr Negeri, Komitmen
Negara Kreditor dan Kelembagaan.

Dapat disimpulkan babhwa isu-isu kebijakan yang divngkapkan oleh informan
terdiri dari dua yaitu: masalah kebliskan yang memang benar terjadi dan dialami,
dan isu potensial yang mencermminkan kekhawatiran aiau saran dari para informan
yang diwawancarai. Selurvh informan penelitian sepakat program DNS dapat
membantu meningkatkan  kualitas: lingkungan hidop dan membantu para
pengusaha mikro dan kecil.

Daftar Kepustakasn: 101 (tahun 1968 sampai tahun 2009)
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D. Summary Content:

Indonesia has burdened by enormous debt from other countries, and just made use
of DNS (debt for nature swap) in 2006 through bilateral agreement with German
Government. Indoncsian Government obtained conservation fund of 12.5 million
Eurus to disburse conservation activities in three national park in Sumatra Jsland,
also to help micro and small enterprises {Dhewanthd, 2007). This allecation is
considered small, compared to DNS potencies, vast of nature preservation and
pational park and the huge problems of environment in Indonesia.

The economic potential of MSE and it huge impact on environmental pollution,
and big opportunity fo use DNS on the debt restruciuring program, and
uniqueness of the DNS I program, s I decided to conduct a research on this
topic. 1 hope the result of this research would become important reference to make
8 better policy in the future,

According to its definition and scope, public policy analysis will be appointed to
every level of policy made and setled by certain government isstitutions.
Researches include public policy analysis’s scope by Dye definition {1980), for
the research object is public policy of debt restruciuring program through DNS
{debt for nature swap), that has been resolved and mamaged by government
institutions.

According fo analysis unit, this research has chosen the institutions that involve
on the implementation of DNS III. Analysis unit is decided based on: DNS
Program Implementation Reports, in-depth interviews with sources from
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govermment and non government parties that has involved. in DNS Program for
Migro, Minor and lotermediate Business sectors.

Policy Analysis in this research is descriptive, in particufar on cause and
consequences of debt - restructuring policy through debt allocation program
implementation for conservation (debt-for-nature swap). Observing type on this
research is Explanation Monitoring; observing process to provide explanation on
differences between result and policy objective (Dunn, 1999). According to
Dunn’s classification, rescarch and practice synthetic approach is chosen as
appropriste tool tv perform the monitoring process. Synthetic and Practical
Monitoring Approach apply compilation, comparison, and assessment on previous
period of policy implementation result or the same DNS propram that
implemented in other places.

Result showed Dunn classification is matched with sources opinion in description
of policy issues which were decided in each hierarchy of DNS I Structure; stert
from national government institition to local program implementation as micro
and minor entrepreneurs. Policy hinplementation of DNS for Micro business
environment investment, oxluding rational policy type, has ammaged and
managed by government institution such as Ministry of the Environment Office,

The result of this research are: Policy issues and problems are classified into five:
institutional (LEMBAGA), commitment of the creditor country (KOMITMEN),
debt and allocation policy (KBIJAKAN), technical aspects of minor and micro
business (TEKNIS) and Program Transparency (TRSPARAN]. Meanwhile, four
criteria bas been sglected by Indonesian and Germany Government; at least one
parameter environment improvement (PARAMETER), 5% maximuth of clogged
credits (KRDMACET), 80% minimum of credit absorption by the end of program
{(DYSERAP), and legal process of sustainable fund mechanism (DNBGULIR).

Improvement quality by one environment parameter minimal toward the Goal
showed 0.565, or the highest compared to other three criteria (TDKMACET,
DYSERAP, DNBGULIR). This means the highest parameter as the most
important policy issue and become Ieverages than other criteria. Improvement
efforts in these Parareter issues will result more significantly than other criteria
improvement efforts,

Program Transparency is highly sensitive policy issue compare to other. Program
fransparency issuc can influence 56% of goals and selected coriteria in DNS
program, which became leverage to DNS Program’s changes and reformulation in
the future. The pext policy issues with highest to lowest level of zensitivity are:
Technical Aspect of Minor and Intermediate Business, Policy of Allocation and
Debt from Other Country, and Creditor and Institutional Commitment.

It might be concluded that policy issues that has revealed by informant were two
kinds: policy problems that did happened and been went through, and potential
issue that reflects anxiety or suggestion from the interviewed informant. All the
research informants agreed on conclusion that DNS program do  help

XX
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mprovemm process of environment quality, as well as szgmﬁmziy contribute to
micro and small enterprises.

E. Numberof References: 101 {issued from 1968 to 2009).

i
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1. PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang

Keputusan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) untuk menaikkan
harga minyak bumi tahun 1973 dan 1979 telah menyebabkan . negara-nepara
berkembang sekaligus importir minyak bumi berhadapan dengan krisis kevangan
yang semakin parah (ECLAC, 2001). Pepingkatan harga minyak bumi telsh
mengakibatkan meningkatnys harga barang-barang impor, sehingga negara importir
mengalaini krisis ganda, vait: peningkatan beban hutang luar negeri dan kenaikan
anggaran belanja. Banyak negars -berkembang meminjam dana dari lembags-
lembaga keuangan imternagional seperti Baok Dunia dan Dana Moneter
Internasional, Ketergantungan kepada hutang luar ‘negeri memicu krisis hutang
dunia ishun 1982, ketika pemerintah’ Meksiko: menvatokan secara resmi bahwa
mercka fidak sanggup membayar busga hutang luar negeri sebesar USS80 miljar

(Thapa, 2000).

Pada szat vang bersamaun negara-negara berkembang juga mengalokasikan anggaran
pembangunannya kepada progmm-program pengelolaan lingkungan hidup, untuk
mengurangi dampak negatil- pembangunan seperti pencemarsn lingkungan dan
kerusakan sumber daya alam. Keterbatasan dana pembangunan dard pemerinteh
merupakan salah satu alesan bahwa sumber-sumber dana pendanaan lain dibutubkan

dalam program peagelolaan lingkungan hidup (Purnomo, 2004).

Sejak pertengahan 1980-an, nogara-negarg -donor internssional mengutarakan
- ‘keprihatinan mereka pada kerusakan hutan tropis yang semakin besar (Moye 2001,
ECLAC 2001). Studi yang dilakukan Greener (1991) juga menyimpulkan, terdapat
hubungan positif antara tingket hutang luar negeri dengan kerdsakan lingkungan di
negara berkembang, yaitu semakin besar beban hutang yang harus dibayar satu
negara, maka semakin besar pula kerusakan lingkungannya. Beberapa solusi fiskel
yang diberikan IMF ternyata memperburuk kualitas sumberdaya alam di negara-
negara berkembang, karena mercka terpaksa membatasi impor barang untok
menckan hutang luar negeri dan mencari subsitusinya di dalam pegeri (Keenan,
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2008). Sebagian besar nilai pembayaran- pokok huteng dan bunganya temyata
dibayar depgan pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam secars besar-besaran
{Ochiollini, 1990).

Indonesia menghadapi kasus serupa ketika rezim Orde Baru mulai berkuasa tabun
1967. Pemerinish membutvhkan sumber-sumber pendapatan baru yang-diperlukan
vntuk menstabilkan dan memperbaiki pereckonomian Indonesia. Kebutuban untuk
mendapatkan sumber-sumber devisa yang cepat menyebabkan pemerintah Indonesia
memutuskan untuk mengekstraksi sumberdaya alam seperti hutan, minyak bumi, gas
alam dan tambang mineral untuk pasar ekspor. Hutan hujan ropis di Kalimantan,
Sumatera, dan pulau-pulau latn dengan pohon-pobon: kayu kems tropis, dinilai
sebagai komoditas yang dapat ditehang dan dijual dengan. cepat dan mudah
Kenaikan harga minvak bunai tahon 1974 telah mendorong eksploitasi besar-besaran
cadangan minyak bumi, dan ketika harga minyak jamih pada dekade 1980-an,
Indonesia mengandalkan pinjaman luar negerl scbagal modal pembangonan
pertanian dan industrialisasi (Fmmerson, ed., 2081). Sclama dasawarsa pertama
kekuasaan Orde Baru, terjadi kenmunduran sumber daya tanah dan air sangat serius,
karena dalam periode ini- terjadi proses peoyesuaian ckologi dant tingkat
produktivitas stabil ke tingkat yeng lebih rendah dan sering kali kurang stabil (Thee,
2004).

Hasil sarvel yang dilakukan departemen kehutanan menyatakan bahwa tutupan hutan
pada tahun 1985 mencapai 119 juta hektere atau terjadi penurunan 27 persen
dibandingkan fuas hutan tabun 1950. Laju deforestasi selama periode 1970—19%90
diperkirakan antare 0,6-1,2 juta hektare pertshun, sedangkan dalam: periode 11990~
2005 rata-rata mencepai 9 juta hektare perishun (FAO, 2008). . Proses
industrialisasi di berbagai kawasan di Palau Jawa pada awal era Orde Bara juga
. menyebabkan pencemaran lingkungan yang . ferus meningkat den  sangat
membahayakan kesehatan masyarakat (Adijondre, 2003),

Pada era Orde Bare pula, pemerintah Indonesia terus meningkatkan. penggunaan
hutang luar negeri untuk membiayai -pembangunan. Pemerintah ssat. ita lebih
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memilih pinjaman internasional untuk menutup defisit angparan belanja daripada
- mepgusangi pengeluaran  pembangunsn  (Thee, . 2004). Lebih  lanjut Thee
- menjelaskan, di dalam . sistem anggaran berimbang - di crapemerintahan ers Orde
Baru, hutang-hutang loar negert khususnya dari kreditor yang tergabung dalam IGG,
ditempatkan pada kolom “penerimsan negara,” sehingga sistem ini dapat dianggap
Fiksi dan mendorong pemerintah terus berhutang. Namum setiap tahun pemerintah
- Indonesia masih ferus mencari hutang bary untuk membiayai pembangunan,

. .Sampai tabun 2001, jumiah total hutang Indonesia lebib dari US$137 -miliar atau

- hampir Rpl.400 triliun, dan setisp hat pemenntab. barus membayar bangs hutang
US$18-20 juta (Rpl160-180 miliar) belum termasuk -hutang pokok. Tehun 2007
APBN-Perubahan menyatakan, - beban pembayaran hutang lear negeri mencapai
Rp33 triliun dari total seluruby anggaran sebesar Rp630 triliun, :

Meskipun menurut dath World Bank (2007) rasio hitang berbanding GDP indonesia
sejak tahun 1957 ferug menunjukken penuranan, tetapi nilai nominal hutang masih
sangat besar, Pada tabun 2007, total hutang pemerintah telnh mencapai sebesar Rp
1.313,276 triliun, yang terdiri atas hutang loar negeri sebesar Rp598,026 triliun dan
hutang dalam negeri schesar Rp715.2 triliun. Tahun 2008 nilat uitang inl meningkat
menjadi Rpl.548 triliun dan rasionya mencapai 30 persen dari Pendapatan Domestik
Bruto (PDB}. - | i ey X

Dengan adanya tambahan hutang baro untuk menutip defisit dnggaran dalam APBN
2008 maka otomatis total hutang pemerintah pada tahun 2008 akan bertambah dari
tahun 2007. Artinya total huteng pemerintah akan semakin besar, schinggs akan
. menambah kewajiban' membayar bunga hutang dan kewajiban membayar cicilan
pokok hutang. - Pada tahun 2008, kewsjiban Pemerintah untuk membayar bunga
hutang dalam APBN 2008 total mencapai Rp91,4 trilyun yang terdiri atas kewajiban
membayar bunga hutang pinjaman dalam negeri sebesar Rp 62,7 triliun; dan
pinjaman hutang luvar negeri sebesar Rp28,7 triliun. Secara total, kewajiban
membavar bunga Indang pada tabun 2008 bertammbah sebésar Rp7.8 triliun bila
dibandingkan dengan kewajiban membayar bunga hutang pada tahun 2007 sebesar
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Rp83,5 friliun yang texdiri atas kewajiban membayar bunga hutang pinjaman dalam
. negeri sebesar Rp 58,8 wriliung- dan pinjaman lvar negeri sebesar Rp24,7 triliun.
Beban pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri selama 2009 diperkirakean akan
natk sekitar Rp10,3 triliun dari sebelumnya Rp61,6 triliun menjadi Rp72,] tiliun
(Antara, 2009),

Untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan memperlambat degradasi lingkungan di
negara-negara berkembang yang sebagian besar masih memiliki kondisi lingkungan
yang dapat diselamatken, maka tahun 1984 muncul gagasan di Amerika -Serikat
untuk mesgalihkan sebagian hutanp negars-negara berkembang menjadi kegiatan
konservasi alam. Cmgasan yang dikenal sebagai pengalihan butang untik kegiatan
konservasi alam (debtfor-nafure swap) ini, mulai diterapkan tahun 1987 di Bolivia
dan diikuti oleh beberapa:negam debitor lain di- Amerika Latin dan Afrika (Sheikh,
2006). Melalui perantara lembaga swadaya internasional seperti Worldwide Fund Jor
. Narure (WWF), Conservation fnternationsl {CIy dan The Nature Conservancy
(INC), dan lembaga swadaya masyarakat nasional seperti Yayasan Kehati, negara
kreditor mengalihkan sebagian hutang lwar negeri milik- negera berkembang pada
harga diskon. Negara debitor laln membayar senilai hutang yang telah didiskon, dan
- diberikan entuk kegiatan konservasi di dadam negeni bersangkutan,

Sampai tahun 2004, program debf-for-natyre-swap (DNS) telah dilaksanakan oleh
lebih deri 34 negam, sntara lain Ghana, Filipina, Kosta Rika, Guatemala,
‘Madagaskar, dan Panama. Madagaskar mendapatkan 178824 juta dana konservasi
melalui skema DNS darl pemerintah Amerks Serikat, dan US$20 juta dani
.. pemerintah Prancis, sedangkan DNS untuk Kosta Rika mencapai US$26 juta, Total
nilai pengalihan hutang melalui DNS sampai tabun 2004, kurang lebih US$37
miliar, yang menghasilkan dana wntuk kegiatan di bidang linglamgan sebesar US$1,2
miliar. (Cherrington, 2004), : |

. Karena nilai hutang luar negeri Pemerintah _sangat besar, maka Majelis

" Permusyawarstan Rakyat Republik . Indonesia (MPR-RI} menetapkan kebijakan
nasional restrukfurisasi dan pengurangan fmtang fuar negeri. Melalui Ketetapan MPR
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No. IVIMPR/1998 tentang Garis-Geris Besar Haluan Negara 1999-2004, Bab IV,
Arah Kehijakan, dinyatakan bahwa - pemerintah Indonesiar harss melakukan
renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi hutang luar negeri bersarna Dana
- Moneter Infernasional, Bank Dunia; lenibaga keuangan internasional lainnya dan
negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang
pelaksanaapnya dilakokan secara trapsparan dan. dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (Bappenas, 2009). Pemerintah Indonesia menindaklanjuti TAP
MPR fersebut dengan memanfaatkan skema restrukturisesi dan renegosiasi hutang
pada negara-nepara kreditor, antara lain melalui mekanisme pengalihan hutang (debr

swap).

Pada saat vang bersamgan, terdapat bukti bahwa terjadi peningkatan pencemaran
fingiungan scbesar 15% selama krisis ekomomi dan moneter tzrjadi 1997-199%,
meskipun output industei menurun 18% (Afsah, 1998). Lebih lanjut menarut Afsah,
hal ini disebabkan kerena pada saat kyisis, industd mengurang pengeimn secara
sigintfikan, fermasuk anggaran untuk penaaggu!angan pencemaran.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, pemernintah Indonesia anggota Paris
Club yang meaghimpun pegara kreditor, se€jak tahun 2005 telah- memanfaatkan
kesepakatan lembaga tersebut mengenal persciujuan: klausul pengaliban hutang
bilateral yang dimulai sejak tabun 1930 (OECD,; 2007)." Potensi konversi hutang
pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rpi8 trifiun, Tahun 2005
Indonesia mulai memeanfaatkan pengalihan hutang untuk program pendidikan dengan
Jerman dan ltalia.

Tahun 2004 pemerintah Indopesia mengajuksn proposal begudul Financind
Assistance for Environmental Investments kepada pemerintah Jerman. Proposal ind
ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak
memiliki akses perbankan dalam pengelolman lingkunpan hidup (KLH, 2004}
Tahun 2006, pemerintah Jerman menyepakati proposal tersebut dan bersedia
mengalihkan sebagian hutang pemerintah Indonesta melalui mekanisme DNS uniuk
kegiatan di sektor kehutanan dan liogkungan hidup,
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Melalui programs DNS tahun 2006 atau dikensal pula sebagai DNS III, pemerintah
Indonesia mendapatkan dana konservasi sebesar €12,5 juta (Rp125 miliar) untuk
dua kegiatan yaitu konservasi alam dan keedit ‘investasi lingkungan. Kegiatan
konservasi alam dilakukan di tiga taman pasional di Pulau Sumaters yaitu Taman
Nastonal Leuser, Taman Nasional Kerinci- Seblat, Taman Nagional Bukit Barisan
Selatan dengan anggaran scbesar €6,25 juta. Pemerintah Indonesia mengalokasikan
dana konservasi sekitar US$2.3 per-hektare pada tahun 2004, sedangkan di Thailand
mencapai US$20,6 per-hektare, dan Amerika Serikat sebesar U8$76,12 per-hektare.
Konferensi keanckaragaman hayati ketujuh di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun
2006, telah menyepakati bahwa dana pengelolaan kawasan kouservasi di kawasan
- pegara-negara anggota ASEAN miniinal USS$18.3 per-hektare pertabun {Tempo,
2006}.

Program DNS III yanp lais adalah kredit investast bergulir unit usaha mikro dan
kecil untuk pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan di 15 provinsi (KLH, 2008).
Menurut data BPS tahun 2007, jumlab: unif usaha di Indonesia meacapai 43 juta unit,
. 99,9% diantaranya adalah usaha milao dan kecil yang menyerap 97,3% angkatan
kerja yang ada (BPS 2007 dalam Brata, 2009). Jumlah dan keragaman usaha yang
tinggi menyebabkan UMK menghasilkan berbagai jenis limbah yang dibuang ke
linglkungan, Karena . skala bisnis dan permodalsn yang relatif sangat kecil, maka
limbah-limbah tersebut tidak ditangant dengen baik dan berpotensi mencemari
lingkungan (Dhewanthi, 2007}, -

Nilai hutang yang dikonversi menjadi anggaran program DNS I relatif sangat keoil
dibandingkan data jumlah potensi hutang Indonesia yang dapat dikonversi dengan
mekanisme yang sama pada pemerinteh Jerman (Berensmann, 2007). Pelgksanaan
program DNS Il yang dimulai pada Tahun Anggaran 2006 juga relatif terlambat
dibandingkan dengan program DNS vang telah dimulaf tabun 1987,
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-.'1.2. Perumasan Masalah o

Indonesia menghadapi tantengan pembangunen bérkelanjuten karena meningkatnya
-dampak negatif pembangunan berupa pencemaran. tanah, air dan udara yang
berpotensi untuk mengurangi kualitas somber days manusia.  Pada saat yang
--bersamaan Jerdapat peluang yang relatif besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan
skema pengalihan hutang Juar negeri untuk membiayai kegiatan-keglatan konservasi
alam dan lingkungan hidup (debi-for-nature swap).

Implementasi DNS III melalsi keedit investasi lingkungan uotuk usaha mikvo dan
kecil merupakan salah sata vpaya Pemerintah uniuk mempétkuat program
pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, pemanfastan potensi DNS temyata
masih celatif sangat kecil . dibandingkan jumlah futang luar negeri pemeriniah
Indonesia dan potensi DNS vang ada, sedangkan tingkat penyerapan kredit DNS 111
sampai akhir tahun 2008 masih relatif rendah. Berdasarkan kondisi-kondisi obisktif
tersebut maka permasalahan vang digjukan di dalam peneliian ini adalah:
Fmplementasi kebijakan pengalibas bhutang luar negeri Indonesia melalui
mekanisme DNS I belom optimal,

Dari perumusan masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyazn yvang diajukan di

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pengalihan hutang diimplementasikan melalui program
kredit investasi lingkungan untuk usaha mikzo dan kecit di Indonesia?

2. Apa saja isu-isu utama kebiiakan dalam implementasi program DNS Il untuk
usaha mikro dan kecil di Indoncsia?

3. Faktor-faktor apa saja yang dapat mengoptimalkan program DNS 1?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini
adalah:
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1. Menganalisis implementasi kebijakan penerapan program-DINS HI untuk sektor

: usaha mikro dan kecil di Indonesia. ’

- 2. Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu uwtama dalam kebijakan DNS I untuk
sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia.

3. Menganalisis faktor-faktor yang dinilai para pihak yvang berkepentingan mampu
mengoptimalkan program DNS HI. -

14, Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari pepeliian ini, adalah:
1. Parapihak yang berkepentingan dapat mengidentifikasi dan meuganahszs faktor-
faktor penghambat dalam kebijakon implementasi DNS I di Indongsia.
+ 2. Tersedianya pilihan-pilihan kebijakan untuk optimasi implememasi DNS HI di

Indonesia. -
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritik

2.1.1 Paradigma pengelolaan lingkongan

Keyakinan yang kuat tentang kedudukan lingkungan hidup sebagal barang publik
telah menyebabkan ketiadaan tindakan dari para pemangku kepentingan ‘untuk
menekan pencemaran lingkungan (Ostrom, 1990). Hal ini disebabkan karena
manusia scbagal makbluk individu vang rasional dan  berorientdsi pribadi (seif-
interested), tidak skan ikut' serta dalam usabia mencapai kesejuhteraan. bersama
(Olson, 1963 dalam Ostrem, 1990). Manusia akan memaksimalkan kesejahteraan
pribadinya dan dapat pula memoanfastkan hasil usaha orang lain umtuk
kmjahteraémya sendiri atau hanya mencari untung (fee rider). Bila semuva manusia
bertindak sebagat free rider maka masyarakat tidak skan memperoleh keuntungan-
keuntungan kolektif seperti air, tanah, atan udarg vang bersih, Olson menyebut
konsep ini schagai Logika Tindakan Kolektif (The Logic of Collective Action).

Dampak dan motif manusia yang hanya mencari untung dalam pengelolaan sumber
daya alam akan menyebabkan tragedi pada barang publik atau The Tragedy of the
Commons, sebagaimana pernyataan Hardin {1968). Karena udara dan air tidak dapat
dipagari, maka. meourut Hardin, dibutuhkan .berbagal instrumen kebijakan untuk
+ mencegah tetjadinya tragedi ini '

- Instrumen kebijeken dalam pengelolaan lingkungan hidup umumhya dapat dibagi
cmenjadi dua kategort® besar yaltw: (1) commoand-and-conirol, (2 maorket-based
Incentive stau incentive-hased mechanism (Cunatilake, 2008). Instrumen command-
and-control atan atur dan awasi mulai dilmplementasikan pada awal dekade 1980-an,
ketika pemerintsh di berbagai negara bertindak. sebagai regulator yang menetapkan
berbagai peraturan (regulafory regime) tentang baku mutu emisi dan standar
teknologi (Eckersley 1995, Sharp 2000), dan memaksa perusahaan-perusehasn
menaatinya. Penaatan itu antara lain dilskuken dengan memasang alat pengolah
limbah di yjung proses produksi (erd-of-pipe) baik pengolah limbah cair maupun alat
pengendalian- eroisi, Pendekatan rezim regulatoritas ini menyebabkan munculnya
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persepst bahwa program pengeloiaan lingkungan yang memerlokan biaya tinggi dan
menjadi sumber pengeluaran baru {cost cemfer) untuk perusahasan {(Scemarwoto,
2003). )

Penerapan prinsip Command and Control, antara lain dilakukan dengan prinsip
Polluter Pays Principle atan prinsip pencemar harus membayar, yang menyatakan
bahwa biaya pemulihan lingkungan skibat pencemaran harus ditanggung.oleh
pencemar. Penerapan prinsip dilakukan dengan menginternalisasikan biaya-biaya
eksternalitas. ofeh perusahaan,  Ases ini diatur pula. dalam Undang-undang N.32
tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelotaan Lingkungan Hidop (Sckretariat
Megara, 2009) ..

Peperapan prinsip pencemar barug smembayar . hanya efektif untuk sumber
pencemaran yang terpusat, di mana memuwrut Suparmoko (2007), pemerintah
memeriukan biaya tertentu untuk penegakan peraturan {enforcement ¢cost). Prinsip
ini tidak efektif diterapkan wntuk sumber pencemar yang dapat ditentukan sumber
wtamanyé, fersebar, dan beragam seperti usaha mikro dan kecil (UMK},

Bersamaan dengan  perkembangan pencemaran dan sumber non-poinf source, maka
pada dekade 1990-an muncul paradigioa peagelolaan’ lingkungan yang hare yaitn
paradigma produksi lebih bersih (cleaner production). yang menggeser. pengelolaan
lingkungan lebik ke hulu yaitu pada proses produksi yang memanfaatkan teknologi
untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi bahan -baku, mengurangi pemakaian
energi dan bahan kimia tambahan. Paradigma ioi  disebut pola atur dirl sendir
{(Soemarwote, 2005) karena memasukkan unsur kesukarelaan dalam pengelolaan
lingkungan. Dalam paradigma Atur Dirl Sendint (ADS), peranan pemerintsh bergeser
dari pengatur dan pengawas menjadi pendorong masyarakat untuk menyelamatkan
lingkungan, Masyarakat bebas memilib sendirt cara dan ftcknologi untuk
menyelamatkan lingkungan hidup (Soemarwoto, 2005).

. Perubahan ini menyebabkan bergesernya pusat aktivitas pengelolaan lingkungan dari
pengembangan dan introduksi teknologi pengolahan limbah di-mulut pipa kepada
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perbaikan gistem produksi ysnp lebih mmah lingkungan- yang bertujuan untuk
mencegah atau meminimasi volume fimbah. - Pergeseran ini menyebabkan
berkurangnya biaya vang diperiukan unit usaha untuk mempertabankan kinerja
pengelolaan lingkunganoys (KLH, 2007). Selain memberikan keuntungan finansial
berupa penghematan pemakaian bshan beaku daii bahan kimia tambshan serta
pengurangan rgject rate product, peralatan produksi bersih ini ternyata dapat pula
mengurangi beban pengolahan limbah (BNI, 2007). R O 5.

Untuk menekan biaya penegakan peraturan maka pencemaran dari sumber tak tenta
vang berjumlah relatif sangat banyak dan terscbar, dapat dicepah atau dikurangi
dengan: meningkatkan kesedaran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup
dan tindskan sukarela dan perusahaan-perusahasn yvang membuang limbah ke media
lingkungan. Salah satu strategi yang umum'dipskai pemerintah atau pihak regulator
lainnya antuk membantu para pengusaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup
adalah memberikan insentif ekonomi (Kahn 1995, Dryzek, ed. 2001}

Peneliti sopakat dengan Kahn (199353 dan Adjaye (2005) vang menyatakan babwa
. insentif ekonomi adalah salah satu alat: bantu -untuk memperiemukan kepentingan
pribadi. dan kepentingan sosial dalam masalsh-masalah  lingkwngan hidup.
Képentingan - pribadi. dimaksudkan sebsgai kepentingan untuk memaksimalkan
pemenuhan mjuan-tujuan pribadi termasok motivasi untuk mendapatkan keunfungan
ekonomi. Kepentingan sosial dimaksudkan sebagai kepentingan seluruh masyarakat
~untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi. Lebik lanjut Kaho
. menjelaskan contoh insentif ckonomi antara lain pajsk pencemaran, subsidi
pencepaban . pencerharan, perdagangan izin {(permit trading), sistem deposit dana
bergulir, dan bonding and liability systems. Kredit yang diberikan kepada UMK
dalam skema DNS HI termasuk dalam deposit dana bergulir,

Program DNS IIf adalah salah satn implementasi kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memakai instrumen insentif ekonomi dan
pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam masalah pencemaran tetap diperiukan
bila imstrumen kebijakan yang ada relatif tidek cfesien untuk memarunkan tingkat
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pencemaran (Suparmoko, 2007). Perwxdang-undangan yang mengatur perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup jugs menyatakan bahwa salah satu asas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab nepara,
sehingga program DNS Tl merupakan salah satu contoh pengejawantahan asas
tersebut (Sekretariat Negara RI, 2009).

2.1.2 Analisis kebijskan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarshkan
cara-cara bertindak yang dibuat secara ferencans dan konsisten dalam mencapai
. tujuan fertentu. Sedangkan menurut Anderson (1979) kebijokan publik adalah
‘kebijakan yang ditetapken oleh badan-badan atau lembaga pemerintah. Secara
tradistonal para pakar ilmu politik menpkategorikan kebijekan publik imenjadi tiga
jenis yaitu: kebijakan substantif, kebijakan kelembagasn dan kebijpkan menurut
kucun wakiu tertentu {Suharto, 2005).

Salah satu aktivitas dalam siudi kebijakan adalah analisis kebijakan. Dunn (1999)
menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis, yang
ditujukan untuk menciptakan dan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan
pengetabuan femtane dan di dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan
pengetahuan fentang proses pembuatan kebijakan, maka para analis kebijakan
meneliti sebah, akibat, dan kineria kebijakan dan program publik. '

‘Lebih lamgut Dunn menjelaskan balrwa salah satu tujuas penting analisis kebijakan
‘publik adalah untuk- merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi.
Sedangkan Parsons (2005) berpendapat balrwa tnjuan anslisis kebijakan adalah
mengovaluasi pendekatan-pendekaisn yang membenikan kerangka penjelasan vang
“paling masuk akal” untuk menerangkan suatu keputusan tertentu. Sedangkan untuk
ruang lingkup analisis kebijakan, pencliti sepakat dengan Dye (1980) vang
. menyatakan ruang itu adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakuken oleh
pemerintsh.  Analisis kebijakan mempunyai beberapa manfaat penting, antpra lain
digunakan dalam pengembangan iltnu pengetshuan, membantu parg prakiisi dalam
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memecahkan masalab-masalsh publik dan berguna wntek twjuan-ujuan politik
{Subarsono, 2006).

2.1.3 Lingkup anafisis -

Berdasarkan definisi dan ruang Hogkup yang disjukan Dye (1980), maka analisis
kebijakan publik ditujukan kepada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh badan-
badan dan lembaga-lembaga pemerinish dalam bideng tertentu. -Ruang Hogkup
penelitian ini termasuk dalam rang lingkup analisis kebijakan publik menurut
definisi Dye, karena objek penclitian adalah kebijakan publik berupa kebijakan
restrukturisasi huteng vang dilaksangken oleh pemerdintsh Indonesia melalui program
DNBS I dan dikelola oleh lombaga perserintab-yaite KLH, yang diimplementasikan
melalui program konversi hutang umtuk kegiatan konservasi (debi-for-natire swap).
Analisis kelembagaan terhadap leinbaga swasta seperti lembaga kevangan, UMK,
dan lembaga non-pemerintah seperdi LSM-di dalam penelitian ini terbatas hanya
untuk menduluog analisis kebijakan IINS TL

2.1.4 Bentuk analisis

Berdasarkan hubungan antera komponen ioformasi--kebijakan dengan metode
analisisnya; Dunn (1999) membedakan tiga: bentok analisis kebijakan yaitu: (1)
s analisis prospektif berupa produksi -dan wransformasi informasi. sebelum aksi
kebijakan dirnulai, (2) analisis refrospektif, berupa penciptaan dan transformasi
informast setolah aksi kebijakan ‘dilakukan, dan (3) anglisid terinfograst,. vang
merupakan kombinasi benmkanaizs:s(l}dm(Z) R

: Ketiga bentuk analisis tersebut mempunyai dampak berbeda-beda terhadap sebush
_kebijakan yang disusun dan:diimplementasikan.  Analisis prospektif mensintesakan
semua  informasi untuk dipaksi dalam merumuskan - alternatif dan preferensi
kebijakan. Informasi vang terkumpul sebelum kebijakan diputuskan juga dipakat
dalam peramalan, seperti yang biasanya dipakai para ahli'ekonomi atau analis sistém.
Dengan demikian, apalisis ini tidak raemasakkan kegiatan. maxgmzzpulkan informasi
dalam definidi tontang analisis kebiigkan, .~ -
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Analisis retrospektif merupakan analisis yang tidak berorientasi kepada tujuan dan
sasaran spesifik dari sebuah kebijakan, tetapi kepada konsekuensi kebijskan. Para
pakar politik dan sosiolog merupakan kelompok yang -sering memakal analisis
retrospektif untuk mengkaji - dampak dari sebuah kebijakan pemerintab setelah
kebijakan tersebut diimplementasikan.. Penelitian bennaksud menentukan kategori
-program DNS I} berdasarkan produksi dan transformasi informasinya.

2.1.5 Tahapan analisis r N .

Tahapan di dalam mmalisis kebijakan juga disampaikan oleh Patton dan Sawicki
{1986) vang melipsti enam tshsp yaitu: (1) Tabap verifikasi veng beriujuan
merumuskan dan menjelaskan masalah;-(2} membangun dan mengevaluasi kriteria,
{3) mengidentifikasi kebijekan alternatif, {4) mengevaluasi kebijakan-kebiiakan
alternatif, (5) menyajikan dan memilih kebijakan di antars kebijekan-kebijskan
glternatif yang disusun, (6} memoniter hasil-hasil kebijakan,

Penclifian ini mengtkuti tahapan yang dinyatakan Patton and Sawicki, dan diawali
dengan deskripsi tentang kebijakan nasional konversi hutang {debr swap) dan
fmplementasi DNS ITT di Indonesia, dan  masalah-mesalzh apa saja yang muncul
ketika kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program DNS 11, seperti yang
tercantum dalam bagian Perumusan Masalah penelitian ini, Kritetia-kriteria. dalam
kebijakan yaong akan dibangun dan dievaluasi, diperoleh dari kriteria program yang
telah disusun datam’ sebual kesepakatan antara pemerintah Jerman dan Indonesia
Selurgh kriteria skan dievaluasi dengan memakal anglisis kelembapaan serta
perangkat lunak AHP, Hasil pengolahan dengan AHP akan menghasilkan bobot dari
berbagai alternatif kebijakan. Tahap analisis ke-4, 5 dan ke-6 disajikan dalam tabel
pilihan-pilihan prioritas masalah sesuai analisis AHP dan analisis deskriptif untuk
menjelagkan priroritas tersebut. :
Penelifi scpakat dengan Gordon etal, .(1977). yang menggambarkan variasi -analisis
kebijakan sebagai sebualy kontinuum yang tidak terputus dan saling berhubungan, di
mana setiap tahag memiliki tujuan dan.output yang berbeda-beda (Gambar 1),
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Penelitian ini merupakan varian dart kontinum Gordon, yaitu peniclitian pada tingkat
monitoring dan’ evaluasi kebijakan, 'yang bertujuian mengkajyi bagaimana kinerja
kebijakan publik, dengan mempertimbangkan’ tujaan kebfja‘ie:aa dan apa dampak
kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu.

Posisi penelitian
‘ Analisis _ e p— w;&aa}isis untgk \
_ Kebjjakan o ' K:b:lakan
i 2 4 5
Analisis - Analisis & Informast " Advokasi
determinast kebijaksn | notwk kebijekan
kebijakan k&?}iiakaa

Gambar 1. Variasi Analisis Kebijakan (Gordon, et.al, 1977) dan posisi penelitian

'Z‘ahap ketiga pada gans kontinum (Gambar B iiltlljllk&n untuk mcnganaizms
bagaimana kineda icebgakzm DNS I yang dikelola oleh KLH denga:x
mempertimbangkan tujuan kebljakannys, dan apa dampak kebijaken itu terhadap
suatu persoalan tertentu. Daiam penelman ini, mjuall kebz;akazz telah dJksew}xm yaitu
menmgkatkm kz;ahtas lmgm h.ldllp, seda:agkan dampak i«;ebxjakan akan
dianalisis lebih lsnjut. Talmpan analisis ini disebut puia Mommrmg Implemen’easz
Kebgakazx karena éxiaimkan paﬁa saa‘t kebuakaa sedang mmpimnmlkan
8ubarson0 {2006) mcnyatakan, momtormg zmplemcntasi Rx?,bzgakan a(ia}aix icegxatan
analisis kebijakan untuk melakukan eveluasi terhadap mpeimenwsn kebijakan.
Karena program DNS 11 masih ber§augsung saat peneiman mz dﬂmakan, maka
analis kebgakannya termasuk dalam wﬁap Momtong dan Evaluasi Kebljakan.
Berdasarkaa Japoran basil evaluasi program yang telah dziaksanakan KLH :ian isu-
isu kebljakm utama yang dinyatakan oleh para sfakvho!ders ‘maka miplementasmya
akan dwvaluas; dalam studh unpiementaw kebt}akan, yang dmyatgkan scbagaz hasil
analisis melalui metode AHP. .
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Monitoring kebijakan memiliki tiga twjuan (Parsons, 2005) yaite: (1) Menjaga agar
kebijakan yang sedang diimplementasikan sesual dengan tujuan dan sasaran, (2)
mienemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko vang lebil besar,
(3} melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring
mengharuskan untok itu .

Untuk mencapai tujuan monitoring implementasi kebijakan, maka Ripley and
Frazzk}m (1982) mmﬁ&sknpsnkm bahwa rmplemeniﬁsl kebijakan ie;zim dari lima
kegzatan yaitu: (1) Badan- badan peleksana yang ditugasi olch undang»méaag dengan
tangpgung jawab menjalanksn program, harus mendapatkan sumber-sumber yang
dibutuhkan agar tmplementasi berjalan lancar, (2) sumber-sumber ind meliputi
personil, peralatan, lakan tanah, bahan-bahan mentah, dan uwang (3) badan-badan
pelaksana pengembangan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkxit,
regulas! serta rencana-rencana dan desain program, (4) badan-badan pelaksana hars
mengorganjm kepiatan mereka dengan memipmkanv unit-unit birokrasi dan
rutinitas untok mcngatasx bebaz; kerja, dan (5} badan pelaksans memberikan
keuntungan atau pembayamn kepada para pelanggaa atay kcinmpck—kelomp@k
target.

?emhtzan 11'11 akan menganaizsas aspek kelembagaan dan ruang immp tugas pokok
dan ﬁmgs: ‘dan sumberdaya yang dimiliki oleh iembaga 1embaga inf dalam
mmgzm;}iementasxlmn program DNS L  Analisis keksmbagaan gzzga dapat
digunakan azxizzk memelaskan kegiatan (3}, (4), dan (§) sebagazmana yang dimaksud
i"mnkim and Rt;}iey di atas

chii}, iazx;ut menurut Grindle (1980), tugas mpiamml keb:;aka:z adalah
mmnbenmk suatu lcmtan (.’m&zzgs} yang memudahkan tujpan-tujuan kebgakan dapat
_ éirea,hsamkaa scbagal dampak dari suatu kegiatan pemenntah Z?aktor-faktet yang
mempengamlu m;)imemasx kei;gakan adaiah kcmumkasz samber—mmber,
km&mganvkma&emagan atau {ingkah 1aku da:a szmkmr blrokms:{ (Bdwards,
1980 dalam Winamo, 2008).
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216 Proses implementasi -

Stadi mplementasi adalab bagian yang sangat penting untuk mencapri tujuan
kebijakan. Pengaruh implementasi terhadap kebijakan disebsbkan oleh para birokrat
-yang melaksanakan kebijaken dalam praktiknya bukan pegawai negeni yang netral,
tetapi mempunyai ide, nilai, kepentingan, keyskinan, yang- mereka pakai uatuk
membentitk kebijakan (Massey, 1993 dalam Parsons, 2005). Model implementasi
kebijakan dikelompokkan menjadi tiga model yaitu model rasional fop down, model
bottom up, model implementasi hibrid, '

Model rasional fop down yang berisi papasan bshwa implementasi adalah
:menjadikan orang mejakukan apa-apa yang diperintahkan das mengontrol grutan
tahapan dalam sebush sistern; dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah
program kontrol kebljakan (Pressinan dan Wildavsky, 1973 dalam Parsons, 2005).

Model bottom up menekankan bahws implementasi di lapangan memberikan
keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan dan prosedur
diangpap mengandung elemen interpretatif (Parsons, 2005). Model ini mengakui
bahwa para profesionsal punya peran penting dalam menjalankan pelaksanaan sebuah
kebijakan karepna proses  kebijakan muwogkin “dibelokkan” . oleh implementasi
kebijakan vang didominasi oleh kalangan profesional (Dunleavy, 1982)i-.

‘Model implementasi hibrid terdiri dari beberapa teor implementasi kebijakan seperti
. implerngntast sebagia. proses evolusi, implementasi dalam kerangka manajerialis,
Jimplementasi dan tipe kebijakan, analisis antar-organisast dan implementasi
(Parsons, 2005). Hasil penclitian akan menentukan model: implementasi DNS I
serta Jampak dari implementast model tersebut terhadap kebijakannya,

2.1.7 Konsep debt-for-nature swap

Mekanisme Debi-for-Nature Swap melibatkan penangguhan sejurnlah hutang lear
negeri negara-negars berkembang dalam nilat tukar mata vang lokal, untuk mendanai
kegiatan konservasi dan perfindungan iingkuugan di negara bersangkutan (Moye,
2001). Berdasarkan jenis utang yang dapat dialibkan, maka mekeanisme DNS dapat
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dipakai untuk mengelihkan semua jenis hutang luar negeri: berupa hutang bilateral,
multibilateral, multilateral, komersial, maupun hutang swasta, Program DNS
didominasi oleh pengalihan hutang bilateral dan multilateral, tetapi hutang swasta
juga mulai dialihkan {(Ochiollini, 1990). Salah satu conioh hutang swasta yang
dialihkan dalam skema DNS dilakukan tabun 1989 oleh American Express
Company. Perusahaan penerbit.kartu kredit ini menjual piutangnya berupa surat
hutang {obligasi) pemerintah Costa Rica senilai US$5.6 juta yang dibeli dengan
harga US$784 ribu oleh LSM Conservation International {The New York Times,

1989,

Pelaksanaan DNS.:jugs melibatkan banysk pihak yang masing-masing saling
berkaitan karena - kegiatan konwversi i memerlukan berbagai - disiplin  flmu
Berdasarkan para pihek vang térlibat di dalam pelaksanaan konversi, maka terdapat
dua modei NS vang lazim diimplementasikan yaitu: (i} Model triparti dan (i)
Model bilateral. - '

- {1} DNS triparti : :

Untuk mengalibkan hutang negarn kepada kegiatan konservasi, maka negara kreditor
memerlukan pihak ketiga. vang bisa’ dipercava untuk membeli, mengelola atan
melaksanakan program DNS, dan biasanya adalah lembaga-lembaga konservasi atau
aktivis lingkungan yang bersedia mengambil alih hutang tersebut, dan berundipg
- dengan pihek terhutang Menurut Thapa (1998), biasanya bank-bank komersial
tertarik dengan konversi hutang menjadi  penycrtean sahany (debs equity swap),
sedangkan DNS biasanya dipilih pars pibak vang memiliki kepedulian kepada
program perlindungan lingkungan. Berbagai jenis hutang luar * negeri - dapat
dikonversi fetapi .yang paling Imzim adalah bhutang kastegori ODA (gfficial
development assistanee) atau bantuan resmi pembangunan,

Dalam skema konversi iriparti, pengalihan sebagian hulang ini untuk kegiatan
konservasi memerlukan peranan lembaga-lerebaga konservasi dan donor yang mau
membayar sebagian butang fersebut yang berperan sebagai pihak ketige dalam
perundingan antara kreditor dan debitor. Pihak ketiga ini disebut pula investor
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- lingkangan, yang membeli- hutang negars berkembang pada harga diskon di pasar
sekunder.” Nilai hutang yvang telah didiskon inl merupakan jumlah dana vang

.dialibkan ke dalam program konservasi vang disediakan oleh negara debitor. Semua
mekanisme DNS pada sepulub tahun pertama - diimplementasikan sesuai ‘dengan

- mekanisme yang diajukan Lovejoy tahun 1984 yaitu memakai pihak ketiga atau DNS
triparti (Cherrington, 2004). o '

Pihak ketigs juga mwewjulankan peran menjembatani . proses perundingan dan
pelaksanaan pengalihan sebagian hutang serta pefaksanaannya kegiatas konservasi di
Japangan, dan biasanya dilakukan oleh organisast non-pemerintab  seperti WWE,
Canservation Irernational {CY) atau Fhe, Nature Consérvancy (INC) siat Yayadson
Keanekaragaman Hayali (Kehati). Selain organisasi lingkungan hidup, peranan pihak
ketiga ini dapat diberikan kepads lembaga pendidikan, lembaga internasional, atsu
- negara:lain vang memifiki kemampuan dan-kapasitas dalam neposiast serta mencari
. dana pembelian hutang,

{2} DNS hilateral

Sejak Paris Club menerima usolan konversi hutang tabun 1990, DNS bilateral mulai
- diperkenalkan, di mana negosiasi DNS dilakukan hanya oleh dua pibak (bilateral)
dimana . negara kreditor Jangsung membatalkan sejumish hutang kepada negara
debitor. Konversi melalui hubungan bilateral antars pemerintah debitor dan kreditor
tanpa melibatkan pihak ketiga {Bhewanthi, 2007},

Negara debitor dan kreditor akan menyepakati program lingkungan hidup yang eken
dibiayai dengan sisa hutang luar negeri setelah konversi, yang akan dibayarkan
.. kepada - lembaga kecuangan afau bank yang ditumjuk oleh: kreditor. Tingkat
pemotongan hutang bilateral tergantung kepada kesepakatan bersama kedua pihak.
Meskipun premis pertukaran hutang untuk konservas) lingkungan sekilas sederhana,
namun dalam implementasinya usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan dalam
NS memeriukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak.
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Selain kedua tipe DNS tersebut, terdapat beberapa pengeocuslisn karena keinginan
negara kreditor, Amerika Serikat melalui mekanisme Undang-undang Perlindungan
Hutan Tropls mengabiulkan permintaan pengalthan hutang Belize dengan pérantara
LSM (Cherrington, 2004). Melalui mckanisme yang sama, pemcrintab-Amerika
Berikat mengalibkan butang pemerintah Indonesia senilai USS30 juta pads
pertengaban tabun 2009, di mana kedua pibak menyepakati LSM Yayasan
Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai pengelola dana dan pelaksasa program
DNS IV untuk sektor kehutanan di dalam tiga kawasan taman nasional di Pulan
- Sumatera (The Jakarta Post, 2009}, - ; L

2.1.8 Implementasi di tingkat internasional

" Pasar sekunder negara-negara berkembang mudai muncul pada tahun 1982 karens
meningkatnya keisis-hutang internasional (Dogse and Droste, 1990}, Karena negara-
- negara -debitor tidak mampu membayar hutang-hutaognya, maka parakreditor
terutama bapk-bank swasta memutuskan unfuk menjual hutang-hutang ity dengan
harga diskon, daripada tetap menahannya sebagai kredit macet. Pada awalnye sangat
sedikit pembeli yang tertarik dengan jual beli hutang ini, tetapl bersamsan «enigan
kenaikan bunga dari sisi penawaran dan permintazan, fransaksi meningkaty Hutang-
hutang macet ini diperdagangkan dengan berbagai mekanisme konversiiseperti-debi-
. for-equity swap, debt buy back, debi-debt swaps, debt for bords dan berkembang
pula debi-for-development swop {pengahhan hutang mtuk kegintan pembanginan)
dan debt-for-nature swaps {pengalihan hotang untuk konservasi alam).

Gagasan untulk menghubungkan hitang luar negeri dengan pelestarian linghkugnan
hidup pertama kali dikemukakan tahun 1984 oleh 'Wakil Presiden Bidang Sains
Werld Wide Fund for Nature' (WWF) Thomas E. Lovejoy, dalam ‘artikel opini di
surat kabar The New York Times (ECLAC, 2001). Lovejoy menpungkapkan ide
bahwa hutang luar negeri dapat dihubungkan dengan program konservasi di negara-
negara berkermbang, karena krisis kevangan yang tetjadi saat ita telah menyebabkan
semgkin mengecilnya angparan untuk: lingkungan hidup di negars-negard yang
hutang luar negeri yang sangat tinggi. Pada saat yang bersamaan, negara penghutang
inl mengejar pertumbuhan ckonomi dan pendapatannya dengan produk vang
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berorientasi ekspor, sehingga mendorong cksploitasi hutan dan sumberdaya alam
_lainnya. Bila kerusakan huten dan lingkungan: dapat.ditekan, maks kemungkinan
negara-negara debitor lepas dari jerat hutang luar negeri akan semakin besar.

Lovejoy kemudian mengusulkan untuk melakukan pengalihan (konversi) sebagian
hutang milik negara-negara kreditor menjadi program konvervasi lingkungan hidup
di negara-negara debitor yang merupakan nepara miskin atan negara berkembang
(ECLAC, 2001). Promis dasar dari komsep konversi hutang ini adalsh
membelanjokan uang untuk membayar huteng' . pada program-progrem  yang
dirancang untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, serta
program-program pembangunan berkelanjutan termasuk bidang pendidikan di negara
debitor (Thapa, 1998). Pada awalnya program ini ditujukan kepada negara raiskin
dengan kategori hutang sangat tinggi ateu HIPC, ietapi kemudian diberikan juga
kepada negara dengan pendapaian sedang.

Bolivia adalah negara pertama yang mengimplementasikan DNS fahun 1987, Untuk
setiap hutang senilai {JS$1, maka pemerintah Bolivia akan membelinya US$15 sen.
Conservation Interpational yang bertindak sebagai investor lingkungan, memberikan
hibah senilai US$100,000 untuk membeli hutang Bolivia vang beruilai US$650,000,
yang dipakei pemerintah - Bolivia uniuk program konservasi di kawasan Beni
Biosphere, ysitu scbuah kawasan konservasi- hutan tropis seluas 1,5 jutz hektare
{Page, 2004}, Lebih dari 30 negara telah menyusul Belivia, seperti Ghana, Filipina,
Kosta Rika, Guaternala, Panama, Madagaskar, dan lain-lain, Sampai tahun 2002 total
nilai - pengalihan hutang untuk dana Hogkengen sudah mencapsi kurang lebih
: US$7,06¢ miliar vang menghasilkan dena lingkungan sebesar 1US$989,593 juta
{CIFOR, 2003).

Beberapa negara kreditor juga mengadopsi konsep DNS dengan beberapa varian
seperti  Debt-for-Environment 4 Jerman, Debt-for-Aid di Belgia, Debt-for-
Conservation Iniifative di Canada, Debt-for-Development ard Environment di
Belanda, Debt-for-Convertion Initiative-for-the Environment di Amerika Latin dan
Tropical Forest Conservation di Amerika Serikat {(Departemen Kehutanan, 1998).
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Grafik 1 menunjukken bahwa Republik Federal Jerman menjadi negara kreditor
terbesar dalam Paris Club, vang menyepakati pola pengalihan hutanp melal
mekanisme DNS.

By
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Grafik 1. Persentase Kreditor yang Melakukan DNS
Sumber; Paris Club, 2003

- 2.1.9 Program DNS di Indonesia

-Masalah utama pencemaran muneul karena tindakan produsen dsn konsumen yang
.-menjadikan media lingkungen sebagsl fempat penampungan Hmbzh. Adapun
- peryebab perilaku- yang: mencemari lingkungan dapat dikategorikan dalam dea
pehyebab utama, - yaitw; {1) adanya konsep bahwa linghkungan tidak ada yang
merniliki sehinggs merupakan barang milik umum (common property), dan (2)
kargkteristik konsumsi di sekitar kawasan/daersh  yvang mengalami pencemmaran
(Bharp, 2008). Mekanisme untuk mengalihkan hutang kepada kegiatan lingkungan
hidup adalah salah satu solusi alternatif alternatif wntuk mengatasi masalah
pencemaran lingkungan., Faktor-faktor lain yang mendorong pemanfaatan DNS di
Indonesia adalah:
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(1) Kebijakan konversi butang nasional .

Konversi hutang {debt swap) adalah salah satu meksnisme pengurangan hutang yang
secara vmum dapat diartikan sebagai pertukaran butang huar negen dengan ekuitas
atau dana dalam mata uang lokal untuk pembiayasan proyek dan.atau program
pemerintah. Dalam konteks hutang Juar negen debs.swap bukan merupakan topik
baru .bagi banyak kalangan di Indonesia, karena beberapa npegara telah
mengimplementasikan program mekanisme ini, seperti Argentina, Ghana, Mexico,
Brasil, Filipina (Ragimun, 2005). -

Pemerinteh Indonesia melalui perwakilannys di luar negeri iclah melakukan
pendekatan kepada negara-negara kreditur anggota Consuliative Group or Indonesia
(CGT) mengenat implementi program debr swap atas hutang luar negeri pemerintah,
Hasil pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sebuagian negara kreditur mendnkaﬁg
progmm debt swap Indonesia, sebagian lagi mengindikasikan kemwngkinan untuk
melakukan program debi swap dengan Indonesia namun tergantung pada pendekatan
dan usul konkrit dari pemerintzh Indonesia, sedangkan selebibnya tidak dapat
melakukan program konversi hutang karena tidak mempunyai basis legal dalam
peraturan tegara mereka (Tabel 1), '

Untuk mengetahui manfaat vang akan diperoleh dari program debr swap, maka
harus diketahui diketahui potenst nilai hutang Indonesia yang dapat dikonversikan
beberapa negara yang bersedia untuk melaksanakan program tersebut. Kﬂsepakamn
debt swap merupakan bagian dari kesepakman dalam Paris If dan III. Untuk bisa
mencapal debt swgp dibutubksn kesepakatan secars bilateral. Negara kreditor dan
debitor telah menyepakati bahwa untuk’pinjaman pemerintah melalui ODA (Official
Development Assistance) ataw bantuan -pembangunan resmi, 'dapat dilakikan debr
swap sampai 100% dari nilai hutang, sedangkan non-ODA biga dikonversi maksimal

30 persen (Ragimun, 20603).

Menurut data vang dikeluarkan Departemen Luar Negeri dan ddvisory Group, nilai
hutang yang dapat dikonversi dari enam negara pendukung konversi hutang adalah
US$817,5 juta atau setara Rp8,17 wriliun (US$1=Rpl10.000). Pada sawalhya
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mekanisme debr swap tergolong jarang digunakan' dalam keratigka keringanan
hutang (debt relief} diantaranya karena kurangnya pengetahuan tentang mekanisme
itu sendirl. - Namun kemudian mekanisme. ini sudah mengalami beberapa

 penyederhansan sehingga mulal banyzk diimplementssikan serta diikuti dengan
kontribusi yang Iébih signifikan baik dalam jumlah maupun dukungen finsnsial
khususnya untuk proyek-proyek dibidang lingkungan dan pembangunan pada
umumnya. Oleh karena ity pemerintah Indonesia periu-selahr melakvkan ferobosan
datam rangka perbaikan manajemen hutang dan khusisnya hutang luar nbgeri vang
banyak dipengaruhi fluktuasi kurs rupiah (Ragimun, 2005).

‘Tabel 1. Tanggapan Megars Kyeditor Mengensi Program Dot S%ap dengan Indonesin

“Nepars yang meadukuisg ¥ Negars yang mempelifari § Negaid yang menolak

program Debt Swap

.;-Sumber' I)ephz dan &dv;spr;y f,}roup {Rag;mwr, 20053,
Sektor-sektor pembangunan yang -diminafl oleh :negam-negara. kreditor umiuk
program debt-swap beragam, seperti tercantum. dalam Tabel 2. .- Pemilihan sektor
biasanya ditentukan oleh hasil negosiasi antara sektor-sektor priotitas di negars

debitor dengan sektor-sektor vang dipilih oleh kreditor (KEW, 2007). .

-Dalam hasil kajiannya terhadap DNS yang disepakati oleh Jerman kepada beberapa
negara debitor, Berensmann (2007) menyatakan bahwa perimbangan menyepakati
debt-swap bidang pendidikan dan kesehatan antuk pemerintah Indonesia, karena
kedua bidang tersebut tercantun: secara resmi sebagai priorites program permerintah.
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Alasan itu didukung pula kondisi objektif pasca gempa di-Yogyakana yang
memeriukan dana relatif besar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi gedung-
gedung sekolah.

Tabel 2. Bzéang%xdang yaig Diminati Kreditor-untuk Konversi Hm:;g

.' Spanyol, Kanada, Jerman, P&mm, |
Swedia, AS, Finlandia

Sumber: Ragimun, 2005

{2) Karakteristik program

Tanggal 5 Juli ‘2007 pemerintah  Republik Federal Jermad  sepakat
menghapusbukukan (write off) hutang pemerintah Tndonesia dalam ODA senilai
€25,5 jutd atan 28 persen dari total hutang -ODA: scnilai €91.4 juta. Keputusan itu
" dilaksanakan setelah pemerintah Indonesia dinyatakan telah berhasil menyelesaikan
program Debt Swap I for Education (Pengalihan Hutang Tahap | untuk Pendidikan).
Dalami program yang dilaksanakan dalam tahun 2004-2006 fersebut, pemerintah
Indonesta membangun sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di daerah Yogyakarta
dan Sawa Tengsh senilai Rp125 milidr, atau setara dengan nilai izz:tmg yang teishn

disepakati untuk dihapusbukukan.
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Pemerintah Indonesia kembali berhasil mengimplementasikan DNS I .dari hutang
ODA dengan Pemerintah Jerman senilai €23 juta. Sedahgkan untuk DNS IV,
rencana menghapushukukan hutang bernilai €20 juta melalul program rekonstruksi
dan rehabilitesi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama i Yogyakarta den
Yawa Tengah. Program DNS IH gast ini masih berjalan dan dikelola olch Kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan (Departernen
Kehutanan, 2007), Sampai pertengahan tahun 2009, tiga negara telah menyepakati
konversi hutang Indonesia yaitu Republik Federal Jerman, Ralia, dan Amerika
Serikat,

Tabel 3. Dana DNS dalam APBN 2006-2008
Tahun Avggeran " Daoa DNS APBN
{Rp mitiar)

Sumrf 'KLH,- 200

2.1.16 DNS 11 usaha mikro dan kecil :
Meskipun paradigma pengelolaan lingkungan mengalarai perubahan, tetapi sektor
usaha mikro dan kecil tetap membuang linabahnya langsung ke media, lingkungan
tanps psngolaban yang benar. Di sisi permedalan,- UMK temnyata tidsk dapat
meningkatkan aksesnya untuk mendapatkan keedit perbankan (BNI, 2007). Lebih

Janjut menurut BN, pembiayaan lingkungan untuk sektor UMK merupakan kredit
berisiko relatif tinggi bagi perbankan karenp adanya keterbatasap kemamnpuan
keuangan UMK. Sebagian besar UMK tidak mempunyai informasi keuangan dan
agunan yang memeadai, di samping itu pasamya sangat sensitif, Untuk meningkatkan

. kinerja UMK dalam pengeloiaan lingkungen, pemcrintah mencetuskan program

.. pinjaman lunak lingkungan seperti JBIC-PAE, IEPC-kfw I dan II, dan melalui
mekanisme dana bergulir yang difasilitast oleh DNS (KLH, 2006b).

28
Studi Implementasi..., | Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana Ul, 2010



Pengeémbangan usaha kecil di Indofiesia pads tahap-tahap awal memeriukan
keberpihakan yang teges dari pemerintab. Industri kecil dan menengah sulit fumbuh
. sendiri karena masih merupakan embric yang lemsh dan perle: perlakuan khosus
(Masyhuri, 2000). Data Baden Pusat Statistik tahun 2007, jumiha unit usaha di
Indonesia mencapsi 43 juta unit, 99,9% diantaranya adlash usaha mikro.dan kecil
yang meayerp 97,3% angkatan kerja vang: ada (BPS 2007 dalam Brata, 2009).. Di
sisi lain, sektor UMKM menghadapi masalah dalam mengelola sumberdaya mereka
untuk mencapai tingkat efisiensi dalam produksi, baik- karena deplesi sumberdaya
alam dan inefisiensi dalam berproduksi. Oleh karena it, cara berproduksi lebih
bersih {cleaner production) pada sekior UMKM hani dipromosikan (Dewanthi,
- 2007). : B

{1}. Karakteristik bisnis

‘Menurut Undangsundang No,20" tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, maka kriteria usaha mikro adalal sebagai berdkut: memiliki keksyaan
bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan baogunan tempat
usaha; atau memiliki hasil penjualan tahupap paling banysk Rp300.000.000.
Sedanpkan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: miemiliki kekayaan bersih
- lebih. dari Rp50.000.000- sampai dengan paling banyak Rp300.000.000 tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki ‘hasil penjualan tahunan
lebih dag Rp300.000.600 sampai dengan paling banyak Rp2:.500.000.0060.

Kantor Menteri Negara Lingkunpan Hidup, Departemen Keuvangan, dan Bank
Indenesia mulai merancang  insentif ckonomi:: kepada . UMKM - yang  mulai
dimplementasikan pada pertengahan tahun 1990.an.  Program yang disebut JBIC-
PAE didanai oleh pemeriniash Jepang dan bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi
industri (the end of pipe). Keberhasilan program kredit lingkungan ini diteruskan
depgan pembiaysan dari pemerintah Jerman - melalui progiam «pinjaman - lunak
Industrial Efficiency and Pollution Control 1-KfW (IEPC1-KEW).

Tshun 2007 pemerintah Indonesia berhasil mencapal kesepakatan DNS 10T dengan

- pemerintah Jerman senilai €12,5 juts yang merupskan diskon sebesar 50% dari
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hutang ODA senilat €25 juta. Program DNS 1II tersebut dibagi menjadi dua yaitu
sektor kehutanan dan Hngkungan hidup. Dana sebesar masmg-masing €6,25 jula
diberikan kepada Deparfemen Kehutanan untok kegiatan konservasi pada tiga taman
nasional di Sumaters dan Kantor Menteri Negama Lingkungan-Hidup scbagai
lembaga-pengelola program (management agency) program program kredit investasi
lingknngan untuk sektor UMK, Lembaga pelaksana program (executing agency)
dalam penclitian ini meliputi baok yang dipilih untuk menggélola dana DNS 1T dan
menyaluarkan kredit investasi lingkanpan kepada UMK dan umit bantuan teknis
(KLH, 2008) ..

Dana yang dialokasikan untuk program ini adalah setars dengan Rp68 milfar dalam
jangka waktu lHma tsben (2006-2010). Kantor Lingkuogan Hidup tzlak
mengalokasikan dana sebesar Rpl8 miliar untuk tabur anggaran 2007 (KEH; 2009).
Dalam menyediakan pembiayasan program DNS, Bank Pelaksana juge berkontribusi
melalud penyertaan dana pembiayaan komersialnya (foind financing) kepada UMK
denpan mengikuti ketentuan perbankan. Penyerfaan dana Bank Pelaksana sekurang-
kurangnya 20% dani total pembiayaen, tergantung pada jenis. proposal -pembiayaan
investasi lingkungan. Dengan demikian program DNS bukan program bantuan cuma-
cuma, fetapi program pembiayaan komersial yang harus dikembalikan oleh nasabah,
Namun demikian, tingkat suku bunga atau bagi hastl yang diterapkan relatif lebih
rendah seria penjamipan yang lebih menarik dibandingkan dengas pembiayaan

komersial Isinnya.

{2} Karskteristik dampak Hogkungan el :

Unit UMK menghasitkan limbsh' sebagai. sisa: proses: produksi. yang- dibvang ke
lingkungan, Situs resmi KLH menyatskan bahwa karskteristik - Iimbab - yang
dihasilkan UMK mengandung berbagal polutan yang membahayakan lingkangan
seperti karbon dioksida, karbon monoksida, belerang dioksida, larutan alkohol, air
buangan {¢fiuen), panas, inscktisida, tansh, debu dan latn-lain, Zat-zat pencemar ini
dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti keracunan, sesak napas, sakit kulit, dan
sobagainya (KLH, 2007). Limbah yang dihasitkan oleh unit-unit UMK berpoténsi
tidak terdeteksi karena beberapa laporan tentang DNS I tidak menyatakan dengan
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tepas sekior ussha ini sebagal kegiatan yang wajib menyusun dokumen Analisis
Mengenat Dampak Lingkungan (Dhewanthi 2007; KLH 2007 dan KLH 2008).

{3) Kredit usaba mikro dsn kecil

Perbankan nasional memiliki jangkauan yeng luas sampai ke daerh-daerah di
seluruh Indonesia, sehingga merupakan altematif sumber pendansan untuk bisnis
UMK. Karakteristik khas dari UMK, antara lain banyak yang belum memiliki sistem
administrasi kewangan yang scderhana sekalipun, belum ada repcans usaha yang
solid dan seringkali belumn memisahken kevangan keluarga dengan keuangan
perusahaan dan di dalam banyak kasus tidak memiliki jaminan (kolateral} keedit.
Qleh gebab ity, ussha ini fdsk memiliki kredibilitas yang cukup untuk memperoleh
pembiayasn dari perbankan (KLH, 2008},

Kendala-kendala lain dalam pengembangan UMK adalab tingkat pendidikan vang
relatif rendah dan tidak memiliki kelengkapan izin usahs atau persyaratan hukum
lainnya. Di lain pihak, tidak semua bank mengenal usaha & bidang lingkungan
hidep mawpun investast lingkungan, sehingga belum fersedia kapasitas dan
sunberdaya yang eukup vatuk menilai prospek suatu invesiasi linpkungan,

Kondisi-kondisi yang dihadapi UMK dan perbankan nasional berkaitan denpan
pembiayaan DNS I, memerlukan katalis yang dapat menjembatani berbagai
kebutuhan dari kedua sisi, sshingga UMK bisa mendapatkan dana untuk berinvesiasi
di bidang lingkungan, sedangkan bank dapat mengembangkan portofolio kreditnya.
Progear DNS 11 vang dikelola olch kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dapat
diharapkan unfuk mengatasi masalah ini.

Program penyaluran kredit DNBS I kepada UMK adalah program yang bertujuan
memperbaikt kualitas Jingkungan ¢i Indonesia melalui bantuan pendanaan untuk
UMK yang relatif sulit mendapatkan fasilitas perbankan konvensional agar dapat
melakukan investast lingkungan, den dalam wakta bersamaan dapat meningkatkan
daya kompetisinya (KLH, 2008). Melalui pemberian dans pendamping  dan
bantugn teknis, maka dibarapkan UMK yang memiliki peluang ussha vang baik dari
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-segi lingkungan memiliki kesempatan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga
rendah dengan periode pengembalian yang cukip panjang (KLH, 2008).. Program
piniaman lunsk di bidang lingkungan ini teleh dilaksanakan beberapa kali oleh
Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup yaitu melalni provek JBIC:PAE; . IEPC |

- dan IEPC II dengan sasaran yang berbeda-beda (BNI12007, KLH 2006b).
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2.2, Kerangka Konsep SRR
- Penulis mengajukan kerangka konsep penelitian seperti tampak dalam Gambar 2 di
bawah ini:

¥
~Kébijalan Debt Swap

5 B N
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Dampak ngkungan
-wﬁegmwBN&fﬂ»ﬂ =

Gambar 2. Skema Kerangka ﬁomep dan Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ) - Koadisi-kondisi Objekiif
e Mendukung Basis Legal ey Mendukung Kebutuban Ghieksif
il WA cahasilkan Kebijakan e Menekan Kebutubian Objekitif

» Menghasilkan Program
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2.3. Kerangka Berpikir e e oo
Penulis Kerangka: menyusun: kerangka berpikir penelitian, seperti {ampsak pada
Gambar 3 di bawah ini.

Gambar 3. Skema Keranpka Berpikdr
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3. METODE PENELITIAN

3.1. Lolasi dan Wakta Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta dan sekitamya selama empat bulan, yaitu
dari bulan November 2008 sampai bulan Februari 2009,

3.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan metode yapg dipakai, maka penclifian jini termasuk penelitian
komplementer yaitu peneliian yang' ‘menggebungkan dua atau lebih metode
penelitian (Jacobsen 2009, Newmsdn 2003, Seale, ed., 2007) sedangkan pendekatan
penelitian ini termasek dalam penelitian kuasi-kualitatif.

Data penelitian berupa  transkripsi wawancars mendalam dengan para informan
merupakan metode kualitatif, yang akan disajikan dengan-metode analitis deskriptif
untuk menganalisis makna yang terdapat di balik ja;w:ah&g;wjamaban dari para
informan. Data berupa hasil wawancara juga akazz ziioia}ﬁ dengan metode Aﬁa!ytic
Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot prioritas pada Kriteria dan
Altemnatif, serta membandingkﬁnnya secara berpasangan untuk mengetahui prioritas
kegiatan yang schaikaya dilakukan berkaitan dengan perb{liitm ataun modifikasi
kebijakan di masa depan. -
_Infmm penelmm ini adalah lembaga/organisasi/departemen yang whb@t di da]am
zmplemezxtasz Dbt jbr-Na{we Swap 1 atau mengetahui dcngan baik tentang
program tersebut. Para informan ditentukan Mdasa:kan atas laporan evaiuasx
mpiemez}msr program ‘i}}\}'S I, riset pasfaka, danmfamas;dan mfom lain.

Mét:gxia yang dipakai untuk ﬁzen}?ax%rab peﬂagymnpcnaqu :ize;}ziiﬁan, dlsa_gﬁs:an
dalam Tabel 4 di bawah ini:
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Tabel 4, Metode untuk Meniawab Pertanyaan Peaelitian

I

§ Bagaimana  kebijaken pengaliban  hutapg | Studi pustake, wawspcara mendalam
énmplememsakm melaloi program kredity dan terstruktr dengan para zzzfamn
ivesiasi hugkungan m zxsaha mﬁcm ii’{azz Idanlemhaga;mmnntah, Swmdazz
keeil di Indonesia? ' LSM

Apasaja isiise utama kebijakan dalem Wavencara meudaiam dan te;sm:kiw
implementasi program DS I untok useha (iengan paza mforman
§ mikro dan kecil di Indonesia? - F :

- Isuiwmssza?angmjaéxpermw“utam ¥ Pembobotan kriteria dan alwmauf o
| :ﬁmpm&wgmmmmdémmm izeunasasa:m :
DNS 111¢ T b

3.3. Variabel Penelitian

Variabe! dalam penelitian ini meliputi:

1. Isu-isu utarmna kebijakan DNS UI

2. Tujuan, kriteria, dan alternatif terhadap tujuan Kebijakan
Operasionalisasi masing-masing variabel diuraikan dalam Tabe! 5.

3.4. Kebutuhan Data

34.1 Jepis dats :

Terdapat dua jenis data gzaag dibutublan penelitian ini yaitu deta primer dan data
' sakund&r ‘Data primer yarzg éibumhkan oleh peneliti bempa jawaban para informan

dari sotiap lembaga atau orga:nsasg yang diberikan pada saat wawancara mendalam,

Data vang ingin di;;esmieh melalui wawancara antara lain, tingkat keterlibatan senap

lembaga terhadap program DNS, wewepang dan strukiur iembagag koordinasi

anmriemba% Hambitan-hambatan implementas DNS pendapat tentang ;zwspek

DNS di Indonesia, dan lain-lain.

Data sekunder yang dibutubkan antara lain data terbaru posisi hutang luar negeri
Indonesia, seiarah implementasi DNS di Indonesia dan negarz lain, kebijakan-
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kebijakan yang terkait dengan pengalihan hutang {(debf swap) dan pengalihan hutang
untuk konservasi, pengaruh DNS I terhadap beban anggaran negara, dan lain-lain,

3.4.2 Bumber data

Data primer dan data sekunder diperoich -dari Bappenas, Departemen Keusngan,
Bank Indonesia, dan Kantor Menteri Megara Lingkungan Hidup, bank pelaksana
- DNS untuk sektor UMK, L8M, berbagai buku referensi mengenal DNS, analisis
kebijakan; 'ekonomi makro, dan birokrasi, berbagai juma!, studi  kepustakaan,
pernberitaan di media:cetak dan internet. . 2 o

R

Tabel 5. Matriks Variabe! Penclitian-dan Metode

Ta~is0 utaen | Masalsh-masalah yang  magesd danfflo ¢
kebijakan DNS HI ] potensi masalsh yang disampaikan para
i informan penelitan .. :

5, mah'm & AR e o {23332;
dikaiompoitkaﬁ mu&z reievazzsmya dan
'dmmsecamhzmin yangterﬁmzim
{i} Tajuan. (2} Krtfma, dan {3} Aitemanf

| 3 St Mmde Pezlgumpn!an Ilata _V

?engumptziazz data éziakukan m@iaim riset pastaka éan wawancara mexzda}am yang
terstrukiur. Tujuan masing-mssing metode dapat {ix_;eiaskau se‘bam berikut: (1) Riset
pustaka imrm;ua:z untuk mengumpulkan mfonnas1 yang berkaltan dengan sejarah
' DNS dan 1mp1¢menta31 DNS untuk sektor UMK di Indonesm, perbandingan
| pelaksanaan program DNS ch negara lain, masaiah-masaiah yang muncul, serta
iembaga/mstztusx yang berpmn dz dalam peageioiaan program dan pengambilan
:. keputusan, {2} wawancara mendalam  berfujuan mezxgzxmpz&m informasi yang
.berkaziazz dengan peman keteriibatan 3embaga di mana mferman ixai(c:;a, tingkat
kmrémasa iieng&u Icmbaga lain, masalah-masalah dan isu kebljakan dalam program
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DNS IIt di Indonesia, dan saran-saran tentang kemungkinan kebijakan dan program
DNS III yang lebih bak di Indonesiz; (3} menentukon alternatif-altematif dad
permasalahan yang disjukan peneliti,

vogLt *

Teknik wawancara yang dipakai di dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam
dan terstrakiur (sirnciured interviews), di mana pertanyaan-perianyaan yang sama
digjukan oleh pewawancara dengan struktur yang sama untuk seluruh informan
(OPM, 2008). . Penggunaan wawancara terstuktur dalam penelitian ini entars lain
bertujuan wntuk mendapatkan konsistensi jawaban para informan, agar dapat dipaksi
mepyusun hirarki permasalahan, Berdasarkan tipe pertanysan yang digjukan, maka
wawancara delam peneliting ini bersifat terbuka (open-ended questions) yaag tidak
membatasi informan (inferviewee) pada sans jawaban saja. 3

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis kebijakan

Analisis kebifakan memadukan elemen-clemen darf berbagai disiplin ilmu di dalam
metodologinya, schingga bersifat multidisiplin dan interdisiplin. Analisis kebijakan
sebagian bersifat deksriptif dan diambil dari disiplin fradisional seperti 1 politik,
yang mencari pengetabuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik.
Analisis kebijakan juga dapat bersifat normalif, vang mempunyai tujuan
menciptakan dan melakukan kritlk terbadap kiaim pengetshuan tentang nilai
kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang (Dunn,
1999). Analisis kebijakan di dalam penclitian ini bersifat deskriptif, karena
menerangkan sebab dan gkibat dari kﬁb}}&kan restmkiunsam dan keszakmz konversi
hutang tuar negeri melalui zmpiemmtasl pmgm DNS I

Jenis pemantauan yang dilakukan dalam penelitian ini adafah monitoring eksplanasi
(explanation), yaitu pementauan yang bertujuan untuk menjelaskan adanya
gﬁrbedaan antara hasil dengan tujuan kebljakan, Sesuai klasifikasi Dunn, pendekztaz;
yang dipilih sebagai alat untok mefakukan momtong adalah pmdei:;atan sintesis
riset dan prakiik (Pesearch and practice synihesis). Pendekatan monitoring sintesis
dan prakiik menerapkan kompiiasi, porbandingan dan pengujian sistematis terhadap
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basil-hasil implementasi kebijakan DNS yang felah dilaksanaken di Indonesia dan di

tempat lain. Sumber informesi yang relevan bagi sintesis riset dan prakiik dalam

penelitian int terdiri dari tiga, yaitu: o ) g

(1) Studi kasas tentang formulasi dan implementasi kebijakan DNS

{2} Laporan-iaporan penelitian DNS vang metababas hubungan antarg tindakan dan
hasil kebijakan '

(3) Hasil wawancara mendalam dengan parainforman penelitian .

Data yang dikumpulkan unbik melakukan analisis implementasi kebijskan adalah

dokumen-dokumen DNS dan DNS I, struktur organisasi lembaga-lembaga

. pemerintah yang melaksanakan IDINS I, bagan dan disgram alir proses implémentasi

DNS untuk sektor UMK, wawancara mendalam dengan para pibak yang ferlibat

dalam implementasi kebijakan, yang terdin dar lembaga-lembaga pemerintah dan

unit usaha yang menjadi sasaran kebijakan. Selurah data primer dan sekunder

tersebut akan dianalisis dengan pendekatan Sintesis riset-praktik sebagaimana

dinyatakan Dunn (1999), untuk mengetahui keseswaion antara kebijakan dengan

-implementasinya.

3.6.2 Metode Analytic Hierarchy Process

Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, dan dipakat
- uniuk menemukan solusi permasalaban yang ferdiri atas pilihan vang kompleks dan
beragam. Metode AHP juga dapat dipakai dalam analisis kebijakan, dengan cara
menentukan tujuan, kriteria, dan glternatif dard sebuah kebijakan,

Untuk mengelompokkan isu-isu atama vang dianggap penting dalam analigis
kebijakan, peneliti dibantu oleh perangkat Junak AHP versi 9.0 yang dikembangkan
oleh Expert Choice, Inc., Amerika Serikat. Metode AHP 2kan memberikan bobot
kepada setiap isu atau topik kebijakan yang menjadi perhatian setiap organisasi atau
lemibvaga yang terlibat. Isu-isu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian dan
paling koosisten akan memiliki bobot/prioritas tertinggi, dan pembobotan terus
dilakukan sampai seluruh alternatif telah dibandingkan dengan kriteria dan tujuan.
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Menurut Saaty (2006), Abdini (2008), proses analisis data dalam AHP dapat dibagi

menjadi lima langkah, yaite:

(13 Menentukan derajat kepentingan setiap lembaga/organisasi pads program DNS

(2) Menentukan tujuan {goal), kriteria (ehjectives) dan altematif (alfernatives),
berdasarkan tingkat kepentingan setiap lembaga

{3} Memberikan bobot kepada setiap alternatif '

{#4) Menghitung nilai setiap aliernatif berdasarkan tiap kriteria yang éx;}zizh

(5) Menyajikan hasil pembobotan, dalam bentuk tabel dan grafik sensitivitas

Qutput analisis AHP adalah tersedianya data tentang berbagal isu utama kebijakan

dan berbagai alternatif  kebijakan, -sehingga dapst dipekai sebagai pedoman

mereformulasi, memperbaiki, atau menyusun kebijakan implementasi DNS vang

baru di masa depan.

3.6.3 Pertimbangan pakar

Penggunaan metode AHP biasanya melibatkan para pakar, informan, para pihak
yang mengetahui dengan baik permasalahan yang sedang diteliti (Iryanto, 2008}
Para pakar ini membantu penyusunan hirarki AHP dengan cara menjawab
pertanyzan peneliti, schingga diperoleh pengelompokan hasil wawancara tersebut
menjadi Tujuvan (Goal), Kriteria (Criteriz), dan Aliernatif (diternatives). Peneliti
dapat juga dibantu cleh seorang fasilitator dalam penyusunan hirarki AHP terscbut
(Izhisaka and Labib, 2009). Py i .

Peneliti memitih para informen dan fasilitator yang mengetabui program DNS I
dengan baik, yang terdiri dari: (1} Lembaga-lembaga pemerintah yang ferlibat di
dalam program DNS I, {2) Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah atan
sedang menjalankan program DNS dan (3) Fasilitator AHP.

3.6.4 Skala AHP

Analvtic Hierarchy Process adalah salah satu alat analisis yang depat digunakan
untuk kondisi ketidakpasttan dan ketidaksempurnaan informasi dan beragamnya
kriteria suatu pengambilan keputusan (Saaty, 2008).
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Metode AHP dapat diguoakan untuk mepwunkan skala rasio dari beberapa
perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan
berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran
refatif dan derajat kesukean, kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metode
AHP bermanfaat uniuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang semula
sulit diukur seperti pendapat, perasaan, perilaku dan kepercayaan (Saaty, 2008).

Penggunaan AHP dimulai dengan membuat strukfur hirwki atau jaringan dar
permasalahan yang ingin diteliti. Di dalamn hirarkd terdapat tujuan ufama, kriteria-
kriteria, sub kntera-sub kriteria dan sltematif-alternatif yang akan dibahas, Proses
analisis dengan AHP dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan
(pairwise comparians) untuk mendapatkan tingkat kepentingan (fmportance) suatu
- kriteria relatif terhadap kriteria lam dan dapat dinyaiakan dengan jelss. Proses
perbandingan berpasangan ini dilskuken ustok setisp level/tingkat; Tingkat
merupakan tujuan womum, tingkat 1 terdiri dari berbagai kriteria, dan tingkat 3 vang
merupakan level alternatif yang dapat dipilih unfuk mencapai tujuan dan memenghi
kriteria yang ada. Proses analisis AHP ini dilskukan dengan perangkat lunak Expers
Choisve verst 9.0,

Sebagaimana sebuah analisis mﬂﬁhiteﬁﬁ, AHP harus dilengkapi dengan acalisis
sensitifitas (Trantaphyllow end Mann, 1995). Analisis sensitivitas int diguosken
uptuk dapat melihat range (batasan) perubehan pendapat key person dalam
pengambilan keputusan dengan AHP. Dengan analisis sensitifitas dapat dilihat
komponen/elenen mana dari struktur hirarki yang paling sensitif terhadap perubahan
bobotnya sehingga menghasilkan perubahan pads alternatif. ‘ “
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Tabel 6. Skala AHP

Intensitas dati

kepentingan pada skala g

I Kedua akhvms menyumbangknn

ﬁgak leb{h penting yang satu '
- atas laitnyn

: menhnjuldmzz k:esukam atas satu

. W atas sefy akiifitas lebih ziar_z_yang

Di antara doa nilaz keputusan yang
K berdekatan, bilaa  kemgroini
: _§ dibutubkas
Jika ektifitas § mempunyai nilal
4 yang 16bih tinggi dar aktifitas §
mzka  § mempunyai  nilad

Sumber: Saaty, 2008.

3.6 5 Penyusmn AHP
Peniyusunan model AHP dapat dijslaskan melalui langkah Eangkah sahagal benm

1.

Model masalah disusun sebagai hirarki yang memuat tjuan (geal), alternatif-
alterpatif untuk mencapai tujuan tersebut (alfernative), dan kriteria untuk
melakukan evaluasi pada altematif yang ada (criterion),

Menvusun pricritas diantara elemen-elemen pada hirarki dengan cara menyusun
rangkaian keputusan menggunakan pairwise comparisen

Sintesis keputusan-keputusan ini untuk mendapatkan sata set prioritas dalam
hirarki masalah.

Memeriksa konsistensi dari keputusan

5. Membuat keputusan berdasarkan hasil dari proses | sampai 4 di atas.
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Model hirarki permasalahan dalam AHP dapat digambarkan di bawah ini:

Level ¢

Level 1{ CRITERION CRITERION CRITERION
4 2 3

Level 2

Gambar 4. Hirarki Masalah untuk Ponerapan Metode AHP
Sumber: Expert Chaice, Inc., 1993
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini tidak mencakup hasil wawancara dengan para. pengusaha mikro
- dan kecil sebapal penerima kredit investasi lingkungan dalam skema DNS HI. Daia
tentang pars penerima kredit investasi lingkungan diperoleh dari laporan hasil
evaluasi program DNS [l yang dileksanakan oleh Kantor Menteri Negara
Lingkuagan Hidup

Penelitian ini juga tidak mencakup pembahasan hasdl dua parameter di dalam
progiam DNS I yaitu: {I) parameter tingkat penyerapan kredit sebesar 80% pada
akhir masa program dan (2} tingkat kredit maeet tidak melebihi 10% oleh UMK,
" kerena kedua parameter ini ditetapkan oleh perjanjian SAA akan diukur pada akhir
masa program yaitu tahun 2010, :

4.2, Tipe Kebijakan DNS HI
Hasil penpelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan konversi hutang yang
diimplementasikan menjadi  program DNS HI adalah - tipe kebijakan dengan
pendekatan rasional fop down. Rasionalitas . dalam kebijakan, sebagaimana
diterangkan oleh Parsons (2005), menyatakan bahwa untuk memahami dunia vang
1iH kita harus membuat kebijakan berdasackan keputusan yang rasions! pula. Sesvat
: hasil analisis implementast kebijakan DNS I, maka terdapat dua snmber rasionalitas
~‘dalam kebijakan tersebot, yaitu: tasionalitas ekonorsi dan rasionalitas birokratis -

Rasionalitas ekonomi menyatakan bahwa kebijakan tentang implementasi program
DNS I dilakukan berdasarkan semua informasi vang tersedia, membandingkan
informasi tentang opis-opsi’ yang berbeda, kemudian memilih opsi yang bisa
mermbuatnya mencapal tujuan. Hal tersebut dapat dianalisis dari informasi yang
tersedia tentang kondisi objektif lingkungan hidup di Indonesia, informasi mengenai
UMK dan kemungkinan opsi implementasi DNS pada sektor ini.  Para-pihak,
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kreditor dan debitor, sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan SAA untuk
mencapal tujuan program yang dimaksud.

Rasionalitas birokrasi menyatakan bahwa program DNS III dikerjakan oleh suatu
struktur legal rasional dalam masyaraket, vaitu lembaga-lembaga dan departemen
pemerintah pusat. Strukiur legal formal birokyasi yang ada sesuai dengan perspektif
Weber (dalam Parsons 2005) yaitu birokrasi modem yang ideal memiliki ciri-ciri: (1)
adanya spesialisasi yaitu KLH, (2) adanya hirarki seperti dapat digambarkan dalam
struktur organisasi dan pensnggungjawab program di setiap departemen, lembaga
dan KLM yang mepangani DNS 11, (3) terdapat aturan baku, berupa keputusan
mienteri, undang-undang, peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk mengatur
program DNS 11, (4) bersifat impersonal yang dicirikan oleh pembuatan kebijakan
dan program yang tidak mengacu kepada kepentingan pribadi tertentu atau
merefleksikan hanya orang fertentn saja. Program DNS IIT didesain untuk selurub
UMK yang memenuhi syarat, (5) adanya pejabat yang diangkat; (6) adanya pejabat
Judl time, (7) adanya pejabat kanr, dan (8) sdanya pemisahan ruang publik dan ruang
privat

Rasionalitas kebijakan juga terparmbar pade pelaksanaan program vang bersifat rop
down {dari atas ke bawah) ysitu dan pengelola program di tingkal kementerian
nasional kepada sassrannya, waitunit UMK di tingkat lokal. Dalam gagasan
rasional ideal, implomentasi kebijskan membutuhkan rantai komando yang baik dan
kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengontro] yang baik. Kesimpulan ini jugs
mengartikan bahwa scbuah implementasi kebijakan yang baik adalah produk dari
organisast yang padu dan memiliki garis otorilas yang tegas (Parsons, 2005).

Hasil analisis kelembagaan dalam implementasi program DNS HI  menunjukkan
bahwa pelaksanasn program DNS I tidak sepenuhnya mengikuti tipe rasional ideal
scbagaimana dimaksodnya oleh Weber di atas.. Dapat pula dinyatakan babwa
berdasarkan rasionalitas kebijakannya, maka program DNS I merupakan tipe
ragional, bukan rasional ideal, Hal ini disebabkan karena tidak terpeouhinya syarat
vang diajukan Weber seperti adanya pejabat publik yang full time. Staf birokeasi
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yang melaksanakan program DNS 11l merupakan pejabat yang diangkat berdaserkan
surat keputusan tertentu atau merupakan pejabat karir di departemen dan lembaga
- pemerintah yang sewaktu-wakitu dapat dipindabkan ke bagian lain berdasatkan
“kebutuhan organigasi dan birokrasi pemerintahan.

Tipe rasional juga mengasumsikan adanya kemungkinan disfungsionalitas
kelembagaan dan kemampuan subsistemn yang terorganisir dalam menjalankan
pedoman di lapangan (Mayatz, 1993). Strukiur kelembagaan vang kokoh dalam tipe
kebijakan rasional ideal dan kebijakan-kebijakan yang bertumpu kepada struktur ini,
nenurut Molntyre (2003) menpakibatkan fedjadinya akumulasi masalah karena
iingkat fleksibilitas kebijakan di lapangan sulit untuk dicapai. 'Kesimpulan tersebut
tampak dari laporan Evaluasi Pelaksanaan DNS I per-Desember 2008 yang
menyatakan beberapa masalah yang timbul karena perledaan kemampuan subsistem
dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain korangnys sumberdaya manusia
yang mengerti DNS pada bank pelaksana program, kestapan manijemen UMK, dan
lain-lain. Masalah-magzalah tersebut digambarkan lebih mendalam dengan isu-isu
kebijakan yang dinyatakan oleh para informan.

Sesual tipe implementasi kebijakan, maka program DNS: Il termasuk model
kebijakan rastonal yarg imperatif karena dilakukan secars terpusat yaitu seluruh
tajuan, jenis, dan sumber pelayanan publik ditentukan oleh pemeriniah (Dye, 1976
dalam Suvharto, 2005) dalam kasus ini adalah KLH, Para informan dari kalangan
LSM menyarankan agar pemerinteh hanya menentukan® sasaran kebijaken secarn
garis besar, sedangkan pelaksanannya sepenuhnya dilakukan olch masyarakat atau
fembaga non-pemerintah seperti L8M atau disebut:pufa model kebijakan indikatif.

Berdasarkan informasi yang diproduksinya, maka implementasi kebijakan-DNS 111

~termasuk ke datarn berituk analisis terintegrasi karena menciptakan informasi vang
terus-menperus pada tiap tahap analisis kebijakan. Produksi informasi yaag terus-
menerus bertujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi setfiap tabap implementasi
kebijakan yvang dilskukan dari atas ke bawsh (op down).
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4.3. Mekanisme Konversi _

Setelah ‘propasal Financial Assistance for Environmenial Investments dari
. pemerintah - Indonesia  disclujui. oleh pemerintah  Jerman, kedua pihak
menandatangani  Consolidation Agreement tanggal 8 November 2004 scbagai
komitmen pelaksanaan DNS I (KLH, 2004). Parameter dan hal-hal teknis DNS IIT
diatur dalam SAA yang ditandatangani tanggal 3 Agustus 2006 di Jakarta.

Implementasi kebijakan pengalihan huteng uwntwk kredit investasi lingkungan
merupakan kebijakan di tingkat bilateral, yang dilsksanakan dengan perdanjian
pengaliban hutang antara Pemerintah Republik Federal Jerman sebagai kreditor
dengan pemerintsh Republik Indoncsia scbagai debitor. Kementerian Federal untuk
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) adalah kemenderian yang ditngaskan
pemerintah Jerman unfuk mengadakan kerjasama luar negeri, dan dengan sub-kotrak
menyerahkan ssbagian implementasi program-program bilateral mereka kepada GTZ
atau KfW (Pamomo, 2004). Proyekeproyek kerjasama pembiayasan antam
pemerintah Jerman dengan negara-negara Jain selanjutnya ditangani oleh KfW  atas
nama BMZ.

Prosedur sdmipistratif DNS dimulai dari. penentzen kriteria debitor penerima
konversi hutang oleh BMZ (Berensmann, 2007). Kiiteria-kriteria, yang dinilal BMZ
antara lain: (1) kemampuan dan kondist debitor membayar hutang, (2) kondisi politk
di negara penering, {3) rekam joizk dalam pengelolaan hutang, (4) kebutuhan dana
untuk kegisten konservasi dan perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan
atau pendidikan. Dalam pembicargan hilatersl, BMZ akan mempresentasikan usulan
mereka tentang program yang akan dibisyai denpan skema konversi hutang.
Depariemen Keuangan, Kantor Menko Perckonomian dan KW bemggosiasi untuk
menyepakati  hal-hal- teknis dan administrasi  keuabngan berkaitan  dengan
implementasi DNS IIlBila kesepakatan tercapai, maka KfW akan menyusun
kesepakatan dengan negara debitor (“separate agreement™).
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Gambar 5, Mekanisme Bilateral DNS (1

Perjanjian DNS III adalab salah satu implementasi kebijakan pasional restrukturisasi
hutang lvar negeri yang diamanatkan oleh TAP MPR dan diatur dengan tata
perundang-undangan di bawabnya. Perjanjisn DNS Il ditandatanpani antara
perwakilan KfW di Indonesia dengan KLH sebagai lembaga pengelola dan eksekitor
prograre, sebagaimana teriihat dalam Gambar § di atas.

Pemerintah Jerman bersedia mengalibkan scjumiak 50% hutang QDA pemerintah
Indonesia senilai €25 juta menjadi €12,3 juta, dan pengalihan itu disepakati untuk
sektor kehutanan dan sekior lingkungan bidup masing-masing sebesar €6,25 juta.
Pemerintah Indonesia berkewajiban menyediakan dana setara nilai hotang vang
dikonversi dalam DNS I atan sekitar Rp68,75 milisr vanik kegiatan selama lima
tahun atau dirata-ratakae Rpl72 miliar per-abun (KLH 2004, KLH 2006¢).
Mekanisme konversi hutang yang discpakati oleh kedua belah pihak disajikan dalam
Gambar 6.
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Gambar 6. Mekanisme Kebijakan Nasional Program DNS TIT
Sumber: Data diolah, 2009.
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4.4. Dampak Lingkungan

Usaha Mikro dan Kecil tidak termasuk kategori ussha yang memiliki dampak
penting terhadap lingkungan hidup seperti diatur dalam  Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001 Tentang: Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh unit UMK maupun UMKM tidak diatur
secara khusus oleh peraturan/ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dhewantht (2007} menyebutkan bahwa beban gencemaran s&i@r industri sq;ak misa
krisis ekonomi dan moneter tahan 1997/1998 1clah mencapal i:ahap fmﬁs Pada kasus
pencemaran industr, diperkirakan beban organik yang dibuang ke sungai berkisar
25-50%, schingge bila digabungkan maka volume limbah yang berasal dan s&kﬁar
42 juta uait UMK di sehwuh Indonesia sangat besar. Sampai akhir tahun 2009,
peneliti tidak dapat memperolch data pasti tentang jenis-jenis polutan dan volume
penrcemaran UMK di seluruh Indonesia, karena sulifnya mendapatkan publikasi hasil
penelitian tentang topik tersebut.

Sesuai kategori usshs mikro dan kecil vang ditetapkan KUH, maks UMK vang
berhak mendapatkan kredit investasi lingkungan dapat discsuaikan dengan persoalan
pencemaran lingkungan yvang dianggap penting, di manas UMK tersebut berlokasi.
Menurut KLH (2008), data pencemaran lingkungan diperoleh dari database KLH dan

!

data dari berbagai lembaga pemerintah Jainnya,

Unit UMK vang telah mendapatkan kredit investasi lingkungan per-30 Desember
2008 mencapai 58 unit usaha yang tersehar pada 15 provinsi dan tujuh jenis bidang
usaha yaitu: (1) dadr ulang limbah plastik, {2) industri makanan dan minuman, (3)
vulkanisic ban, (4) industri pelébusan, dan (5 kerajinan logam, (6) kerajinan tangan
dan mebel, (7) industri petermakan. Ketujuh tipe UMK tersebut menghasitkan
berbagai jenis limbah antara iain karet, logam dalam berbagai vlaran, kain, kotoran
hewan, limbah sayuran, busa, bulu-bulu unggas, limbsh blotong pabrik gula, limbah
organik dari sampah pasar, sabut kelapa, dan [ain-lain (KILH, 2008).
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Tabel 7. Ringkasan Hiasil Pemantsuan Pencapaian Target 33 UMK per Desember 2008

I T ol R S

imbah)

Daur ang
plastik

g 3 N Usit biogas “kotoran | Pengurangan koforan sa
: temak | 1.200 ton/bulsn
| ' 'm \wz Mi

0,5 kg—25 ton/bulan

Pemanfmm batul i’angumngan fanbah botol § Belum Tercapai
kzcsp kecap 5.000 botolbuian .. :

E)m*leang llmbahbazz Pezzgzsng,au limhak bm: Te
&d @ tonfbulan
' ?emaufaam Bimbah air Pengumngzzi limbah air§ Belum tmmpm
: kelapa kelapa 20 ton/buian
] expanfaatan iimbziz { pan fimbah Bﬁ:lumtexmgaz
s’ekagz ) b sem 103 ton/bulan
. x . ‘ :

| Pengurangan (02
25100 ton/bulen

Pemanfaates  kelspa, § 2
 bift  jark, minyakd
: gémim untuk biédi:mi

Permanfantan Im:&:ah I’@agz:zaﬁgm limbah kayzz Tarcapa:
kzyu dar mebel 3{3 meter kubik/bulan
eomg Pengumngm izmbah kertas ’I‘mz _
£0 Eg/bnlan

i’exz emisi {3(}2

Somber: Data KLH iefah, 2008
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:Tabel 7 menyajikan ringkasan jends usaha dan target perbaikan kKualitas lingkungan
serta pencapaiannya. Dart 33 perusahaan UMK yang dipilih untuk dievatuasi oleh
KLH sampai bulan Desember 2008 (KLH, 2008) maka lebih dari 50% UMK telah
mencapai  target  memperbaiki  minimal  satu  parameter  kualitas
lingkungan,sebagaiman tergambar di dalam tabel,

Beberapa perusshaan tidak mencapai target 100% atau tercapai schbagian, karena
adanya perubshan-perubahan selama pengucuran kredit, terutama pada pemilihan
teknologl dan pembangunan sarans yang sedang ‘berjalan.  Upit-unit UMK yang
tidak mencapai target discbabkan oleh keterlambatan pernasangan peralatan
pengolah limbah atau adanya pembelian lahan usaha yang baru, vanp tidak
direncanakan sebelumnya. ‘ ’ -

Laporan KLH tabun 2008 ,izizga menystakan bahwa tidak ada sstopun pengusaha
UMK vang menenima kredit investasi Hpghungan, mengpunaken kredit fersebut
untuk keperiuan di Juar kesepakatan. Penyimpangan biasanya tegjadi pada
pemiliban merek dan spesifikasi teknologi yang berbeda dengan rekomendasi TAU,
dan pembelian lahan baru yang dapat dimaklumi karena dipakai sebagai-lokasi usaha
atau lokas pencmpatan peralatan bare (KLH, 2008).

4.5, Implementasi DNS I

Program DNS II ditandatanpani tshun 2006, ketika pemerintabh Jerman dan
pemerintab Indonesia menyepakati program pengalihan hutang senilaj €12,5 juta,
melalul Separate Arrangement Agreement (Kesepakatan Pengaturan Terpisah) vang
ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Dana yang dialokasikan untuk program
ini setara dengan nilai rupiah pada saat ditandatangant atau Rp68 miliar untuk
program dalam janpgka waktu lima fshun (2006-2010). Program dimuolai pads
Semester Kedua Tahun Anggaran 2007 dan KLH telagh mengaiokasikan dana DNS
sebesar Rpl8 miliarn.

Sampai bulan Desember 2008, nilai kredit yang telah dikucuckan mencapai Rp10,26
miliar. Tercatat 63 unit usaha UMK yang tidak melanjutkan proses selama periode
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29 April--30 Desember 2008 karena ditolak permohonannya, tidak melengkapi
persyaratan, mengundurkan diri, atan ditunda prosesnya (KLH, 2008). Jenis
investasi yang dibiayai oleh program DNS I digambarkan pada Tabel 6. j

Jumizh hari yang dibutuhkan UMK untuk mendapatkan persetujuan/penolakan kredit
rata-rata 132 hard meliputi; 11,7 had ontok penyaringan awal dan penylapan, 64,6
hari watuk avalisis pembiayaan, 104 hard untuk analisis teknis, 3,1 hari untuk
rekomendasi teknis, 38,2 han untuk analisis pembiayaan lanjutan dan 7,8 hari unfuk
. pencairan dana. Analisis pembiayaan yang dilakukan BSM memakan waktu paling
fama karenn BSM menganut prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Andil
bank schesar 20 % dari setiap akad kredit yang disetujui, menjadi: dasar bank ini
untuk bersikap hati-hati dalam persetujuan pengucuran. Meourut informan BSM,
proscs akan relatif tebih cepat bila 100 pendanaan berasal dari KLH,

Komposisi pembiaysan dalam kredit investasi lingkungan teleh disepakati oleh KLH
dan BSM terdiri dari maksimal 80% berasal fasilitas kredit investasi bergulir,
maksimal 20% berasal dari dana internal bank, dan minimal 5% dana pengussahg
sendiri: Kredif sebesar 100% dapat diberikan kepada UMK yang mempunyat potensi
dan atau pencemaran vang besar seperti industri tahu, tapioka, dan indusird lain yang
menghasilkan pencemaran baik organik dan atau non-organik yang besar (KLH,
2008). e R :
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Tabel 8 Jenis Investasi yang Dapét brbla}m oleh Program DNS.IIT

Jnis Investasi
x?emﬁm pencegak' i’zz‘alatanproduksx bersih, meliputi efisiensi energi den perubahan teknolog!
-  Peratatart pencepihah kersaian Lapisasi dzon, térmasik konstruksi sipil dan
-pengerisannya c T ;
Semus péralatsn ‘untuk ‘ menghermat ‘Siiiberdays slam dan mengirangi §
¢ fumbah, ; terfigsuk. pembelizn | teosh. untku mendokung proges prodoksi, §
| komstruksisipil serta alat tunsportasi limbak ;0

| P, . reduce, .P e dapst menghemal pomenfaaten sum alam, enerph dan §
reuse, recycle (3R} Pmemeﬁm&n nilai tami)@iz Jimbah, temsu& pembelian iarmh amtuk
mendukung proses pmdukm, konstruksi sipil serts slat zmnsportas: lisbah
fa&zwiogi 4 1 ;,{aﬁalastpengoiafmwhmbah{w&}
pengolahan fimbah insta%asa Pengendahan Pemmarau l}dmm})
(end-of pipe f instatasi ?engt:lohanhmimiz?&dat(IPLP}
technologd) ' - :
Peralatan uji emisl kendaraan bermotor
‘§ Peralatan laboratorium untuk analisis kuatitas lingkungan

Miisainya bahan bal Beacking agent

dust § Sorcikasi Mangjorion Ligkusgan

e R TR

4.5. Pengukuran Indikator Kredit

Terdapat ~ empat indikator yang disepakati sebagai indikator keberhasilan kredit
ifivestasi lingkungan oleh Kéntor Menteri Negara Lingkungan dan KfW, sésuai
dengan perjaniian Separate Arrangement Agreement (8AA) tahun 2006, yaitw: (1)
indikator kualitas lingkungsn, (2) indikator kredit macet, (3) indikator tingkat
penyerapan kredit, dan (4) indikator legalisasi mekanisme dana bergulir.
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45,1 Indikator kualitas lingkangan

Indikator. pertama keberbasilan. DNS adalah adsnya dampsk pesitif terhadsp
lingkungan hidup, berupa perbaikan parameter kualitas fingkungan fisik. Beberapa
perbaikan dan inovasi yang menambah nilai positif kegiatan adalah: penghematan
pemakaian sumberdaya alam seperti air, baban baku, dan epergi, pengurangan
limbah, pengurangan gas-gas rumah kaca, peningkatan kualitas limbah dan kualitas
emisi, Perjanjian SAA mensyaratkan minimal satu parameter lingkungan dipenuhi
oleh UMK. Scbanyak 33 UMK yang dipantau pada tehap pertama pencairan kred:t,
terdapat 20 UMK (54,4%) yang memberikan indikasi dampak lingkungan positif, 13
UMK (39,4%) belum memberkan indikasi dampak lingkungan positif, hanya 4
UMK (12,1%) yang perlu dipantau pada saat jatuh termpo stau setelahnya.

Dalam ringkasan hasil pemantavan sampai 30 Desember 2008, dari 33 perusahazn
yang dipantau berhasi! mengurangi pemakatan bahan bakw dan volume limbah yang
dibvang ke media linpkungan, Beberapa perusahaan mampu mengurang? imbah
plastik 20-100 tor/bulan, mengurangi limbah koforan sampai 150 ton/bulan, limbah
pengurangan emisi 25-60 ton/bulan, pengurangan fimbah ban 10 ton/bulan, dan
pengurangan limbah logam 10 ton/bulan, '

Pemantauan terhadap 33 perusahaan ftu juga menyimpulkan bahwa 20 perusahasn
berhasil mencapal target bingga 100% dan rencapa pengolshan limbah mereka,
Mayoritas UMK yang mencapai keberhasilan® dalam memperbaiki parameter
lingkungan fisik adalah wnit ussha yang mengolah Hmbah plastik, sedangken UMK
yang belum mencapai target perbaikan parameter lingkungan umumoya karena
sedang mempersiapkan lahan dan bangunan fisik, membangun peralatan proses
produksi, atau memilih spesifikesi teknologi yang tidak sesuai dengan rekomendasi.
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Gambar 7. Unit UMK Pengolahan Limbah Plastik di Civebon (Sumber: KLH, 2008)-

452 Indikator kredit macet

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PRBIF2004 dan PBI Nomor
7/38/PBI200S, bank vang berkineria baik tidak boleh memiliki kredit macet (NPL)
melebibi 5%. Perjanjian SAA antara kreditor dengan debitor menyepakati syarat
NPL dalam program DNS IH tidak melebild 10% atau lebil tinggi 5% dibandingkan
dengan syaral Bank Indonesia, karena kamkteristik bisnis UMK yang memiliki
masalah permodalan yang relatif besar,

Informan penelitian di KLH-menyatakan bahwa evaluasi terhadap tingkat kredit
macet baru dapat dilakukan secepat-cepatnya pada akhir masa akad kredit atau tehun
2010. oo :

4.53 Indikator tingkat penyerapan kredit

Indikator lain yang ditetapkan dalam perjanjian SAA adalah tingkat penyerapan
kredit pada masa akhir program setidakriya mencapat 80%. Evaluasi menyeluruh
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untuk kriteria ini skan dilakukan pada akhir mass program DNS 111 tahap pertama
padz fahun 2010, Sesuai laporan tahun anggaran 2008 yang disusun PT PEI atas
perintah KLY, tingkat penyerapan kredit DNS III periode 2006-2008 sebesac
Rp14.717.916.614.12 alan baru terserap Rp774.627.190/bulan, selama lebihk krang
19 bulan masa kerja program ini. Sedangkan pada pericde April-Desember 20608
nilai total kredit yang telah disalurkan mencapai Rp10.264.095.700,00 atau setara
Rp1,28 miliabulan. Milai ini setara dengan 22% dari total dana DNS yang tersedia
pada tahun 2008 atau masih refatif kecil bila dibandingkan dengan target minimal
penyerapan mencapai 80% pada tehun 2010 dari nilai total DNS II yang akan

M&nﬁ:ﬁt para informan dari BSM, TAU dan KLH, kesulitan untuk menemukan
UMK vang memenuhd persyaraton teknis dan kelayakan finangial, dan basis data
yang lengkap mengenai bisnis UMK, menyebabkan pencapaian nilai penyaluran
kredit relatif belum memuaskan,

454 Indikafor legalisasi mekanisme dana bergolir

Perjanjian SAA menyatakan bahwa terdapat kebutuhan untuk melegalisastkon satu
bentuk mekanisme dana bergalir yang dikelola oleh BSM, Dana bergulir itu terdin
dari initial fined {dane yang dipinjamkan kepada UMK) dan revolving fund {cicilan
dari UMK yang dipinjamkan kembali kepada UMK lainnya). Persyaratan itu tidak
menyebot dengan tegas aps bentuk kelembageannya, tetapi mensyaratkan bahwa
lembaga keuangan {(financiad institution) bertanggungiawab menyalukan vang iin
kepada UMK, '

Sesuai Undang-Undang Nomor [ tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka
lesabaga negara dan kementerian wajib membentuk Badan Layanan Umun (BLU)
untuk melayani publik berkaitan dengan penjualan barang/atau jasa. Badan Laysnan
Umum adalah instansi di lingkongan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijuel
tanpa mengutamakan menceri keuntungan dan dalam melokukan kegiatannya
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didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, Dengan memakai ketentuan ini,
maka dana NS dikelola oleh BLU yang dibentuk KLH.

Menurut informan penelitian dari KLH, pihakoya telah mencapai kesepahaman
dengan KfW tentang pengelolaan dena DNS HI. Kedus pihak menganggap bahwa
rekening yang dibuat terpisab dari rekening KLH dan ditempatkan di Bank Syariah
Mandiri sudah cukup memenuhi syarat kriteria pengelolaan dana yang bener,

Informan dari L8M menyatakan bahiwa pihak nepara donor umumnya meminta dang

hibah lingkufigan dalam jumlah besar dikelola dalam sebuah lembaga- trust fund
{(dapa abadi) vang sampai tghun:2009 belum diatur dalam pérundang-undangan
khusus, Amerika Serikat adalah salsh satu negara yang mengharuskan pengelolaan
dana hibah lingkungan ofeh lembaga trust fund, sehingga dana yang masuk ke
Indonesia dibuatkan rekening di negare tetangga terdekst yang telah memiliki
peraturan tentang hal ini. : ‘

CGambar. 8. Unit- UMK produksi biodiesel di Makassar (Sumber: KLH; 2008}

[ by . . ) . Yoo

4,6, - Isu-isn Penting Kebijakan -

Penulis sepakat dengan Dunn {1999} yang membedakan karakteristik persoalan
datam kebijakan menjadi dua, yaitn maselah kebijakan dan isu kebijakan. Isu-isu
kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksetujuan mengenat serangkaion aksi yang
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aktual atau potensial, tetapi juga mencerminkan pandangan-pandangen yang berbeda
tentang sifat dari masalzh-masalah itu sendiri,

Lebihk lanjut Dunn mengungkapkan bahwa isu-isu kebijakan dapat diklasifikasikan
dalam sebuah hirarki menjadi beberapa tipe yaifu:  isu tipe utama, sekunder,
fungsional dan minor. Isu utama biasanya muncul pads level terfingpi lembaga
pemerintah di tingkat nasional, daerah, maupun lokal seperti Presiden, Gubernur,
atau Bupati dan Walikota. Isu-isu sekunder adalah isu vang terletak pada tingkat
. instansi pelaksana program pada tingkat pemerintahan nasional, daerah dan lfokal
seperti departemen dan kantor dinas.  Isu-isu ini merupakan ise prioritas-prioritas
program dan definisi kelompok-kelompok saseran dan penerima dampak.

Isu-isu fungsional terletak di sntara tingkat program dan proyek, dan memasukkan
pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, kevangan, dan usaba untuk memperolehnya.
Contoh isu fungsional adalab pemilihan lembaga pelaksana proyek, alokast angparan
dan alokasi sumberdaya lsinnya. Sedangkan isu-isu minor adalsh isu-dsu yang
diteinnkan paling sering pada tingkat proyek-provek vang spesifik. Isu-isu minor
meliputi personal, staf, keuntungan kerja, waktu liburan, jam kerja dan petunjuk
pelaksanaan seria peraturan.

Klasifikasi Dunn sesuai dengan pendapat pars informan penclitian yang
mendeskripsikan isu-isu kebilakan yang muncul dalam setizp hitarki struktur DNS
13, mulai dari lerbaga pemerintah di tmgkat nasionsl sampai pelaksanaan program
di tingkat lokal yaits para peogusaha mikro d&z keell, Melaloi wawancara
mendalanm, penehtl mengelompokkan isu-isu tersebut meniadi lima isu kebijakan
potensial seperti tampak dalam Tabel 9, yaitu: (1) Kelembagaan, (2) Komitmen, {3}
Kebijakan Anggarsn dan Hutang Luar Negeri, (4} Aspek-aspek Teknis Usaha
Mikre dan Kecil, dan {5) Transparansi Program. Tabel 9 menyajikan daflar para
mforman yang terupakan para pihak yang mengetahui DNS dengan baik atau telah
melaksanakan dan terlibat dalam implementasi program yang berkaitan dengan DNS
18
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Berdasarkan posisinya terhadap pemerintah, maka penelitian ini mengelompokkan
informan menjadi dua kelompok yaitu: (1) lembaga-lembaga pemerintah, {2)
lembaga non-pemerintah, yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang program
ini. Lembaga-lembaga pemerintah ya%:g meniadi parasumber dalam penelitian ind
dipilih berdasarkan pendapat para informan penelitian dan informasi sekunder yang
diperoleh pencliti dari berbagal buky, laporan, dan internet tentang topik yang
berkaitan dengan DNS,

Informan lembaga swadaya masyarakat {I.SM) dalam penelitian ini terdini dari tiga,
vaitu Yayasan WWF Indonesia, Conservation International-—Indonesia, Alasan
pemilihan ketipa LSM tersebut anfara lain: WWF dan CI adalah dua lembaga non-
prm‘it tmgkax internasional yang telah berpenpalaman menjalankan program DNS di
berbagai negara, sedangksn Yayasan Kehati (Keanekaragaman Hayati) menjadi
pengelola dapa dan pelaksana program DNS  sebesar US$30 juts mefalui skema
Tropical Forest Conservation Aol (TFCA} dari pemerintah Amerika Serikat pada
pertengahan tahun 2009 (The Jakarta Post, 2009).

Ketiga LSM tersebut dapat dikategorikan sebagai informan yang telah mengetahui

program DNS dengan baik, sehingga jawaban-jawaban yang bersangkutan dapat
dipakai sebagai landasan untuk menyusun hirarki pcnﬁas&laha;i dalam AHP,
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Tabel 9. Hubungsa Informan dengan Masalah dan Isu Kebijakan DNS Hi

¥ kclem | Komitmen | Kebijakan | Aspek
Negars '
Exeditor

Intermational-

Endomesia

Yayasan Kehati

Keterangan:
BRI - Masalah dan isu kebifakan menurut informan
3¢ Bakan masalab dan ise kebijakan menuryt informan

Uraian isu-isu kebitakan pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa isu transparanst
program merupakan isu untuk seluruh stakeholder diikuti oleh isn aspek-aspek teknis
UMK, isu kebijakan anggaran dan hotang luar negerd, isu komitmen pegara kreditor,
dan isu terakhir adalah kelembagaan yang merupakan isu bagi eropat informan.
Dengan membaca Tabel 9 dapat ditarik kesimpulan pertama bahwa isu transparansi
program DNS dapat dikategorikan sebagai isu utama dan merupakan fakior paling
penting dalam implementasi kebijakan DNBS I saat ini. Apabila selurubh informan
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konsisten dengan pendapat mereka, maks bobot atau prioritas dalam AHP skan
menghasilkan tingkat kepentingan isu yang sama. Untok menentukan bobot atau
tingkat priorifasnya, selurub kriteria akan dibandingkan secara berpasangan dengan
kriterianya.

4.6.1 Aspek-aspek kelembagaan

Menurut Parson, pendekatan kelembagaan dalam analisis kebijakan berkaitan dengan
fungsi dan peranan institusi dan bagaimana mereka menjalankan fungsi itu dalem
reatitas yang berbeda dengan gagasan tipe rasional ideal,

Kelembagaan program DNS IH berkaitan dengan masakah hibah: Juar negeri yoenurut
Ariadi (2001), setidsknya terkait dengan empat institusi di- samping pelaksana
proyek. Keempst institusi tersebut adalah Deplu, Depken, Bappenas, dan Sekretariat
Negara. Adapun lembaga-lembsga yang dinyatakan dalam . penelitian ini adalah
lembaga yang dinyatakan oleh pama informan terlibat-dalam keordinasi, penentuan
kebijakan dan pelaksanaan prograne DNS HI  Lembaga-lembaga yang teritbat di
dalam program DNS W terdiri dari:

{1} Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perckonomian diatur dengan Peraturan Presiden No.9
Tahun 2005 tentang Tugas, Kedudukan, dan Fungsi Kementrian Megara. Sesuvai
peraturan terschut, Kementerian Koordinator {Menko) mempunyal tugas membantu
Presiden untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyusupan. kebijakan, seria
mensinkronkan pelaksaraan kebijakan di bidangnya. Menko Bidang Perekonomian
menjadi  koordinator nasional restrukturisasi hutang pemerintah, dengan cara
melakukan sinkronisasi tugas dan fongsi aotar-lembaga dalam -program DNS T
Kantor Menko Perekonomian melakukan komunikesi resmi dengan negara kreditor
melalui saluran diplomatik, yaitu melalui kantor kedutasn besar negara-negara
kreditor di Indonesia dan menerima penawatan secara resmi untuk melaksanakan
program DNS di Indonesia.  Sesuai..dengan tugasnya, maka. Kantor Menko
Perekonomian bertugas sebagai  koordipator lembaga-lembaga pemerintah
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- departemen dan non-departemen vang terlibat di dalam kebijakan pengaliban hutang
melalui DNS. ' : S

Informan penclitian menyatakan bahwa dalam DNS III, Kantor Menko
Perckonomian  fidak berkaitan lanpsung dengan aspek-aspek teknis perjanjian
konversi hutang, dan negosiasi langsung dengan para kreditor ményangkut nilai,
- jenis dan besaran hutang yang akan dikonversi. Dalam penacdatanganan perjangian
SAA antara kreditor dan debitor, Kantor Menko Perckonomian mendampingi KLH
sebagal wakil resmi pemerintah Indonesia untuk menantangani perjanjian tersebut.

(2) Departemen Kenangan -

Salah satu fungsi departemen keuanpan adaleh mernmuskdn keblgakau nasiona,
kebijakan pelaksanaan, dan kébijekan teknis di bidangnya, veitu bidang keuangan
negara sesual perintah Perafuran Presiden Nomor 9 Tabun 2005 tentang Tugas,
Kedudukan-dan Fangsi Kementrian Negara, Sedangkan di dalam Peraturan Menteri
Kenangan Nomor 1317/PMEK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan dinyatakan bahwa Departemen Kenangan bertugas melaksanakan urusan
pemerinighan di bidang keuwangan dan kekayean megara. Salah safu tugas pokok
adalah membantu pemerintah pusat menyasun - Anggaren Pendapatan. dan Belanja
Nogara (APBN), termasuk .di dalamnya mmeiapkan nilai dans DNS pada fabhus
anggaren yang bersangkutan. .-

Di dalam program DNS, Depken adalah wekil pemeriniah Indonesia yang bértindak
. sebapai peminjam kredit (debitor), melakukan hubungan yang intensif dengan pihak
nepgars. kreditor untuk menentukan jenis dan jumish hutang yang akan dikonversi,
" kesiapan kebijakan-kebijakan anggaran di dalam negeri vang sesuai dengan rencana
konversi, sistem audit kevangan, dan melakukan neposiasi langsung dengan negara
kreditor atau bawk yang ditunjuk:

(3) Badan Perencanssn Pembangunan Nasional
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka salah satu fungsi Bappenas scbagaimana dinyatakarn
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dalem Pasal 3.e., adalah koordinasi, fasilitasi, dan.-pelaksanaan pepcarian sumber-
sumber pembiayaan dalam dan Jusr negefi, serla pengalokasian dana untuk
pembangunan bersama-sama instansi terksit: - Dalam program DNS, Bappenas
menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, yang dilaksanakan langsung oleh Deputi
Bidang Pendanaan Pembangunan.

{4} Kantor Mentert Negara Lingkungan Hidup

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KLH) bedtindak sebagai executing
- .agency (lembaga .pelaksana) program DNS I, yang bertugas melaksanakan
implementasi DNS, DI dalam tugasnya KILH dibantu oleh satu Unit Bantuan Teknis
(TAU) yang dijalankan oleh konsultar kompetan dan dipilih setiap tahun. KLH
menetapkan sate lembaga keuangan scbagai pelaksana penerus. pinjaman bagi
pembiayaan program bantuan peodanman untuk investasi lingkungan bagi UMK
melalui program DNS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlalos
dan SAA. Bapk Syariah Mandiri (BSM) mempakan lembaga keuangen yang
ditunjuk untuk mendistibusikan dana dalam program ini, melalui perjanjian
kerjasama No, 07/Dep. VIVLH/04/2008, tanggal 15 April 2008,

{8) Bank KfW

Pemerintah  Jerman berindak sebagmi kveditor den menunjuk  bank KfW
{Kreditarnstalt fur Wiederaufbau) sebagai jura bayar kepada pemerintah Indonesia.
Nilai vang yang dikoversi menggunakan mata vang Euro (€) yang setara dengan nila
tukar mata uang rupiah di pasar vang, pada bulan pencairan vang tersebut. Dalam
pemaparannya, KfW menyatakan bahwa.scsuai skema Paris Club, mereka dapat
. menghapusbukukan butang negam bersangkutan sampai 100 % (KfW, 2004).

Bank KfW sepakat untuk memskad desain pendanaan endowment fund pada DNS
I, yang merupakan mekanisme dana bergulir dengan memanfaatkan bunga kredit,
tanpa menghabiskan modal pokoknya (capital stock). Dalam pesmaparannya
mengenai DNS, KfW menyatakan bahwa keberlanjutan institusional dalam program
DNS ini ditentukan oleh partisipasi para pemangkue kepentingan,
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(6) l.embaga-lembags Swadaya Masyarakat '

Lembaga swadaya masyarakat {LSM) discbutkan para informan memainkan peranan
penting dalam implementasi DNS HI karena LSM dapat memberikan informasi
kepada pengelola program mengenai kondisi objektif UMK, penyebarannya dan
kondist bisnisnya,

Para informan tidak mepyebutkan secarg khusus nama LSM terténity, tetapi ketiga
- L8M yang mentadi informan yaitu Yayasan WWF Indovesia, . Conservation
. Interpational Indonesia, dan Yayasan Kehati merupakan lembaga yang memiliki
kermampuean untuk mengelola dan melaksanskan propram DNS. -

- {7) Unit Bantoan Teknis

Tugas infi Unit Bantuan Teknis (TAU) adalah membantu UMK sntuk mendapatkan
pembiayaan denpan skema DNS antera lain dengan penyusunan proposal vang layak
dibiayai, pemilthan alternatf invesiasi lingkungan yang paling tepat dan bantuan
dalam menyusun kelengkapan aspek kevangan (K1LH, 2008).

Unit Bantuan Teknis memberiken basil evaluasi kelayakan teknis setiap UMK
kepada KILH, dan bila diperiukan membants lembaga keuangan BSM untuk
- memberikan penilaian teknis. Untuk tehon 2008 KLH memilih PT Pasadena
Engineering Indonesid (PEI) sebagail TAU, dan ditender kembali setiap tahun.

(8) Lembaga Kevangsan.

Terdapat 15 bank yang mengikuti selcksi menjadi bank pengstola kredit DNS I
yang diadakan oleh KLH. Bank-bank ini diwajibkan memiliki dias syarat penting
agar dapat mengelola kredit tersebut, yaitu mencantumkan dengan tegas orientasi
bisnis mereka kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMEM), dan memiliki
tingkat kesehatan keuangan yang baik,

Bank Syariah Mandini (BSM) ferpilih sebagai lembapa keuangan yang:mengelcla
dan menyalurkan kredit investasi lingkungan kepada UMK, berdasarkan. hasil
penilaian fertinggl dalam presentasinya i depan wakil pemerintah Indopesia dan
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Kfw di Jakarta Anak perosshaan Bank Mandiri Thk ini dengen tegas
mencantumkan sebagai bank yang berorientasi pada usahs mikro, kecil, dan
menengah di dalam visi misinya serts mempunyai kantor cabang yang Inas di seluruh
" Indonesis. Dengan posisi sebagai ansk perusahaan BUMN vang memiliki ristko
relatif kecil, BSM merupakan kandidat terkuat pengelola dana DNS 1L

Risiko kredit investasi lingkungan dibagi menjadi tige yaitu: (1) Risiko BSM sebesar
sokurang-kurangnya 20%, {2) Risiko pengusaha UMK sebesar maksimal 5% dan (3)
dana DNS sebesar muksimal 80%. Dalam implementasinga, KLH dapat
menangpung kredit sampai 100% dari kebutuhan UMK, umntuk unit usaha yang
mendapatkan prioritas dala pengurangan vohime limbahnya. '
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‘Tabe] 16. Peranan Instansi Terkait dalam DNS 1
Keweningan
§ cauttony)
¥ Koordimator © niéﬁai

Mengalokasikan  dana
 DNS I pada setiap tabun

" Bappenas | — ) .
PNS HI beorssma-sama¥
instansi terkait fainnyva

Menentukan keberhasilan

Membantu KLH gi Memberfkan reiwmendaﬂ Mmyasun laporan ie’kms
bidang feknis tefals penifaian DNS 11[

Sumber: Data diolah, 2009
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4.6.2 Analisis aspek-aspek kelembagasn

Isu-isu kelembagasn yang dinyatakan para informan meliputi (1) hubungan antar-
lembaga dalamn program DNS 11, (2) suunberdaya manusia, {3) pola pencairan kredit,
{4) pemilihan UMK dan (5) lembaga pengelola program

Isu hubungan antarlembaga di dalam implementasi program DNS dapat dijelaskan
seperti Gambar 11, Pada tingkat kelerobagaan implementasi program, KLH adalah
lembaga pengelola (managing agency) dan cksckutor program (executing agency),
dibantu oleh unit bantuan teknis {TAU), Bask, dan UMK schagai penerima kredit,
Seluruh Jembaga ini dapat digambarkan dalam satu strukiur program yang memiliki
fungsi-fungsi koordinasi, pengawasan dan informasi. '

Dalam pelaksanaan progeam, TAU adalah konsultan yang dituniuk oleh KLH untuk

melakukan penilatan {assesmeny} aspek-aspek teknis UMK, sedangkan BSM scbagai

Rank pengelola melakukan penilaian terhadap aspek-aspek Kinerja kenangan dan

bisnis UMK. Kedua lembaga bekerja sccara mandivi wotuk mclekukan penilaian,
tetapi dapat berkoordinasi dan tukar menukar informasi tentang kriteria tekais dan

keuangan UMK. Laporen kedua lembaga ini disampaikan kepada KLH sebagai

penanggungjawab program tertinggl. Berdasarkan rekomendasi teknfs dari TAU dan

rckomendasi keuangsn darl Bank, maka KLH menentukan UMK yang berhak

mendapatkan kredit atau yang ditolak permohonannya,

Unit-unit UMK yang telab mengajukan permohonan kredit kepada bank, wajib
memberikan informasi dan memberikan kesempatz kepada TAU dan BSM untuk
melakukan penilaian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program KLH melakukan audit terhadap
program DNS I Sedangkan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap program yang
sedang pada Tabun Anggaran 2006-2008 tclsh selesat dilakukan oleh KLH pada
akhir tahun 2008, Pada akhir masa program DNS I tahap pertama, KLH dan Kfw
menentukan bersamea auditor independen yang ditunjuk untuk melakukan audit
program pada tahun 2010, |
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Gambar 8. Kslembagaan dalam Imaplementasi Program DNS T
Sumber: KLH, 2008

{1} Hubungan sutar-lembaga

Para informan dari BSM, L8M, UMK, dan Kreditor menganggap aspek kelembagaan
merupakan masalsh dan isu kebijakan dalam program DNS I Pendapat para
informan penélitian berbeda-beda tentang fungsi dan peranan institusi dalam
implementasi DNS I

Menurut BSM, perubahan kebijakan di tingkat institisi pelaksana dan pengelola
DNS I di masa yang akan datang, merupakan isu potensial yang dapat
menyebabkan perubahan-perubahan pada tingkat implementasi kebijakan di
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lapangan. Isu kebijakan paling penting menuorut informan edalah pemilihan lembaga
kenangan pengelola kredit, yang dilakukan secara berkala oleh KLH., Menunnt
informan BSM, kebijakan ini aken memerlukan waktu untuk mentransfer hak dan
kewsjiban lembaga keuangan lama kepada lembaga kévangan yang baru terpilily,
sehingga dapat memperlambat masa pencairan kredit. Informan di BSM tidak
menyampaikan uswlan vang teges fentang penetapan masa kerja . lembaga
keuangan/bank yang lebih lama atau sampai akhir masa program. Mekanisme
pemilihan lembaga kevangan/bank pengelola kredit DNS HI merupakan kebijakan
yang tertera dalam perjanjian SAA, dan dapat diubab oleh kesepakatan antara KLH
dengan KIiW, -

Para informan L8M menyatakan bahwa isu kelembagaan yang terpenting antara lain
pelibatan unsur LSM di dalam program DNS baik sebagai pengelola program
maupun pelaksana dan pengawas yang mewakili masyarakat. Masalah dan isu
kebijakan vang dianggap penting oleh UMK sntara lain aspek legalitas UMK dalam
hubungan dengan syarat mendapatkan kredit perbankan,

Para informan dari Kantor Menko Perekonomian, Depken, dan KILH sepakat bahwa
implementast kebijakan restrukturiasi hutang melalui program DNS I yang dikelola
oleh KLH felah dikoordinasikan dengan baik antar-lembaga, dan berjalan sesuai
denpgan perencanaan dan perjaniian vang ditandatengani antara Pemerintah Republik
Indonesia dengas Pemerintah Republik Federal Jemman, Program DNS  vang
dikelola KLH merupakan program DNS ftahap ketign yang dilsksanakan i
Indonesia, sehingga dianggap oleh para informan dari lembags pemerintah,
merupakan kepercayaan dan penerimaan negara kreditor terhadap pelaksanaan DNS
Idanll

(2) Sumber daya manusia

Isu kebijakan dalam pengelolaan kredit investasi lingkungan yang dikemukakan oleh
BSM dan TAU adalah kekurangan sumber daya manousia atau pegawai bank vang
memahami kredit investasi logkungan, dan sekaligus memiliki visi untuk
meningkatken kualitas Hingkungan hidup baik di kentor pusat maupun kantor cabang,
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Aspek-aspek sumber daya manusia yang berkalian dengan kemampuan teknis
pengelolaan program DNS Il dinyatakan bukan merupakan persoalan oleh informan
.. di lembaga pemerintah, karena semua kendala relatif telah diatas: olel Departenmien
.. Keuangan untuk bidang teknis kevangan dan penganggaran serta alokasi pendanaan,
dan olch KLH untuk teknis pelaksanuan, penpawasan dan evaluasi program, -

Kendala sumber daya manusia terdspat pada UMK, karena pare pengusahs ini relatif
tidak .menguasai akuntansi - kewangan perusabasn, pengetalnian  mauajemen
perusahaan, dan idak mengetabui dengan pasti dampak limbah vang mereka buang
ke media lingkungan (KLH, 2009).

. 3} Pola pencairan keedit , :

Kepiatan. perting vang berhubungan dengan kelembagaan DNS H1 adalah
mekanisme pepcairan kredit kepada UMK, Terdapat dua pola menjaring unit-unit
UMK yang akan mendapaikan kredit yaitu pola reguler dan pola khusus, Secara
garis besar mekanisme pencairan keedit sesuai tabap-tahap dalam Gambar 9.
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Kantor MentesiNegara . g
Lingkungan Hidup B TAU
X P ©

Bank atau Lembaga Keuangan - -
yang Diplih
f = 2’ 5 ’

Usaha Mikio dan Keci

R e e R ek o Rt AR I P e BT

Keterangan: 1. Pengajuan kredit investast lingkungan dilakukan oleh UMK kepada bank
atau lembaga keuapgan, 2. Bank menganalisis kelayakan Gaansial, 3. Bask memiota
. rekomendasi teimzs dari i(anwr Menteri Negars Lingkungan szap (KiH), 4. KLU
mclakukan &naims keiayakan teknis, dengan bantuan Technical Assistarice {nit (TAU),
5 KLH menglnmkan rekomendasi teknis kepada bank, dan 6, Bank miencairkan kredit
bergulir (revafvmg ﬁmd) Bnt‘uk UMK. E A

Gambar 10, Makamme Pencairan Kredit Investssi Lingkungan DNS HI
Sumber: KfW, 2006

{#) Pemilihan UMK

Pemilihan UMK yang berhak mendapatkan fasilitas kredit merupakan wewenang
KLH. Sebagian besar UMK yang dipilih pada Tahun Anggaran 2006-2007 memakai
pola khusus, yaitu memberikan priorilas kepada UMK berdasarkan kriteria yang
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ditetapkan oleh KLH. Pada pola khusus ini, proses peniaringn UMK sangat
tergantung darf TAU.

Sejak Tahun Anggaran 2608, sebagian besar UMK diptlih KLH dengan memakai
pola reguler, dimana rekomendasi TAU dan Bank menjadi acuan ulama untek
menentikan UMK yang berhak menerima kredit. Pola khusus masih diterapkan
pada bidang-bidang vang menjadi prioritas KLH. Menurut KLH (2008), pola khusus
penjaringan UMK, digunakan untuk memenvhi tujuan-tujuan khosus yang sulit
dicapai dengan Pola Reguler, yaitu: (1) mengikuti prioritas kebijakan KNLH,
misalnya pengurangan pencemaran pada industri tahu, (2} merintls bidang vseha
yang masih tergolong baru dan belum dikenali dengan baik oleh bank (misaloya
pengadaan energl alternatif seperti investasi pada mikrobidro, biogas), {3) membuat
percontohan program lingkungan seperty industri tahu di Tegal, dan (4) mengikot
prioritas pengambangan daerah, contoh bioetanol di Acch dan kerajinan skala mikro
di Purwokerto.

{5) Lembaga pengelola program

Tiga lembaga swadays masyerakat (L.8M) konservasi yang diwawancarai
menyatakan bahwa kelembagean DNS IHl dapat melibatkan LSM di dalam
pengelolaan kredit investast lingkungan, Hal im sejalan dengan informan dari Kantor
Mernko Perckonomian yang meminia pengelolaan dana dan program DNS di masa
yang akan daiang ditengani oleh LSM, untuk metinganken beban audit dan
kewajiban fambahan olch lembaga-lembaga pemerintah, Ketiga LSM menyatakan
bahiwa syarat-syarat dari negara-negara kreditor dapat dinegosiasikan seperti yang
dilakukan oleh negara-negara lain. ¢

Program DNS Il tidak dapat diserahkan kepada LSM karena pemeriniah Jerman
dan Indonesia felah menyepakati pengelolaan program fersehut dilakukan oleh KLH,
seperti fercentum di dalam perjanjian SAA. Menurut informan KLH, peranjian
bilateral sanpat tergantung dari kesepakatan dan negosiasi kedua belah pihak dan
ditentukan aleh posisi dalam perjanjian. Dalam perjanjian SAA, posisi Indonesia
relatif lemah dibandingkan Jerman yang bertindak pemilik piutang,
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4.6.3 Komitmen negars kreditor

Menurut para informan isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan komitmen negara
kreditor meliputi: (1) Nilai hutang yang dapat dialihkan oleh kreditor, (2) jenis-jenis
hutang yang dapat dialibkan, (3) penambahan butang baru, dan {4} syarat-syarat dan
kondisi yang diinginkan negars kreditor dalam pegjanjian DNS,

Kantor Menko Perekonomian menyatakan bahwa nilai DNS relatif kecil
dibandingkan nilai hutang Indonesia. Informan jupa mepyaiakan negara-negara
kreditor. belum memiliki komitmen yang tinggi: unfuk membantu menghapusken
hutsng negars-nepara berkembang termasuk Indonesia, dan pada saat vang
bersamaan membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidap melalui skema DNS.

Menurut informan dari Kantor Menko Perekopomian, jumlah pengalihan hutang
yang relatif sangat keeil dibandingkan hutang pemernintabs disebabkan oleh persepsi
negara-negara kreditor terhadap posisi hutang Indonesta.  Pada tahun 2005 nilal
hutang ODA pemerintah Indonesia kepads Jermnan bernilai USE1.346,27 juta dan
nilainya naik menjadi UB$1.493 pada tahun 2007 (Bank Indonesia, 2007).

Sebagal megam penghutang terbesar keempat di dunia, Indonesia dipilai telah

berhasil paik petingkat HIPC (heavily indebt poor couniryy meniedi MIC (middle-

. income country), schinggs Indonesia relatif sulit mendapatkan fasilitas penghapusan

+gtau pengalihan hitang atau skema sgjenis. Lebih lanjut, informan menyatakan di
masa yang akan cdatang program vang sama dapat diserabkan kepada LSM untuk
mengurangi beban tugas dan kewaijiban audit program dan sudit keuangan di
lembaga-lembapa pemerintah.

-Sebagai pihak yang melakukan negosiasi dengan pemerintah Jerman dan menyusun

. mekanisme pengalihan hutang dan penyalwran kredit investasi lingkongan dalam
DNS, maka Departemen Keuvangan menyatakan bahwa KLH menangpung sendiri
beban keuangan program yang berjalan, karene skema DN tidek masuk dalam
anggaran kementrian yang bersangkuian yang dialokasikan dalam APBN.
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Lembaga swadaya masyarakst menganggap isu kebijakan yang berkaitan dengan
komitmen negara kreditor dapat dinilai dari proses pencairan dane, persyaratan
dalam perianjian debs swap yang saling menguntungkan dan masalah kedaulatan
bangsa. Pelaksanasn program yang lebih banyak atau seluruhnya meagikuti
kehendak npegara kreditor akan menyebabkan menurunnys kedaulatan negara untuk
menentukan program linpkongan apa saja yang cocok dan dapat dilaksanakan di
-negara bersangkutan.

Isu kebijakan lain yang berkaitan dengan komitmen negara kreditor adalah komitmen
untk tidak memberikan butang lusr negeri secara mudeh kepada Indonesia sebagai
imbalan pelaksanaan DNS. '

4,64 Kebijakan sngparan dan hotang Inar negeri

Memanfaatkan skema konversi hutang dalam rangka penpurangan hutang Iuar negeri
adalah arnanat dari Majelis Permusyawaraian Rakyat sebagaimana tertuang di dalam
~ TAP MPER RI No.X/MPR/2001 fentang Laporan Pelaksansan Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembage Tinggi Nepara, vang
ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2601. Dalam masalah pengelolaan
hutang Juar negeri, makas MPR melalui ketetapan tersebut antara lain menugaskan
kepada - ‘Presiden sebagat beriint; “Hutang Luar Negeri Indonesia wajib dibavar
tetapi Pemerinteh perlu mengupayzakan program restnakturisasi hutang luarnegeri
baik melalui penjadwalan butang pokok dan bunga, penukaran hutang veng relatf
mahal dengan hutang yang sangat luuak, program debi-fo-poverty swap maupun
debt-to-nature swayp dalam rangka mengurangi beban APBN.”

Pemanfastan skema konversi hutang luar negeri jugs telzh diprogramksn dalam
- Undang-undang No. 19 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Tahun
2002, scbagai salah satu kegiatan pokok dalam Program Pengelolaan Hutang
Pemerintah yaitu mengembangkan aiternatif pembiayaan untuk mengurangi beban
kewsjiban pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri, termasok
pemanfaaten skema debi-to-nature swap.
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Isa kebijakan anggaran dan botang luar negeri yvang disebut oleh para iifforman
perelitian dan hasil evaluasi kegiatan DNS 1 tahap pertama meliputi: (1} regulasi-
regulasi pemerintah yang sesual untuk pelaksanaan DNS HI di Indonesia, (2)
komitmen pemerintab Indonesia mengurangi atau menghentikan hutang luar negeri,
{3) sistem angparan dan audit

(1) Regulusi pemerinéah yang sesuai dengan DNS IH

Program DNS I diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
10A Tehun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Pembiayaan Bagi Debt-for.
Nature Swap (DNS) Dengan Pemerintab Jerman Untuk Investasi- Lingkungan Bagi
Usaha Mikro dan Kecil ({JMK). Peraturan ini telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun-2009.

Peraturan $etingkat Menteri untuk pengelolaan program DNS I, dinilai cukup
memadal, karena peraturan tersebut mengatur tata kerja kelembagaan KLH untuk
mencapal tujuan program yang telah ditetapkan melalui SAA.

{2) Komitmen Pemerintah mengurangt hutang luar negeri

Indonesia dikategorikan sebagal negera dengan. penghasilan menengah (middfe-
Income couniry), sehingea relatif sulit mendapatkan komitmen DNS, dibandingkan
negara-negara miskin yang memiliki hutang sangat tingel (HIPC), seperti negara-
negara- di Afrika dan belwraps negara i Ameriks Latin, Pemerintsh Jerman
betangpapan babwa pegara dalam  kategori seperti Indonesia masih  dapat
memanfaatkan skema DNS karena adanya kebutuban il untuk terus mengurangi
hutang dan menyelamatkan lingkungan hidupnya (Berensmann, 2007).

- Para informan penelitian dari 1LSM menganggap pemerintah Indonesia perlu
menegaskan komitmennya untuk terus mengurengi hutang huar negeri, termasok
mengurangi hutang ODA. Menurut para informan, skema DNS 111 tidak akan berarti
bila pemerintah tetap ingin menambak hutang ODA. '
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(3) Sistem anggeran dan sudit.

Salah satu kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan lembaga pengelola
dann DNS I adatab penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keusngan Badan Layanan Umum (BLU). Badan ini adaish instansi di
lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibentuk uniuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
fanpa mengutamakan mencari keunfupgan - dan dalarn melskokan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Sekretariat Negam RI, 2004).
Departemen Kenangan menyatakan bahwa semua program-program dann bergulir di
lembags pemenintah dan departemen dikelola oleb BLU (Depkeu, 2009).  Daftar
- BLU yang telah ditetapkan pada depariemen/lembaga pemerintah per 12 Desemiber
2009 berjumiah 71 unit (PKBLLJ, 2009},

Menurut-informan KLH, Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuvangan
selaku auditor negara telah mengingatkan kepentingan pendirian BLU di KLH sesvai
undang-undang, dan memberikan saran agar KLH segera membentuk badan tersebut
untuk mengelola dana bergulir DNS ITL. Ketua BPK menyatakan bahwa dalam audit
keuangan deparfemnen dan.. lembaga pemeriniah, masih banyak yang . belum
membentuk BLU- dan menjadi penyebab laporan keuangan mereka diberikan
kategori hasil penilaian disclaimer (Tempo, 2007)

Informan KLH menystakan, pendirian. BLU tfidak disnggap merupakan prioritas
utama karena telah dicapai kesepahaman dengan KfW, bahwa KLH telah membuat
rekening bank terpisah untuk mengelola dana program DNS T, serta pengeloluan
dana terschut dilalaakan oleh lembaga kéuangan yaite BSM. Pihak KW dinyatskan
oleh informan telsh menyatekan dapat menerima penjelasan tentang pengelolaan
dana tersebut. Keduaa pihak juga menyepakati bahwa audit menyeluruh terhadap
program DNS HI ban: dapat dilakukan pada akhir mase program yaitu tahun 2010,
sedangkan audit keuangan telah dilakukan secara berkala setiap 1shun anggaran oleh
BPEL
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4.6.5 Aspek tekuis usaha mikre dan keeil

Sebagian besar UMK di Indonesia menghadapi kesulitin mengelola sumber daya
untuk tﬁmcape;i efesiensi yang tingg dalam proses produksi, baik dalam mengatasi
masalah pengurangan nilai sumber dayanya maupun inefisiensi peralatan
produksinya (Dhewanthi, 2007), Mengembangkan usaha mikro dan kccii mempaka:}
cara untuk mengurang: kemiskinan dan pengangpuran melabs w;rausaha, tetapi
perkembangan usaha mikro terhambat langkanya permodalan, Usaha pemerintah
memperkenalkan kredit tanps agunan yang pernah diperkenalkan pada tahua 1970-an
. dan diperkenatkan kembali pada tahun 2003, dalam realisasinya di lapangan masih
sunit secara administeatif (Kompas, 2003), dan fenomena tersebut juga terjadi pada
kredit DNS 111

Gambar 10 menggaembarkan izhapan perkembangan suatu kegiaten usshe dan
memunjukian dipertukannya intervensi pemerintah untuk membantu kebutuhan biaya
vang tidsk dapat dipenuli melalui perbapkan bissa. Sekior yang dibantu oleh
perbaukan konvensional adalah usaha pada tabap mature, sedangkan usaha pada
tehap development dan start up dibantu perbankan biasa. Skema DNS didesain
. m;tuk dapat membiayai UMK pada semua tahapan (Dhewanthi, 2007).
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Gambar 11, Perkembangan Bisnis Usaha Mikro dan Kecil dan Intervenst DNS I
Sumber: Dhewanthi, 2007
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Masalah dan isu kebijakan dalam useha mikro dan kesil yang dinyatakan oleh para
informan mehpu!:t (1} Kolateral (jarpinan), {2} Akses yang wnéah zcrhaéagz kredit
perbankan, (3} E’enzsatatan keuangan dan administrasi, (4) ‘i“mgkat penguasaan
teknologi xamaiz imgkungan yang relatif rondah dan (5} Kamampuan pemasaran
{KLH 2{}08}

(1) Penyertaan modal

Penyertaan kolateral (Jaminan) adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Kredit
" perbankan atau lembaga keuangan. Bank-bank kenvensional meminta jamirian kredit
untuk nilai kredit di atas Rp 10 juta (Jumal Nasional, 2009), biasanya dengan nilai
jaminan setara dengan nilai kredit yang diajukan. Programm DNS "I juga
mensyaratkan adanya nilai agunan atas pembiayaan kredit investasi lingkungan ini
minima! schesar 100 %.  Selain ity, UMK diwsjibkan menyertakan peridanaan
minimal 5 % dari total kebutuhan dana, '

Syarat kolateral dan penyertsan modal tergolong sebagai isu kebijakan karena
merupakan potensi masalah yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan
datang, menwrut persepsi para mforman.  Pelaksanaan pencairan kredit investasi
lingkungan DNS 1l selama Tahun Anggeran 2006-2009 tidak menemui kendala
berkaitan dengan kesanggupan UMK memenubi kedua syarat di atas. Kredit
investasi lingkungan tetap dapat diberikan kepada UMK yang tidak dapat memenuhi
kedua syarat tersebut, dengan syarat usaha yang bersangkutan memmumyai potensi
dan atau pencemaran yang besar seperti industri tahuy, industi tapioka, dan industiri
lain yang menghasilkan pencemaran baik organik atsu non-organik (KLH, 2008},

{Z) Akses yang rendah terhadap kredit perbankan

Beberapa alasan rendahnya akses UMK terbadap kredit perbankan umum antara latn
UMK biasanya tidak memiliki izin usaha, tidak ada rencana bisnis (business pln)
yang pasti, sebagian besar bisnis mustman seperti bisnis di sekfor perkebunan,
pertenian dan bhasil hutan non-kayu seperti madu hitan, rotan, dan meninbulkan
biaya overhead yang relatif lebih besar bagi bank, dibandingkan dengan perusahaan
menengah dan besar,
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Usaha mikro dan kecil juga dianggap berisiko- tinggh untuk kredit . perbankan
beberapa produk UMK tergolong produk yang inovatif yang membutuhkan dana
awal wituk membuat produk bara, karakteristik usahanya dalam tahap perkembangan
yang membutuhkan pembiayaan yang tinggi namun belum termasuk dalam tahapan
kegiatan matang,

Pihak bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya: juge menganggap kredit
investast lingkungan berisiko tinggl untuk dbiayal karena tidak cukup pengetahuan
tentang potensi kevntungan dari Investasi ingkungan, memakai teknologl baru yang
belumm  diterima  secara  luas  schingga tergolong  bensiko  tinggi, masa
peagembaliannya relatif lebih panjang dibandingkan ‘krédit biasa, senﬁg’kah
menghasilkan keluaran yang tidak dapat dibitung dan sulit diterjemahkan schagai
indikator keuangan dan investasi lingkungan tergohng pasar bare dan pasar ymg
tidak dapat diprediksi.

(3} Pencatatan keusagan dan administrasi

Pencatatan dan administrasi Keuangan mensyaratkan adanya pcagataﬁm mindrmal
tentang akuntansi. Informan BSM menyatakan bahwa pengetahuan para peragusaha
UMK tentang éi(untaﬁsz perusahaan relatif minim, karena modal isaha yang relatif
kecil dapat dikelola dengan mudah dan dengan ngatan semats, sehingga tidak
memerlukan pengetahuan khusus. Para pengusaha UMK juga tidak biasa mencatat
arus kas perusahaannya, sehmgga fidak dapai dxketahm dengan pasti iabawmm
mereka. :

Bank BSM scbagei pengelola kredit DNS I telah melakukan sosialisasi penyusunan

laporan kecuangan kepada pars calon penerima ‘kredit  investasi imgkungam
Informan  BSM mezz‘ya%akm bahwa kendala minimnya pengetahuan wmang
administrasi keuangan ziapafe cfiamsz dengan memberikan pelatihan pengistan formulir
laporan keuangan kepada para pengusaha UMK i
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(4) Tingkat penguasaan teknologi ramah lingkungan yang relatif rendakh
Karena permodalan yang relatif sangat kecil dan pemahaman teniang dampak timbah
usaha yang relatif kurang baik, maka para pengusaha UMK juga tidak mengetahui
dan mengerti teptang dampak pilihan-pilihan teknologi yang mereka dapat pilih
dalam proses produksi barang.

Menurut Dhewanthi (2007), tingkat penpuasaan teknologi ramah lingkungan yang
rendah disebabkan oleh feknologi rameh lingkungan yang relafif bam diperkenslkan
schingge memerlukan wakte untuk mengussainya operasinya. Dalam prakiik
pengoperasian teknologi baru, para pengusaha UMK dibantu oleh TAU.

(5) szm;&uan pemasa}an

Pasar UMK biesanya terbatas é;bandmgkan barang sejems yang « dihasnlkan oleh
perusshaan menengah atau besar. Hal ini disebabkan oleh terbatasnyz permodalan,
jumiah pekeria dan tmgkaz produksi barang yang dapat dipakai untuk melakukan
penetrasi pasar yang lebih besar.

Informan BSM, TAU dan KLH menyatakan bahwa pemasaran barang«barang yang
ramah lingkungan yang dihssilkan oleh UMK penerima kredit investasi lingkungan,
, beium mmdapatkan respon pasar yang lebih baik éiimndingkau Wg—bamng vang
:dlhasﬁkaapemsahaanbukanpesertapmgmm Para informan sepakat bahwa
. pemasaran produk ramszh lingkungan membutuhkan peseitranan dsm strategi
pemasaran yang berbeda dengan barang-barang biasa, ager para pcmbch yang
menghargai kualitas lingkungao hidup yang baik, akan momilih barang ramah
lingkungan dibandingkan barang lain yang dibasilkan perusahaan sejenis.

4.6.6 Transparansx pmgram

Masalah transparansi program mmpakm masalah yang {izzmggap oleh semua
' mfﬁrmanl sebagal isw kebijakan yang penting. Menurut para informan, isu-isu
kebiiakén berkaitan dengah: mekanisme pemilihan lembaga kevangan yang
menyalurkan dana DNS, persentase biaya audit dibandingkan nilai DNS, beban biaya
administrasi program, mekanisme keputusan pemilihan UMK, mekanisme pencairan
kredit, mekanisme pengawasan dan parfisipasi publik, paramater lingkungan yeng
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dipilih sebagai parameter keberhasilan, pemantauan reguler oleh kinerja lingkungan
UMK, volume limbsh yang berhasil dikurangi, akses informasi publik terhadap
program, dan kebijakan linglkungan hidup untek UMK

Informan dari kalangan LSM menekankan partisipasi lembaga non-pemerintab
" dalam pengeloloan DNS yang dikelola KLH dan departemen kehutanan, dan
kebijakan publik yang dibuat pemerintah untek mengontrol kinerja lingkusigan
UMK. Memurut para informan, masalah pencemaran lingkungan yang dilalokan oleh
UMK harus disclesaikan dard huodu, yaitu dard kebijakan lingkungan hidup yang
.dibuat secara kiwsus. untuk mengontrol kineja lingkungan. bisnis skala mikro dan
kecil. Kebijakan ini dianggap lebih mendasar dibandingkan DNS karena belum ada
pengaturan khusus terhadap kinerja lingkungan UMK,
‘Kebijakan - lain yang mendapatkan perhatian para. informan adalah rencana
" pemerintah untuk mencari hutang baru dari negara-pegata kreditor. Rencana hutang
fuar negeri baru itu dinyatakan para informan tidak akan menfelesaikan masalah-
masalah kerusakan_ lingkungen hidup, karena dapat menysbabkan meningkatnya
jumlah UMK untuk memanfaatkan dana konversi hutang melalui mekansime DNS di
sektor lingkungan hidup, kehutapan, pendidikan, pembangunan dan sosial, Menurut
para informan, program DNS hanys menyelesaikan gejala-gejala yang muacul dalam
bentuk dampak lingkungan, bukan masalah yang sesungguhnya.

Informan KLH menystakan babwa DNS HI dibenkan dalam keadasn krisis dan
meningkatnya angka kemiskinan karena krisis moncter dan ekonomi. Pertwnbuhan
UMK dan UMKM yang sangat pesat di Indonesia harus diikuti dengan program
nasional yang dapat meminimasi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. |

4.7. Hirarki Masalah

Untuk melakukan analisis kebijakan yang berbasis stakeholders dan menghasilkan
alternatif pencapaian yjuan dan pilihau-pilihah prioritas kebijakan, maka hasil riset
pustaka dan wawanocara mendalam dengan para informan akan mengbasilkan data
isu-isu kebijakan yang diuraikan dalam tigs alternatif (alternatives) vang mepupakan
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hasil pengelompokan isu dari jswaban-jawaban para informan di berbagai fernbaga
peracrintah, swasta dan LSM. Ketiga alternatif itu adalah: (1} Memperpanjang masa
program DNS 1L, (2) Melibatkan LSM dan (3) Memperketat Syarat Peserta DNS [i1.
Hubungan antara pilihan alternatif dengan para informan disajikan dalam Tabel 11.

Ketiga alternatif tersebut merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat dipilih

+ gleh pengelola program DNS HI untuk mencapal memenuhi kriteria program dan

mencapal tujuannya.  Hirarki akan disusun secara fop down dimulal-daf’ Goal,

» Criterion dan Alternatives. Garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak antar level

merupakan hubungan yang-perfu diukur dengan perbandingan berpasangan (pairwise
compurison) depgan arah ke level yang lebih finggi.

Tabel [1. Alternatif Meacapai Tujuan DNS I Menurnt Informan

Memperpanjang mass § Melibatkan LSM Memperketat Syarat
Progeaem DNS ITT a5 Feserta DNSIH

TAU
Bank Syarieh | .. 0o, g 07, v e I qnpeainl
Mandin

Conservation

International-
indonesia
Yayasen  WWF

Indonesia apit

Yayasan Kehatt AU S N Fr o T ST
Jumiah Isuis 1A 5
Menwut Lembags

Keteranpan: :
ﬂ - Masalah dan isu kebijakan D - Bukan masalah dan isu kebfjakan memirat informan
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Alternatif-alternatif tersebut berada pada level terbawah atsu Level 2 yang akan
diukur secara relatif masing-masing dengan keempat kriteria pada Level 1. Karena
level akan dibandingkan antara satu dengan yang lain, maka unfuk penulis memakai
skala pengukuran relatif 1 sampai 7, seperti yang divsulkan oleh Saaty.

Faktor-faktor pada Level Satu (1) stau Criferie yang terletak di tengah, diunkur
dengan perbandingan berpasangan berarsh ke Level Nol (0) vaitu Tujuan (Goeal)
yang berada pada level tertinggi. Level 2 adalah urajian beberapa  Alternatif
(Alternatives) yang teleh ditetapkan -dalam perjanjian SAA  antara pemedntah
Indonesia dengan Kfw Entwicklungsbani dari Jerman. Xedus pihak menyepakefi
tujuan dan kriteria-kriteria keberhasilan penyaluman kredit bergulir umtuk UMK,
Kriteria yang telah disepakati kedua pihak ferdiri dad empat, yaitu: (1) Perbaikan
minimal satu parameter lingkungan, (2) Nilai kredit macet idak melebihi 10% pada
akhir masa program, {3} Kmd;tyangdxsmppadaakhirmasapmgmmmunma] 80%
dan (4) Legalisasi mekanisme dana bergulir,

Analisis AHP ini disusun secars fop down karcns peneliti memahami fujuan program
{Level 0) lebih baik dibandingkan dengan alternatif vang tersedia; Pemshaman ind
diperoleh karena tujuan program telah ditentuken atau diketahui sebelwmoys yvaita:
Peningkatan Kualitas Lingkungan. Setelah tujuan teridentifikasi dengan baik, maka
dilanjutkan deogan level di bawahnya (Level 1) vaitu adanya eropat alternatif yang
juga ielah diketabhui dari sumber data  sekunder. Langkah ketips menentukan
Kriteria-kriteria (Level 2) yang disusun sesuai dengan hasil wawaneara mendalam
dengan para informan. -

4. 7.1 Penyusunan AHP

Alternatif diperoleh dari rangkuman wawancara dengan para informan, dan terdiri
dari; (1) Memperpanjang masa program DNS IH, (2) Melibatkan LSM, (3)
Memperketat syarat peserta DNS IIl. Adapun informasi yang termasuk ke dalam
masing-masing kriteria tersebut, adalah sebagai berikut:

a2
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- (1) Memperpanjang mssa program DNS ITI -
Semua informan scpakat bahwa program DNS dan khususnys program DNS I
merupakan program idovatif karena dapat menjadi sumber altermatif pembiayaan
sektor lingkungan hidup dan kegiatan konservesi alam, serta memiliki dampak-
dampak positif lain di bidang pengurangan hutang luar oegeri, pengentagan
kemiskinan, pengembangan kemsndirian berusaha dan pengembangan ekonomi
skala kecil. Alasan perpanjangan maesa program DNS HI yang -dimaksudkan oleh
para informan anfara ladn: :
(i)  Program DNS Il merupakan progiam pértama yang diimplementasikan dalam
skema DDNS, sehingga membutuhkan masa penyesuaian -
(i) Program DNS T tergolong khas schinggs membutuhkan wakfu untuk
' melakukan trial-and error ;
(iit) Pengusaha UMK di indonesia relatif enpgan berurusan dengan bank, sehingga
‘ dapat menghambat pencapaian program {ahap pertama
(iv) Masih banyak UMK yang belum mengetahuai dan mengikuti program ini -
{v) Potensi penpurangan ftmbah yang masih sangat besar dari sektor UMK
{vi} Masih ada potensi DNS yang relatif besar,misalnya dari Amerika Serikat, dan
negara-nepars Uni Eropa
-(vii) DNS I mempunyai trickle down effect {efek menetes) vang ke bidang-bidang
Jdoimmya. - . s :
< {viii) Dapat mengeerakkan perekonomian di masa krisis
{ix} -Tidak ada program ckonomi - kerskyatan yang secara myats membantu
. . meningkatkan pefekonomian masyarskat sekaligus meningkatkan kualitas
lingkungan

(2) Melibatkan LSM - vy
Keterlibatan LSM dii dalam pengelolaan DNS disampaikan olch semua informan
yang berasal dari-L.8M, dan pihak komsultan feknis. Adapun alasan-alasan untuk
melibatkan TLSM dalam mencapai tujuan program DNS I yang dinyatakaan oleh
para informan, adalah:
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(i}
{ii)

G

(iv)

Beberspa LSM mempunyai kapasitas untuk mengelola program DNS
Pengalaman LSM internasional dalam pengelolaan program DNS sangat
berharga untuk mentlaj efektivitas program dan perbarkan di masa depan

LSM yang sudah memiliki pengalaman dengan DNS, memiliki alat evaluasi
yang kemungkinan besar dapat diterapkan untok DNS I

Sudah ada DNS triparti di Indonesia dalam skema TFCA dari pemerintah
Amerika Serikat, yang dikelola LSM

Keterlibatan masyarakat sipil seperti LSM dapat meningkatkan kredibilitas
program DNS di Indonesia, di mata kreditor dan dunia internasional

{3) Memperketat syarat peseria DNS Hi

Selain meneruskan program DNS IIf dan melibatkan LSM didalam pelaksanaan dan
evaluasi program fersebut, para informman juga menganggap penting uniuk
memperketat syarat peserta DNS L Menurot mereka, syaral yang lebih ketat akan
dapat memenuhi keempai kriteria yang ditetapkan di dalam program, antara lain
karena alasan-alasan berikut ini:

®

(i)

(i)

)

(v)

UMK perlu mendapatkan berbagai pelatihan yang diperlukan terkait program
DNS 1T karens para pengusaha sebagian besar belom memaherni masalah
administrasi, keuangan, teknis dan lain-lain

Untuk mengueangi persentase kegagalan pencapaian target oleh UMK, maka
peserta haras sudah memiliki pengetahm dasar ﬁfang cukup tentang program
ini

Audit keuangan dan program mempunyai standar tersendiri, sehingga harus
dikuasai oleh para pengusshn UMK yang mengikufi program ini

Syarat yang lebih ketat tidek mengurangi minat dan jumlah UMK yang
mengikuti program, bila mereka disiapkan sebelurnnya dengan pelatihan

KLH mampu mengelola program ini dengan baik untuk fahap pertama dan
tahap selanjuinya, dengan memperhatikan kesiapan UMK baik aspek teknis,
administrssi, dan produkava.
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Bila ketiga altematif yang ada disusun secara manual dalam himrkt permasalshan
AHP, maka akan tampak seperti Gambar 14 di bawah ini,

'g Paningkatan Kualias Lingkungan

g Perbalkan Kredit Macet Kradit yang Legafisasi

= Minimad Tidek Melebihi Diserap pads Mekanisms _
m Satu Parameter 1% © 1 AkhirProgfam 1 1 Daha Bergulir -
g Lingkungan 80%

2

e Memperpanjang Metlibatkan b Memperketat

g Masa Program ] LSM Syarat Peserta

< DNS [T NS I

ﬂ b

<

m

7

Gembar 12. Hirerki Permasalaban DNS 111
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4.7.2. Anslisis AHP

Setelah menyusun hirarki permasalaban, peneliti melakukan perbandingan
berpasangan {pairwise comparison) anter kriteria dan antara setiap alternatif dengan
setinp kriteria. Perbandingan ini dilakukan dalam bentuk roatriks dengan ukuren
matriks yang disesuaikan jumiah Kriteria dan Alternatif yang ada.

Matriks kriteria berukuran 4x4 karena terdapat empat kriteria yang skan
dibandingkan antara satu dengan tiga yang lainnya. Matrks Altemnatif berukuran
3x3 berfungsi untuk membandingkan masing-masing dar tigs altematif yang ada,
Matriks perbandingan inl akan menghasitkan nilai prioritas kriteria terhadap tujuan
goperti digambarkan dalam Tabel 12A. Nilai prirotitas. setiap kriteria dibandingkan
dengan semua alternatif disajikan datam Tabel 12B sampai Tabel 12E. Pembobotan
setiap matriks dibanto dengan perangkat lunak AHP.

Tubel 12A. Matriks Prioritas Kriteria Terhadap Tujuan

Perbaikan Kredit Macet Penyerapan Legalisasi
Mivimal 1 Tidak Melebihi Kredit pada Mekanisme Dana
Parameter 106% Akhir Program Bergulir

Lingkungan 86%

Poerbaikan i 3 3 7
Migimal 1
Parameter
Lingkungan

Kredit Macet | 1/3 ! 3 5
Tidak
Melebihi
10%

Peaverspan 1 1/5 173 i 3
Kredit pada A
Akhir
Program
£20%

Legatisasi W7 145 13 1
Mekanisme
Dana
Berpulir

Nilai-nilai Tabel 12A dipasangkan berpasangan dengan momakai Skala AHP vang
diusulkan oleh Sasty (2008). Bilangan-bilangan ordinal pada tabel di atas
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menunjukkan perbedaan tingkat penting atau tidaknya satu kriteria dibandingkan
kriteria lain. Bila satu kriteria [ebib penting daripada kriteria vang lain, maka kriteria
periama mendapatkan nilai X, sedangkan perbandingan dari kriteria kedua kepada
kriteriz pertarna bernilai 7%, demikian seterusnya. Dua kriteria yang sama diberikan
satu (1), dimana peneliti memutoskan babwa sumbu Y lebih penting dibandingkan
sumbu X Matriks di atas memperithatkan bahwa Kniterin  Perbatkan Minimal 1
Parameter Lingkungan memiliki kepentingan yang paling tinggi dibandinpkan
Kriteria yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dani pilai 3,5, dan 7 yang dipercleh
Kriteria ini dibandingkan desgan nilai 173, 175, dan 177 bila kriteria lain
dibandingkan dengan Kriferia Perbaikan Minimal 1 Parameter Lingkungan, - Dapat
diperkirakan bahwa kriteria deagan nilal tertinggi ini akan memiliki nilai prioritas
tertinggi pula terhadap tujuan.

Tabel 128, Mairiks Kriteria Perbaikan Minimal Satu Parsmeter Lingkungan

Terhadap Alteratif
Melibatkan Memperketat Seleksi Memperpanjang
LSM Peserta Mass Program DNS
: i
Melibatkan 13 15
LSM
Memperketat 1 173
Seleksi peserta
Memperpanjang 3 |
Masa Program
IDNS HI

Tabel 12C. Matriks Kriteria Kredit Macet Tidak Melebihi 10% Terbadap Alternatif

Melibatkan
LEM

Memperketat Seleksi
Peserta

Memperpanjang
Masa Program DNS
i

Melibatkan
LSM

V5

7

Memperketat
SQeleksi Peserta

L

13

Memperpanjang
Masa Program
DNS Y

3
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Tabel 12D. Matriks Kriteria Tingket Penyerapan Kredit 80% pada Akhir Program

Terhadap Alternstif
Melibatkan Memperketat Seleksi | Memperpanjang Masa
LSM Peserta Program DNS 1l
Metibatkan 173 175
LSM

Memperketat i 173

Seleksi Peserta
Memperpanjang 3 i
Masa Program
DNS IH

Tabel 12E. Matriks Kriteria Legalisasi Mekanisme Dana Bergulir Terhadap Alternatit

Melibatkan Memperketat Seleksi | Memperpanjang Masa
LSM Peseria Program DNS i
Melibatkan 1/5 1/7
LSM
Memperketat 1 173
Seleksi Peserta
Memperpanjang 3 1
Masa Program
DNS 11

Pada Matriks 12B sampai 12F diperiibatkan bahwa Alterpatif Memperpanjang Masa
Program DNS T konsisten sebagai alternatif dengan nilai lebih penting, jauh lebih
tinggi dan sangst penting dibandingkan dua alternatif yang lain yaitu Memperketat
Seleksi Pescria dan Melibatkan LSM.  Dapat diperkirakan babwa kriteria yang
meniiliki nilai lebih penting dibandingkan kriteria lain akan mendspatkan nilai
prioritas lebih tingpi pula,

Bila biratki permasalshan diolah dengan menggunakan bantvan perangkat lunak
AHP Versi 9.0, maka bagian teratas yang merupakan (oal adalah Peningkatan
Kualitas Lingkungan, pada Level 1 terdapat empat kriteria yang telah ditentukan
sebelumnya scdangkan tiga alternatif yang dirangkum dari jawaban para informan
berada pada level ke-3 atau terbawah, seperti dalam Gambar 12 di bawah ini,
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Gambar 13. Hirarki Permasalahan Program DNS Il dengan AHP '

Tabel 13. Nilai Prioritas Kriteria dan Alternatif terhadap Tuguan Program DNS 111

" Peningkatan Kualitas Linghkungon
$ynthasiz of Leat Nodes with cespect te GOAL
{Hnribction Mods
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Sesugi dengan Japorsn hasil evaluasi pelaksanaan DNS I pada bulan Desember
2008, maka KLH telah melakukan evaluasi terhadap kiberia Kriteria PRAMETER
dengan melakukan pengukuran sccars pssti target-target material pengurangan
fimbah yang ditetapkan bersama dengan para pengusahe UMK serta pencapaian riil
mereka terhadap target yang ada.  Nilai prioritas setiap kriteria dan alternatif
ditunjukken dalam Tabel 12 di atas. '

4.73 Analisis Prioritas

Nilai prioritas setiap kriteria manunjukkaa perbedaan relatif terhadap tujuan, dan
kriteria vang mempmyax prioritas tertinggi ditumjukkan olch nilal prioritasnya. Dart
keerpat Khiteria yang ada, maka Pérbatken Minimal 1 Parameter Lingkungan
(PRAMETER) bernilai 0 565, atau mempakan kriteria dengan prioritas tertinggi
vang paling mempengaruhi usaha unfuk mencapai fujuan program yaitu Peningkatan
Kualitas Lingkungan Hidup.

Penilaian yang tinggi terhadap pengaruh perbaikan parameter lingkungan juga
digambarkan oleh Laporan Evaluasi Pelaksanaan DNS Il per Desember 2008
disusun oleh KLH. Dalam laporan ifu dinyatakan bahwa pengukuras keberhasilan
program dilakukan dengan membandingkan jumlsh material beropa Hmbsh vang
dibuang ke medis lingkungan. Derkurangnya jumlsh limbah merupakan indikasi
terjadinya perbaikan Hogkungan, dan berhubungan langsung dengan tujuan program.
Sementara kriterie berikutnya yang memperoleh nilai prioritas tertinggi adalah
NOMACET (Nilai Kredit Macet Tidak Melebihi 10%) sebesar 0,262, disusul oleh
DYSERAP (Pényerapan Kredit Pada AKhir Prograth’ 80%) sebesar 0,118 dan
BERGULIR (Legalisasi Mekanisme Dana Bergulirj sebesar 0,055, Hal ini juga
dapat diartiken, bahwa kegiatan-Kegiatan yang berkaitan déngan aspek legatisasi
mekanisme dana bergulir akan memeriukan usaha sepaiuh kali Ez;&at bila’ é:akzﬁcan
pada kriteria PMTER

Kriteria NOMACET dan DYSERAP relatif tidak dapat diukur dengan pasti karena

akan diukur pada akhir masa program yaitu tahun 2010, sedangkan masalah status
pengelola dana DNS [N hanya dapat dipahami secars baik oleh KLH dan
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Departemen Keuangan schingga mendapatkan nilai prioritas yang rendah sebagm
faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

Perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang dilakukan terhadap keempat
kriteria dan ketiga alternatif yang tersedia menyimpulkan bahwa Memperpanjang
Masa Program DNS Il (PPANJANG) adalah pilihan utama yang rekomendasikan
karena memiliki penparuh terkuat terhadap semua kyiteria yang ada.

Tahei 13 di atas dapat dipakai untuk meadapatkm milai ;:norltas berbagal aiternattf
dlbanémgkan dengan kriteria yang ada. Pada kriteria PM’I‘RR yang me{zxpakan
kriteria yang memiliki pnonzas temngg:, maka alternatif ?}’éNJANG mem:{hki
;montas tettarzggz Hal ini b&m‘{; kegnatan-icegzataxz yang daﬁakukan pad.a aspek
perbaikan paraznetez hag!mngan ;izpengaruhl oleh keputusan perpanjangan mesa
program DNS [IT sebesar §,360.

{}ﬂtuk memenuhi kriteria Nilai Kredit Macet pada A,khir Masa Program Maksimal
ii}% (NOMACET) maka prioritzs PPANJANG adalah sebesar 0,170 atau 10% dari
. nilai total prioritasnya yang terbagi dalam empat kaiteria, Nilai pnmtas PPANJANG
| terkecil terdapat pada kﬁtem iegalgsgsa mekanisme dana bergulir (BERGULIR) yaitu
scosar 0,036, E |
~ Bila pengelola program DNS Il mmizh kegiataﬁ yarzg: &ikonsenﬁasikan pada usaha

untuk memperpanjang masa program i}bES HI (PP&&%}AZ%G) sefelah iabun 2010,
maka seperti ditunjukkan oleh Gambar 13, pengeruh kegiatan itu terhadap
Jpencapaian semua kriteria dan tojuan program akan mencapai 0,641 atau dominan,
 Prioritas kegiatan untuk memperketat seleksi peserta DNS Il (SELEKSI) hanya
berpengaruh 0,265 cian bila kegiatan untuk melibatkan LSM yang dipilih agar
terpenuhi serava kriteria, miske pengaruhnya hanya 0,094 terhedap tercapainya

fujuan.

 Prioritag ,I\(:t_\int;eria terhadap Tujuan disajikan dalazz}{}ambar, 14 yaug memperlihatkan
uji konsistensi sebesar 0,04 atau masih lebih kecil dibandingkan dengan 0.5 yang

&1
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merapakan syarat nilai maksimal terjadinya konsistensi pada prioritas yang ada.
Indeks Konsistensi juga dapat memberikan gambaran bahiwa ntlai prioritas tettinggi
pada alternatif Memperpanjang Masa Program DNS III (PPANJANG) konsisten
dengan pendapat para informan penelitian {engang hasil perbandingan kriteria dan
tujuan. Dapat pula disimpulkan babwa alternatif tersebut sudah seharusnya
mendapatkan prioritas paling finggt bila pengelola program DNS I ingin
melakukan perubaban atau modifikasi kebijakan di masa yang akan datang,

Kepotusan untuk memilih alternatif Memperpaniang masa program DNS I
(PPANIANG), dapat disimpulkan akan memberikan pepgaruh 64.1% terhadap
pencapaian tujuan program Peningkatan Kuaditas Lingkungan Hidup. Dua alternatif
yang lain juga mempengarubi pencapaian tujuan fetapi dengan pengaruh yang relatif
jauh lebih keetl yvaitn Memperketat Seleksi Peserta DNS 1T (SELEKSI) sebesar
26,5% sedangkan bila memilih alternatif Melibatkan LSM (L.SM) hanya mempunyai
pengarah 9,4%,.

Peningkatar Kualitas Lingkungan

Synthenln of Leaf Modex with reanect io GOAL
Sisttiher W
CVERALL BEDRSRTTERCY INOESE« (104

S e EHEEE ™ A AR TR T W09 TR
FIT=cTi R ]

[3-1) =R —R—
Abnraviation Definkion
PRANJANG Memperpanjang Mass Fiogam DNS i
SELEXE Memperkels| Selekil Pessra DNS 1l
LGM Metbalkan LSW N

Gambar 14, Nilai Prioritas Alternatif Terhadap Tuiuan Program
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5. KESIMPFULAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagat berikuis

1.

Implementasi kebijakan Debi-for-Nature Swap IIT berupa kredit investasi
Ingkungan bagi useha mikro dan kecil, termasuk tipe kebiiakan rasional
vang disusun secara ferstrukiur oleh lembaga-lembaga pemerintah dan
dikeiaia oleh lembaga pemerintah yaitu Kantor Menteri Negara Lingkungan

 Hidup. Tmplementasi program DNS I dilakukan dalam rantai komando

vang baik yang kapesitas untuk mengkoordinasikan dan mengontrol
kebijakan dengan baik, Sesuai dengan karakteristik tipe kebijakan rasional,
maka program DNS i juga memiliid beberapa masalah vang timbul karena
perbedaan kemampuan subsistem dalam mengimplementasikan kebijakan,
antara lain kutangnya sumberdaya manusia yang mengerti DNS pada bank
pelaksana program, kesiapan manaiemen ussha mikro dan kecil, dan
transparansi publik.

Masalah-masalab dan isu-isn kebijakﬁn utama yang menjadi perhatian para
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan DNS HI dapat dikelompokkan ke
dalam Tima reasalah dan isu kebijakan yaitu: (i) Kelembagaan, (i) Komitmen
Negara Kreditor, (ili) Kebijakan Angparan dan Hutang Luar Negeri, (iv)
Aspek-aspek tekais U}z& dan (v} Transparansi Program.

Anslisis prioritas memakai program Analytic Hierarchy Process (AHP)
sensitivitas menunjukkan bahwa kriteria Memperpanjang Masa Program
DNS I (PPANJANG) memniliki nilai prioritas tertinggl di dalam semua
kriteria. Kriteria perpanjangan DNS I, dapat mempengaruhi tujuan dan
kriteria yang ditetapkan dalam program DNS III sebesar lebih dari 0,64 atau
lebih dari 64%, schingga merupakan faktor yang berpengaﬁ:h paling besar
terhadap perubahan atou reformulngi kebijakan yang berkaitan dengan DNS
HI di masa yang akan datang. Dus alternatif lain yang tunst mempengaruhi
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pemenuhan empat altematif program adalah Melibatkan LSM (LSM) sebesar
0,26 dan kriteria Memperketat Seleksi Peserta DNS 11 ( SELEKSI) sebesar
0,05.

Saran-saran

- Pemerintah sebagai pengelola program DNS Il periu menyusun program dan
kegiatan-kegiatan yang memampukan seluruh para pemangku kepentingan
yang terlibat dalam program ini agar tidak ada kefsenjangax:x pengetatiuan dan
informasi vang terlalu lebar di antara para pihak yang berkepentingan.

. Pengelola program DNS [T disarankan untuk mengembangkan mekanisme
akses publik terhadap program tersebut, sehingga masyarakat dapat berperan
serta memberikan kritik, saran, maupun ikut aktif sebagai peserta program
tersebut.

. Kantor Menteri Negama Lingkungan Hidup sebagai pengelola program DNS
Il dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun suata
peraturan  yang bcrtujuan mengontrol jenis dan volume limbah yang
dibasilkan olch usaha mikro dan kecil yang memberikan dampak penting
terhadap lingkungan hidup. '

Pengelola program DNS I perlu melakukan sosialisasi dan diseminasi
informasi tentang program ini kepada publik yang lebih luas dan secara lebih
intensif untuk menjangkau tingkat kepesertaan yang tinggi.

- Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat sipil

lainnya éazzzzz% mengonirol pengelolaan DNS I pada tabap berikutnya dapat
dipertimbangkan. ‘ N
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Lawpiran 2. baftar Pertanyaan Wawsancara untuk Informan Penelitian

Nama Informan:
Lembaga:
Jabaton:
Waktu/Tempat
Wawancara:

Pertanyaan:
I. Sejarah dan Latar Belakang DNS:

1. Mohon dijelaskan tentang implementasi DNS I tahun 20035, sedangkan skema
ini telah diperkenalkan seink tahun 1987
- & Hambatan apa yang menyebabkan DNS tidak diimplementasikan?
b. Negara mana saja yang menawarkan skema DNS 7
¢. Bagsgimana reaksi Pemerintah atas tawaran-tawaran (ib ) itn?

2. Muohon dijelaskan tentang kebljakan Pemerintah mengenai hutang louar negeri
saat itu? ;

a. Apaksh Indonesia memang ingin membayar semua pokok dan cicilan
hutang?

b. Apakah tidak ada pembicaraan tentang memanfaatkan pemotongan
hutang , konverst hutang atau penghapusan hutang?

¢. Bagaimana dengan postsi hutang yang ada, Indonesia masuk kategori
HIPC atau MIC?

d. Apakah hutang Indonesia sebelum iahun 20035 berkategon macst?

&, Meksiko menysiakan gagal bayar tahun 1982, Apsksh ide semacam
ini sempat terbersik i kalangas pemeriniab, khususoya setelah era
reformasi 19987

3. Dapatkah diterangkan tentang implementasi DNS di Indonesia ?
a. Apakah penawaran periama disampaikan wnpegara donor atan
- merupakan proposal inisiatif Pemerintah melalui Paris Club?
b. Bagaimana posisi DNS di Paris Ciub saat DNS dirmulai?
¢. Sekitar tahun 2004 Indonesia sudah masuk kategori MIC. Apak&b
peningkatan status ini mengharmbat negosiasi DNS di Paris Club?

4, Apa kebijakan hzztazzg. luar negert pada ¢ra reformasi?
a. Tehim 1958 TAFP MPR menyatakaa bahwa pemwerintah hanus

mengurang humg«hutang luar negeri. Apa saja alasan di balik TAP
MPR ini?

b. Apa langkah-langkah pererintah saat itu?

c. Siapa saja lembaga/departemen pemerintzh yang ditugaskan untuk
menyusun program restrukturisasi hutang luar negeri?
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5. Dapat Anda jelaskan proses pemerintab RI melobi anggota Paris Club dan
~-kreditor lain dalam negosiasi DNS
a. Siapa saja pihak dari RI yg melakuokan negosiasi awal?
b. Siapa saja keeditor yang dijajeld untuk konversi hutang?
¢. Apa taoggapan masing-masing kreditor tersebut?
d. jenis konversi hutang apa yang diminta oleh Indonesia?
¢. Bagaimana mekanisme negosiasi dengan kreditor?

6. Apakah ada negosiasi dengan kelompok kreditor lein di luar Paris Club?
© & Bagzimana tanggapan dar kreditor lain di luar Paris Club ini?
b. Bagiamana posisi mereka terhadap mekanisme DNS?

7. Apaksh hutang swasta nasional juga dlhantu dalam negosiasi dengan pihak
kreditornya?
a. Siapa saja pihak swasta nasional 11:11‘7
b. Berapa nilai hutang mereka dan nilai proposal DNS?
¢. Dalam hal apa saja bantuan Pemerintah dlhutuhkau oleh mereka?
d. . Bagaimana hasilnya sampai saat ini?.

8. Model DNS apa saja yang dibahas wntuk diterapkan dt Indonesia saat ita?
a. Jenis hutang apa saja yang ingin dikonversi oleh pemerintah?
b. Apskah ada jenis hutang tertentu, misalnya bilateral, multilateral,
yang mendapatkan prioritas untuk diajukan dalam skema DNS?
¢. Apa alasan prirontas (8D) tersebut?
d. Apskah Pemerintsh lebih salah satu makamsmﬁ: menyuka: DNS
bilateral dibandingkan triparti?

I Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga

1. Apa tugas pokok dan fungsi lembaga Saudara dalam program DNS ini?
a. Apa landasan legal formahya? :
b. Apa saja tupoksi yang dinyatakan dalam perundang-undangan?
c. Apa tugas lembaga Saudara datam melementaSI program DNS 112
d. Apa saja aktivitas yang dilakukan lembaga int yang bezkman dengna
DNS 11? -

2. Apakah struktrur organisast yang bake dan ditetapkan ciazzgan peraturan ferfentu
untuk DNSB ini?
a. Dapatkah Saudara m&aggambarkm?
b. Apakah ada garis koordinasi, garis pea‘tanggmg;awabaﬁ dan kontrol
dalam struktur organisasi ini?
e. Dapatkah Saudara jelaskan masing-masing tupoksinya?
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3. Bagaimana koordinast prograr NS Ui di kantor Saudars?

a,

Apaksah ada kepaia pmgamfpmgeioiafmauajer yang dmmjuk khusus
untuk menangani DNS ini, baik selama proses negosiasi dengan
kreditor berlangsung atau setelahnya?

Apakah mereka (3a) adalah pegawai negeri tetap yang diperbantukan
pada DNS I, staf dari luar vang ditenjuk secara khusus, pegawai
magang, dli? <

Apakah ada tanggunjawab definitif yang zixixmkazz kepada mereka?
Berspa jumlah saf yang ditunjuk ini?

Bila tidak ada penunjuksn dengan . sural iw;sim:zsan tersendm
bagaimana DNS 11T dikelola di tempat Saudara?

Apa saja kendala dalam koordinasi antar-lembaga ini?

4. Dapatkah Saudara tcmngkah, siapa yané mengumsi masalah teknis:

20 L I o

Pembuatan proposal dan perianiian dengan kredatox‘?
Negosiasi dengan kreditor? . :

Perianjian akad kredit dengan UMK? ‘

Koordinast dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah vang terhibat
dalam DNS Ii1?

IIL. Persyaratan dan Negosiasi Program

1. Apa saja p;:rsyaratan yang diminia pemerintah Jerman sebagai kreditor?

2. Dapatkah Sau&éra ﬁenerangkan bagaimana hal-hal berikut ini dicapai solusinya?
a. Lokasi program

b.

Daerah penycbaran program {pilot pro;ect, kawasan mciustn
tersebar,Il)

¢. Jumish UMK vang terlibai?

d.

e,

- Karakteristik UMK. vang terlibat?

Besaran kredit investasi lingkungan?

f. Waktu jatuh tempo kredit

3. Siapa yang mmenmkan nilni konversi !mtang daiam NS 87
8. Apakah hanya ditentukan oleh kreditor

b.

Ditentukan bersama kreézwr dan pemerintah Indonesia?

4 Szapa yang mmmkan tujuan éaa indikator program?

a.

¢
d.

Apakah kreditor nwnyetu_)w seluruh indikator program yang diajukan
Pemerintah?

Apakak kreditor merewsx/mmnbahkan indikator-indikator DNS HI?
Dapatkah Ande terangken apa saja yang menjadi kendala dalam
menyusun hjuan dan indikator program ni?
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1V, Kebijakan Anggaran

1. Siapa vang mengelola dana DNS ini?
a. Apakah masuk dalam rekening Depken, KLH, atau rekening terpisah
atas nama program: DNS [ di bank?
b. Siapa saja yang berhak mengeluarkan dana dari rekening ini?

2. Dapatkah lembaga pemeriniab/kementerian mengelola dan memakai rekening
fembaga? :

a. Apaksh KLH sebagai pengelola program membentuk badan khusus
uniuk mengelola dava DNS I ini?

b, Apakah KLH mengelola sendiri anggaran pmgram DNS H1?

¢. Bagaimana peraturan menyanghkui pengelolaan dana sejenis ini?

3. ENS daiam APBN? ;
a. Apaksh DNS I juga éxmasukkan dalam APBN? .
b. Berapakah nilainys setiap tahun anggaran?
¢. Di pos mana dana ini dimasokkan?

4. Bagaimana perhitungan nilainya dalam rupiah, apakah nilal mkar pada bulan
penandatanganan atau padz bulan penyusunan APBN vang dipakai?

5. Berapa nilai anggaran yang harus disiapkan pemerintah Indonesia setiap tahun
anggaran selama program DNS 13 int beriangsung?

V. Manajemen ¥saha Mikro dan Kecil

I. Definisi UMK rsanakah yang dipakai dalam program ind?
#. Definisi Bank Indonesia? -
b, Definist sesual Keputusan Men-LH?
¢. Definisi Iain, mobon diterangkan?

2. Apa kriteria dalam menentukan bidang usaha UMK yang akan diberikan kredit?
Stroktur permodalan?

Dimana saja lokasinya?

Yenis bidang usala?

Jenis limbah vang dibasilkan (miseloya penghasil B3)?

Sesuai denpan kriterin UMK dalam perundang-undangan vyang
dipakai?

£ Apakah juga ditentukan sebarannya di seluruh Indonesia?

B oorp

3. Berkaitan dengan kredit:
a. Apakah semuz UMK mendapaikan kredit vang sama?
b. Apa alasan pemberian kredit yang sama ini?
¢. Jika tidak sama, apz alasannya?
d. Berapa rentang nilai kredit dan minimuom sampai maksimum?
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4, Dapatkah Saudara memberikan angka-angka yang meliputi:

a.
b.
c.

Berapa UMK yang memasukkan proposal mereka?
Berapa UMK yang dibiayai sampai tahun 20087
Berapa yang ditolak dan apa alasan penolakan proposal tersebut?

5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh UMK:

a.

b,

Apakah UMK peserta DNS I memang membutubkan bantuar dalam
penyusunan proposal, dan pelaporan keuangannya? :

Selain masalah administrasi kﬁuaﬁgan, magalah yang menonjol pada
mereka?

Apakah pemasaran produk UMK m&mpakan kcndala, dan apakah
mereka dibantu untuk memasarkannya? 2

Apa saja bentuk bautuan tim DNS I kepada mereka selain kredit?
Apsakah menurut Saudara UMK saat ini sudah tiapat mengelola kredit
yang diberika melatui skema DNS I ini 7 -

Apa saran-saran Saudera wntuk UMK agar dapat memaksimalkan
pencapaian fujuan dari program DNS I ini?

V1. Evaluasi dan Audit Pregram

1. Evaluasi:
a

2. Audit;
4.

b.

Sinpa saia yang melakukan evaluasi terhadap pmgmm ini 7
Siapa yang menyusun laporan akhimya?

Apskah evaluasi dilakukan secars periodik? Mohon dzterangkan
wakfunys

. Materi apa sajg yang dievaluasi?

Apakah audit program dileksanakan secara periodik? Kapan?
&pakah auditor dilakukan internal atau auditor independen?

¢. Apa saja bidang yang diaudit (keuzngaa, program atay keduanya?)

d.

.

Apakah negara donor dapat menerima atan menolak hasil andit?
Apa dampak dari penolakan terhadap hasil audit?

3. Pemilihan auditors

a.
b'
L.

Siaps yeng memilik auditornya?
Apakab negara kreditor juga berhak memilih?
Apakah avditor adalal: auvditor independen internasionsl?

6. Mohon dijelaskan mengenai hasil evaluasi DNS 11 tahap pertama?

a.
b.
<,

Bagaimana kinerja teknis
Bagaimana kinerja pencairan kredit?
Bagaimana kinerja pendngkatan kapasitas mazza;enal UMK?

d. Bagaimana hasil pararoeter linglkungan yang diuji?
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7. Peran Serta Masyarakat:
: : 8. Bagaimana cara masyarakat mengakses laporan DNS I ini?
b. Bagaimana strategi sosiatisasi hasti DNB 1 ini?
e. Apakah menurut Saudara LSM perlu dilibatkan dalam aundit ini,
terutama yang sudah berpengalaman dengan DINS?

d. Siapa yang mengawasi kinerja lembaga pengelola program DNS 111
ini?
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Yampiran 3. Ringkasan Hasil Wawancara Para Informan Penelitian dan

Identifikasi Isu-isu Kebijakan

1. Sejaral DNS

I.

2.

3.

Indonesia baru memanfaatkan DNS sejak tahun 2005 karena sebelumnya tidak
ada kebijakan untuk memanfaatkan skema pengalihan hutang atan pengurangan
hutang luar negeri selama era Orde Bary

Keputusan Paris Club tentang debt swap untuk hutang bilateral membantu
Indonesia untuk memanfeatkan mekanisme ini

Indonesia felah naik status datd HIPC menjadi negara dengan middle
income,sehingea sulit mendapatkan pengorangan hutang

4, Relatif masih banyak negara kreditor yang tidak mempunyai kebijakan konversi

hutang untuk kegiatan lingkungan hidup.

11, Aspek-aspek Kelembagaan

I.

2.

3.

4,
5.

Pemiliban lembaga keuangan yang skan mengeloia kredit investasi lingkungan
membutuhkan waktu untuk mentransfer hak dan kewajiban kepada lembaga vanp
baru yang dapat memperlambat pencairan kredit,

Kekurangan sumber daya manusia yang memshami kredit investasi lingkungan
dan memiliki visi meningkatkan kualitas linglkungan hidup baik di kantor pusat
mauapun kantor cabang HSM.

Koordinasi antar-ieimbaga pemerintah sangat baik

Pertu transparansi dalem pemilihan UMK, misalnya menguwmumkan dafiar
penerima kredit DNS 111 di website KLH

Ui masa yang akan datang, program sejenis DINS I sebaiknya dikelola 1.8M,
unfuk mengurangi beban kerja dan audit lembaga pemerintah

HI. Komitmen Negara Kreditor

1.

b

e By

Nilai hutang yang dapat dialihkan oleh kreditor terlaln kecil dibandingkan nilai
hutang ODA Indonssia )

Pemerintah mengharapkan penghapusan 100% hutang ODA seperti dinyatakan
dalam kesepakatan antar-kreditor dalam Pans Club I

Nilai debt swap Paris Club untuk Indonesia tahun 2001 hanya 0.04% dari ODA
Realisasi dan implementasi komitmen negara kreditor terlalu lama, sekitar dua
tahun

Tingkat kepercayaan negara kreditor kepada pemerintah Indonesia masih rendah
karena tinginya korupsi

Syarat-syarat dan kondisi yang difuginkan negara kreditor dalam perjanjian DNS
berpotensi mengancam kedaulatan

Studi Implementasi..., | Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana Ul, 2010



IV, Kebijakan Anggaran dan Hutang Luar Negeri

1.

Regulasi-regulasi pemerintah yang sesuai vntuk pelaksansan DNS di Indonesia,
komitmen pemerintab Indonesis mengurangi atau menghentikan hutang luar
negeri, sistem anggaran dan audit, dan peodidan badan layanan umum (BLU).
BLU belum dibutuhkan karena dana yang dikelols relatif kecil dan lembaga vang
ada sudah memenuhi persyaratan perjanjian DNS dengan kreditor

DINS I tidak akan efektif mengurangi hutang bila Pemerintah tetap membiayai
kegiatan lingkungan hidup melalui skema hotang luar negeri

. Pada saat DNS 1T diimplementasikan tahun 2006, peningkatan pinjaman luar

negeri pemerintah Indonesia dalam skema ODA terus meningkat

. Aspek-aspek Teknis Usaha Mikro dan Kecil

Isu-isu teknik dan ekonomi pada usaha mikro dan kecil meliputi; (1) kolateral
{iaminan), (ii) akses yang vendah terhadap kredit perbankan, (iii} pengetahusn
yang minim teniang pencatatan keuangan dan administrasi, (Gv) tingkat
penguasasn teknologi ramah lingkungan vang relatif rendab dan (v) kemampuan
pemasaran yang rendah

Program DNS IIf sebaiknya diperpanjang karena tahap pertama selama 5§ tahun
merupakan tahap belajar

Perpanjangan prograra DNS 1M1 didshului dengan strategi sosialisasi yang baik,
berbagai petatihan kepada UMK

Perlu memperketat syarat-syarat peserta DNS I di mass mendatang untuk
menghindar: penyalahgunaan kredit, KKN antara peserfa program dengan
pengelola, dan mengurangi tingkat kegagalan program pada tingkat UMK

Audit dan Transparauosi Frogram

Audit dilaksanakan pada akhir masa program tahun 2010

Evaluasi reguler dilakukan KLH terhadap kinerja UMK sebiap tabum, uniok
menilal pencapaian target program

Evaluasi tahun 2008 menyatakan bahwa sebagian besar UMK mencapai target
perbaikan pada parameter lingkungan

Sesual pegganjian dengan KEW, evaluasi dan audit dilakukan KLH

Laporan hasil evaluasi dan audit dapat disampaikan kepada masyarakat setelah
disetujui pihak KUH dan XfW,

Dapat disusun sirategi untuk melibatkan masyarakat luas untuk mengakses hasil-
hastl DNS 111 agar lebih transparan

Sosialisasi program KLH harus lebik digiatkan terutama melalui media massa
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Lampiran 4. Mekanisme Implementasi DNS Triparti

Pembelian hutang diskon oleh
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Sumber: Dogse and Droste (1990)
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Lampiran 5. Ilustrasi Persctujuan DNS Triparti

Langkeh I

diskon hutang $200.064

MLSM Linghungan

Bank atau Negara Kreditor ¢
R B asional

(%3{:{}7”“?&&"&?, T R L E AR T b e g R R e

nitad hutang 21 juta

retruktirisasi

Autang

S -
T R S

3 1 jrta
Kelompok Konservasi Lekxi!< Negara Debitor |2
i Z

3304 000 dalam kurs fokal

Langkah 3

o lanpgkah 1 = Sisa tang yang ada (termasuk hunga dan denda) dijual kepada
L.SM pada nilai diskon (misalnya 20% dari § Huta, atan 3 200.000)

»  Langksh 2 = Hutang dibatalkan oleh L.SM sobagai bagian dari persstujusn
yang dibutuhken nocgara debitor untuk menyediakan dana dalam ks lokal
yang sciara bagi LSM lokal

» Langkah 3 = Negara debitor setuju mendanai kegiaton Ronservasi lokal

Sumber: Tapa (2006)
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Lampiran 6. Potensi Dans Konversi Hutang di Jerman

1t . <

Potensi Konversi Hutang

Regara RSl _
(Juta EUR)

Egypi 1065
Bosuia and Herzegovina 302
Indonesia 1246
Jordan 204
Kyrgvastan 8.5
Pakistan 9100
Pem 23
Serbia and Montenegio 280
Syzia 1780

Sumber: BMZ, 2007
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Lampiran 7. Hatang dan Nilai Konversi Hutang Tiga Negara terhadap Jerman

Table I FC and FC debt conversion Ioa; Tndonesiz, Jordan, szd Pera, in Mo €

Tudonesia Jordar’ Peru
FCrelated claings. end of 2005 11500 3628 384
Max. possible swap volume 198.2 2341 1470
Swaps agreed il thus far B 2136 1447
Swaps sfll possible 1246 25 23

Someer  BMZ

8) [n Jordan agreenient was reached after 31 March 86 on amother debt swap for EUR 30 malhion, This is why e
siate of implementation gven here is 36 Apoil 06.

Sumber: BMZ, 2006
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I&mlpimn & Hubungan antara Deforestasi, ?eﬁumbuhm Ekénomi dan

H

Hutang Lunr Negeri Indonesia
12,000,000
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\ : ‘ (Reclarestyeary
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6000000 -t x
4,000,000

2,000,008 4 ' /f’
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GDP {in ten-fousand
TED)

1960 1976 1880 1900 20060

Sumber: Wally, 2000
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Lampiran 9. Simulasi Kenaikan dan Penurunan Bobet Kriteria Schesar 10%

Dynamic Sensitivity wont, GOAL for nodes below GOAL
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Gambar 1. A dan B. Simulasi Kenalkan Bobot Kriteria PRAMETER. 1%
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Gambar 2.A dan B, Simulasi Penuronan Bobot Kriteria PRAMETER 10%
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Lampiran 10. Hasil Pemantauan DNS IIT vatuk 33 UMK per-Desember 2008

Ng | Nams Deshripsi Kota Reatisasi Pemblayesn Pencapaisn ladikator
Linpgkuagan
Jumlab Calr | Terlakssoa | % | Keierangan Rencana Terlaksana | Keterangan
‘ : Rp) {Rp) ' " ‘
1 Saroso Daur ulang Sragen 250.000.000 1 250.000.000 190 { Sesuai Pengurangan | Pepguranga | Tercapaj
K.Dharmoko limbah rekomendasi limbah n Hmbah
plestik plastik 20 plastik 20
; ton/bnlan tonftalan
2 Raimani Pratiwi, SE | Daur ulang Sragen 300008600 | 500.000.40G 160 | Sesuai Pengirangan Tercupsi
timbah rekomendasi firmhah
plastik plastik 40
ton/bulan
3 VD Samber s wlang Sragen 690745085 | 650.745.933 180§ Sesuai Penpurangan | Peoguwrangs | Tercapai
Malersar Hmbah rekomendasi Hipbah n limbah
phastik plastik 100 plastik 100
ton/bulan ton/bulan
4 Suradi Unit biogas | Kliasten 84.033.00¢ 84.033.000 1D | Sesuai Penpurangan | Pengurenga | Tercapai
untk rekomendasi BOD 4 nBOD 4
pengolahan kg/ari kg/hari
limbah tabhu
5 Atmssumarte Wiji | Unit biogas Klaton 84.033.008 §£4.033.000 100 | Sesusi Pengurangan | Pengurangs | Tercapal
wiuk rekomendesi BOD A4 s ROD G
pengolaban kefbari kg/hari
Hmbak tehy
4 Mpadivono Unitbiogas 1 Klsten R4.033.000 24.008.560 25 Sedang Pengursngan § - Belum
satuk membangin BG4 Terenpal
penpolahan perslatan proses | kgfhard
limbeh tahu produksi dan
pengadsan alat
7 Sumamao Dot bioges | Klaten 84.033.000 60,433,000 71 Sedang Pepgurangan | - Belum
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untuk membangnn BGD 4 Tercapai
pengoishan reakior bingas kgfhani
limbah tahu den pengadase ..
alat ’
8 Muarvanto/Heni Unitbhiogas ] Kiaten $4.033.000 - - Barg mulai Penpurangan | ~ Belum
Marvanti untuk persiopan fehan | BOD 4 Tercapai
pengolatan kp/hari
limbah b
9 Ferdi Gunawan Daur vlang Depok 402.056.060 1 402.050.000 180 | Ada modifikasi Pengurangan | Pengurnnga | Tercapai
limbah alat tetapi sesuai | limbah n limbah
plastik rekomendasi plastik 20 plastik 20
ton/bulan tonalan
14§ H.Sugarto Dant uleng Lampung | 144.865.630 | 144 865.630 180 | Sesval dengan Pengurarigan | Penguranga | Tercapm
Himbah ban Tengak rekomendast Hmbsh ban § | n limbah
torvbulan ban §
fon/buian
it Slamet Sundiarto Davr ulang Tegal 450000600 14350000000 100 | Besuai dengan Pengurangsn | Pengurnngs § Tercapal
besi bekas rekomendasi Embsh n imbah
logam 24 loga, 24
ton/bulan ton/bulan
12 | Slames Sun Asrori | Daur niang Tepal 317,706,000 | 317,700,000 100 | Sesuai Pengurangan { Pengurangn | Tercapai
limbah rekomendasi limbah n limbah
plastik plastik 20 plageik 20
tan/bulan ton/bulan
13§ Siamet Sun Daur ulang Tegal 135060008 | 135.080.000 106 { Sesunmi Pengurangan | Penpurange § Tercepat
Wadnudi besi bokus rekomendasi Himbah i Bmbah
logam 20 fogam 20
ton/bulan ton/bminn
14 | UD Bintang Sejati | Pemanfastan | Makassar | 345.000.000 | 345.000.000 100 | Sesopi Pengurangen | Penguranga | Tercapal
botal bekas rekomencasi Hmbah botol § n limbah
sebagai botol 5600 botol 5000
kecap buah/bulan buah/bulan
15 | LI Usaha Bam Daur ulang Maras 345.000.000 | 210.000.000 20 Pernasangan alat | Pengurangan { - Belum
limbigh bag menungsy limbah ban 4 tercapai

Studi Implementasi..., | Gusti Gede Maha S. Adi, Pascasarjana Ul, 2010




bangunan gipil tonfiulan
sgiusel.
Dipericirakan
November 2008
16 | CV. Adnan Malize | Pemuanfantan | Makassar { 314.190.000 | 204.190.000 &3 Perubahan Pengurangan |4 Belum
lirabah air spesifikasi alut limbah air tercapai
kelaps unfuk vang tidak sesuai | kelapa 20
nats de coco rekomendnsi ton/bulan
dun kecap
17 JUDETINA Penggilangan ] Bare 388000800 | 283.000.008 73 Sebagian glat Penguranpan | - Belum
padi dan masth dalam limbah tercapai
pemantiatan proses pengudaan { sekam 160
sekan ton/balan
I8 | Kopontren Syech | Pemanfaaten § Sidrap 485.000.000 | - ¢ Bangunan sipil Feogurangan § - Belum
l.asagena kelapa siap 40%, mesin | amisi CO2 tercapal
karopung, bindiess] A5 senfbulan
hiji jarak dan diperkirakan
minyak akbie Movember
jelestah 2008
untuk
biodiesel
19 | Kopkar Wijaya PAL rumeh | Kupipgan | 500.000.000 | 500.000.000 100 | Sesuai Pengurangan § Penguranga | Tercapai
Kusuma sekit rekomendesi BOD 200 1 BOD 200
kg/bulen kg/butan
2 PT Muilys Tars Unit biogas | Jakens 7.000,000 1,300,000 21 Bam 24 MK Pengurengan | Penguranps § Sebagian
Nusa untuk Selatan yang sespa kotoran sepi 1 n kotoran tercapai
pengolehan dengan 1,200 sapi 150
katoran sekomendasisisa | tor/bulan tonfbulan
temnak nya belum
tezpmng
21 | £V Cahaya Utama | Daur ulang Jombang § 400.000.85¢ | 400,000000 160G | Sesuai dengan Pengurangar § Penguranga § Tervapsi
Plastik firghah rekomendasi limbah 1 limbah
plastik plastik 50 plastik 50
tor/bulan ronfbulan
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22 | Rachmat Pemantastan { Jakarta 508.000.000 | 560.000.000 106 | Sesuai Pengursngas | Penpurangs } Tercapai
Basuki/Muchtar limbah kain ] Batat rekomendssi iimbah kain | n imbah
Nurdin untuk 1,1 tav/bulan | kain 1,1
gATMEN tondbulan
23 JH.Ro'i Pemanfbatan ] Tegal 275.450000 1275450008 . {100 | Sesuai Penpurangan | Pengurange § Tercapai
limbak kayu rekomendast firsbak kayu | n limbak
untuk mebel B0 m knym 80
kubik/bulan, | meter
kubik/ulan
24 | Andas Sutrisno Pemanfaatan | Tegal 418750000 {418.750.060 100 | Sesual Pengmrangan | Pengurange | Tercapai
logam bekas rekomendasi Binbak n litnbah
meniadi : fogem 0,5 logam 6,5
babhan baku kg/vulan kg/bulan
mesly air
minum isi
ulang
25 Fatchudin Deur ulang Fegal 300.600,0060 ] 300.000.0680 {00 | Sesuai Pengurangan | Penguranga | Tercapal
Timbah besi releomendsst Finpshyads 1 Hmbuh sebagiag
rtuk lopam 20 logam 10
produkst part ton/bulan favbulan
miesin pabrik
26 | v Ll Suherti Daur ulang Cisnjur A80.000.600 1 480.000.008 100 § Sesuai Pengrwaogen | Pengurengs | Tercapai
jimbah rekomendast fibak n limbah
plastik plasiil 46 plastik 40
: ton/bulan ton/bulan
27 1 Abdhy Phsawan Pemanfastan | Makasser § 500.000.000 | 585.0080.000 190§ Sesuai Pengurangan | Pengurangs | Tercapat
Aziz minyak rehomendasi €02 100 n {02 100
ielantah ton/bulan ton/bulan
mrfuk
biodissel
28 | Fonda Daur ulang Cianjur 380.000.006 ] 360.905.000 iB6 | Sesuni Pengurangsn § Pengurangs | Tercapai
limbak rekomendasi imbah n limbah _
plastik plastik 40 plastil 40
ton/bulan ton/bulan
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29 | 'Yepi Rulianto Daur ulang Cianiur 250000000 | 250.000.000 00 ] Sesual Pongurangan  Pengurungs | Tercapai
{imbah ban rekomundasi Himbah ban 1 limbsh
i0tondbulan | ban 10
ton/bulan
30 Supvanudin Daur ulang Cianjur 500,000,660 § 255.00.000 b3 Sebapian siat Pengurengan | Pengorangs ] Tercapai
limbah masih dalam limbah n limbah sebagian
plastik proses pengadaan | plastik 100 plastik 20
fon/bulin tonfbalan
3t MNelva Duar vlang Padang 136.000.000 {1 136600800 100 | Ada modifikasi Peopurangen | Penguranga | Tercapsi
SH/Budiwarman/ Hmbah alat, fetepd magih | limbsh n limbah
UD. Alimar Plastik sesuat plastik 35 plasti 35
rekomendasi ton/buien ton/bulan
32 | CV Mutiera Indah | Pemanfeatan { Jukarta 747.000.000 | 747.000.000 100 | Ada perbedaan Penguringan | Penpuranga } Tercapai
goeng Selatan merek alat, tetap  § Hmbah kerfas | n Hrabah
gondok sesual 80 kg/bulan  } kertas 80
yekomendesi kg'bulan _
33 | PT Pyramido Dawr ulang ] Swsbaya | 500.0600600 | 500.000.000 100 | Sesuai Pengurangan | Penguranga | Tercapai
Santana Putea fimbah kaca rekomendasi emisi CO2 n cmisi Co?
62 tonvbulan § 62
ton/bulan

Sumber: KLY, 2008
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